PERATURAN DAERAH

PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR ¢ TAHUN 2002

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TAHUN 2002 — 2004

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

a.

bahwa Rencana Strategis Pembangunan Daerah
(RENSTRADA) merupakan penjabaran lebih lanjut dari
Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) vang
menjadi acuan pengelolaan pembangunan selama tiga
tahun kedepan bagi seluruh lembaga/instansi
Pemerintah Daerah, Legislatif dan segenap komponen
masyarakat yang antara lain memuat Nilai Capaian
Indikator Kegiatan, Program dan Kebijakan.

bahwa Rencana Strategis  Pembangunan Daerah
(RENSTRADA) adalah dokumen perencanaan taktis
strategis pembangunan daerah sebagai dasar
pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas Kepala
Daerah yang dimuat di dalam Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah (APBD) selama tiga tahun;

bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang
perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Nusa
Tenggara Timur tentang Rencana  Strategis
Pembangunan Daerah (RENSTRADA) Propinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2002 - 2004;



Mengingat

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Repubiik
Indonesia Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis
Besar Haluan Negara;

Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 1649);

Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara 122,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang .
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 fentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 206);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi
sebagai Daerah Ctonom (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang
Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4027);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);



10.

11.

12,

13.

14,

15.

16.

17,

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang
Penyelenggaraan Tugas Dekonsentrasi  (Lembaran
Negara Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4095);

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang
Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan
dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan
Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan
Presiden;

Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor
& Tahun 2000 tentang Pengundangan Peraturan Daerah
dan Keputusan Gubernur MNusa Tenggara Timur (
Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 264 Seri D
Nomor 264);

Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur
Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Propinsi Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 347 Seri D
Nomor 347);

Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor
10 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Daerah Propinsi Nusa Tenggara
Timur {Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 349 Seri
D Nomor 349);

Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur
Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah
Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah
Tahun 2000 Nomor 353 Seri D Nomor 353);

Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur
Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan
Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2001 -
2004 (Lembaran Daerah tahun 2001 Nomor 181, Seri D
Nomor 179);

Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur
Nomor 9 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan
Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2001 -
2004 Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 182, Seri D
Nomor 180);



Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
: TENTANG RENCANA STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH
© . PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2002 - 2004

Pasal 1

Rencana Strategis Pembangunan Daerah (RENSTRADA) Propinsi Nusa Tenggara
Timur Tahun 2002 - 2004 adalah penjabaran lebih lanjut dari Program
Pembangunan Daerah (PROPEDA) dan merupakan perencanaan taktis strategis
untuk selanjutnya dijadikan landasan dan pedoman bagi sefuruh lembaga/instansi
Pemerintah Daerah, Legislatif dan segenap komponen masyarakat yang dibiayai dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Nusa Tenggara Timur

selama tiga tahun. -

Pasal 2

Sistematika Rencana Strategis Pembangunan Daerah  Propinsi Nusa Tenggara
Timur Tahun 2002 — 2004 sebagai berikut ; -
BAB I Pendahuluan.

BABII  Lingkungan Strategis -

BAB III  Strategi Pembangunan Daerah dan Faktor Penentu Keberhasilan

BAB IV  Program, Kegiatan dan Indikator Keberhasilan. :

BAB V  Pengukuran dan Evaluasi Kinerja

BAB VI  Penutup

Pasal 3
Rencana Strategis Pembangunan Daerah (RENSTRADA) Propinsi Nusa Tenggara
Timur Tahun 2002 — 2004 adalah sebagaimana tercantum dalam fampiran Peraturan
Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal 4
Pelaksanaan lebih lanjut Rencana Strategis Pembangunan Daerah (RENSTRADA)

Tahun 2002-2004 dituangkan dalam Rencana Pembangunan Tahunan yang memuat
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),



Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan  di Kupang
pada tanggal 25 Jenuari 2002

GUBHRNUR NUSA TENGGARA

P ALEXANDER TALLO

Diundangkan di Kupang B
pada tanggal 25 Januari 2002

SI:KRET ARIS DAERAH PROPINSI
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' PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR & TAHUN 2002
B TENTANG
RENCANA STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH

PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2002 - 2004

PENJELASAN UMUM

1. Dasar Pemikiran

«~

' Sesuai dengan arahan dari Garis Besar Haluan Negara 1999-2004
pada kaidah pelaksanaan ditegaskan bahwa Garis-garis Besar Haluan
Negara dalam pelaksanaannya dituangkan dalam Program Pembangunan
Nasional lima tahun (PROPENAS) yang memuat uraian rinci dan terukur
vang ditetapkan oleh Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat.
Program Pembangunan Nasional lima tahun (PROPENAS) dirinci dalam
Rencana Tahun (REPETA) yang memuat Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) dan ditetapkan oleh Presiden bersama Dewan
Perwakilan Rakyat.

Berdasarkan arahan Garis Besar Haluan Negara 1999 — 2004 maka
pada tingkat Daerah Propinsi dilakukan perubahan yang disesuaikan
dengan kondisi daerah. Perubahan-perubahan yang tejadi selanjutnya
dirumuskan;ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yang
terdiri dari” Pola Dasar (POLDAS) Pembangunan Daerah, Program
Pembangunan Daerah (PROPEDA) dan Rencana Strategis Pembangunan
Daerah (RENSTRADA).

Rencana Strategis Pembangunan Daerah (RENSTRADA) yang
disusun sebagai dasar pertanggungjawaban Kepala Daerah atas
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memuat
antara lain Nilai Capaian Indikator Kegiatan, Nilai Capaian Indikator
Program dan Nilai Capaian Indikator Kebijakan adalah dokumen
perencanaan pembangunan selama empat tahun dan merupakan
bagian vyang tidak terpisahkan dengan dokumen perencanaan
pembangunan lainnya.



Mengacu pada GBHN 1999-2004, Program Pembangunan Nasional
(PROPENAS), Pola Dasar (POLDAS) Pembangunan Daerah dan Program
Pembangunan Daerah (PROPEDA) maka disusunlah Rencana Strategis
Pembangunan Daerah (RENSTRADA) dengan pendekatan yang
komprehensif, kontekstual dan sejauh mungkin dilakukan pula secara
kuantitatif atas  seluruh bidang pembangunan. Fokus Renstrada
diarahkan pada pengukuran dan penilaian pembangunan daerah atas
pelaksanaan Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) yang dilakukan
oleh Pemerintah Daerah.

Disamping itu, Renstrada juga memuat prioritas-prioritas pembangunan
- daerah dalam rangka alokasi anggaran vyang terdapat di dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi NTT.

I1. PEMNJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 15/D 5
Cukup Jelas



Lampiran : Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur
~ Nomor : 6 Tahun 2002 R
-~ Tanggal 1 25 Januari 2002 .

BAB 1

o PENDAHULUAN
A UMUM :
| Undang-tUndang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah membawa beberapa implikasi

politik, antara lain @ 1. Mengubah secara mendasar praktik pemerintahan, di

mana Pemerintah Pusat secara sangat substansial telah mengalihkan begitu
banyak kewenangan kepada Pemerintah Daerah. 2. Tetap menyediakan Dana

Perimbangan dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) yang jumlahnya cukup

signifikan bagi daerah-daerah dengan tingkat perekonomian yang relatif rendah.

3. Aparat pemerintahan dituntut untuk mewujudkan praktik pemerintahan yang

memenuhi prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik dan bersih (Good Gover-
nance) seperti: Partisipasi yang konstruktif, Penegakan hukum, Keterbukaan,

Melayani, Berorientasi pada kesepakatan, pemerataan, efektif dan efisien,

bertanggungjawab dan memiliki visi.

Bagi Propinsi NTT, kewenangan yang lebih besar tersebut akan dapat
mendorong kemandirian Pemerintah Daerah untuk mengatur diri sendiri secara
lebih baik dan mampu memanfaatkan secara optimal sumberdaya yang dimiliki
bagi kemasiahatan warganya. Demikian pula peranan DAU dalam struktur
nenerimaan dan belania daerah sangatlah dominan. Pada satu sisi kondisi
semacam ini sangat membantu Pemerintah Propinsi untuk mengimplementasi
berbagai program pembangunan bagi kepentingan masyarakat, pada sisi lain



daecrah sangatlah dominan. Pada satu sisi kondisi semacam ini sangat
membpantu Pemerintah Propinsi untuk mengimplementasi berbagai
program pembangunan bagi kepentingan masyarakat, pada sisi lain
dominannya DAL tersebut menandakan ketergantungan fiskal yang
sangat besar kepada Pemerintah Pusat. Kenyataan ini tentu saja
kontradiktilf dengan hakekat pemberian otonomi’ yang semakin besar
kepada Pemerintah Daerah. |

" Disamging itu, untuk mewujtjdkan pemerintahan yang baik dan
bersih dalam praktik pemerintahan bukanlah hal yang mudah. Praktik
nemerintahan yang cenderung top down dan sentralistik yang telah
demikian lama diterapkan telahh menjadikan birokrasi pemerintah
menjadi resistens terhadap berbagai perubahan. Oleh karena itu,
diperlukan kerja keras dengan strategi yang tepat untuk mewujudkan
nraktik pemerintahan yang memenuhi prinsip-prinsip pemerintahan
yang baik dan bersih sebagaimana dimaksud.

Dalam  kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah,
remerintah Propinsi NTT berhadapan dengan situasi di mana imbas
dari  krisis  ekonomi vyang terjadi beberapa tahun lalu telah
memerosotkan  kinerja  ekonomi  daerah dan masyarakat secara
signifikan.  Pertumbuhan  ekonomi nyaris stagnan sehingga tidak
tercipta kesempatan kerja dan iapangan usaha baru secara berarti.
Pada sisi lain angkatan kerja terus bertambah setiap tahun, sehingga
pengangauran terbuka maupun tertutup terus meningkat. Kondisi
serﬁacam ini sangat rentan terhadap berbagai gejolak sosial yang
dapat menimbufkan biaya sosial yang tinggi bagi pemerintah dan
masyarakat,

Ay




Menyadari akan kondisi semacam ini, Pemerintah Propinsi telah.:
bertekad untuk mengatasi berbagai persoalan dan kesulitan yang .
dinadapi masyarakat dengan memberi prioritas pada pengembangan ;..
ckonomi, pendidikan dan kesehatan rakyat yang diharapkan dapat
menjadi pemicu bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di waktu .
mendatang. e e :

Mengacu pada prioritas tersebut, maka telah disusun Peraturan ‘

Daerah  Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pola Dasar (Poldas) ,

Pembangunan Daerah NTT vyang berfungsi sebagai dokumen
perencanaan induk yang memuat pernyataan politis tentang visi, misi
dan strategi pembangunan daerah, dan Peraturan Daerah Nomor 9 -
Tahurr 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) yang
berfungsi sebagai dokumen perencanaan manajerial komprehensif dan
memuat tentang rencana program dan kegiatan yang berkaitan
dengan pendapatan dan belanja, baik yang bersumber dari APBN
maupun APBD Propinsi, termasuk gambaran tentang kegiatan -
investasi swasta dan masyarakat.

Karena sifat dari kedua dokumen perencanaan pembangunan
tersebut di atas masih umum, maka dipandang perlu menguraikan
lebih lanjut dan rinci tentang program dan kegiatan-kegiatan pokok
pembangunan daerah NTT vyang dapat dibiayai dari Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi NTT dalam suatu
dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat taktis - strategis
étau yang disebut dengan Rencana Startegis Pembangunan Daerah
(Renstrada) Daerah Prepinsi NTT. Berkenaan dengan Renstradada -
sebagai Dokumen Perencanaan Taktis Strategis, maka kedudukan |

Renstrada dapat dipandang dari 2 (dua) aspek, vaitu : Pertama, aspek



struktural, artinya bahwa Renstrada sebagai bagian atau salah satu
komponen dalam sistem perencanaan pembangunan harus dapat
menjelaskan tentang Program dan Kegiatan-kegiatan pokok
pembangunan  vang dapat dibiayai APBD. Kedua, akuntabilitas,
bahwa Renstrada harus dapat memberikan indikasi pengukuran
terhadap kegiatan, program dan kebijakan pembangunan yang
dibtayai cleh APBD berdasarkan pendekatan a.tau tolok ukur kinerja,
yang terdiri dari . masukan (Inputs), Keluaran (Outputs), Hasil
(Outcomes), Manfaat (Benefits) dan Dampak (Impacts).

Sebagai salah satu komponen atau bagian dari keseluruhan
sistem  perencanaan, maka Renstrada dimaksudkan untuk
menyediakan informasi perencanaan pembangunan yang akan
digunakan sebagai acuan dalam penyusunan program dan kegiatan
tahunan daerah (Repetada) yang selanjutnya dijabarkan lebih lanut
kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara
periodik. Sebagai acuan LPJ Kepala Daerah, maka Renstrada hanya
memtuat program-program yang dapat dibiayai oleh APBD Propinsi
yang telah disusun berdasarkan atau berpedoman pada pendekatan
kinerja. Hal ini didasarkan pada (1). Pasal 8 Peraturan Pemerintah
(PP)  Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, yang menyebutkan bahwa
APBD disusun dengan pendekatan kinerja. (2). Pasal 4 PP Nomor 108
tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah
yang menyebutkan bahwa: a. Pertanggung jawaban Kepala Daerah
dinilal berdasarkan tolok ukur Renstrada, b. Setiap daerah wajib
menetapkan Renstrada dalam jangka waktu 1 bulan setelah Kepala



Daerah dilantik, ¢. Renstrada sebagaimana dimaksud pada ayat 1

LIPS R I T

ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
© Terminologi penyusunan Renstrada sebagai salah satu komponen atau
bagiar dari keseluruhan sistem perencanaan pembangunan dapat dijelaskan
pahwa Renstrada Daerah, berstatus sebagai : 1. Dokumen
perencanaan untuk suatu jangka waktu tertentu dan memuat strategi
serta daftar indikasi program dan kegiatan yang khusus  dibiayai dari
APBD. 2. Acuan LP] Kepala Daerah sesuai PP 108 Tahun 2000 yang
format LP) sesuai yang terdiri dari :
a. Laporan Perhitungan APBD; . .arian f&
b. Nota Perhitungan APBD; -
€. Laporan Aliran Kas; dan : o
d. Neraca Daerah. EOHE R b A s
'.Paséi 30 avyat 1 pp 108 Tahun '2000 ya‘ng mengafakan bahwa,
bagi Kepala Daerah vang diangkat sebelum PP ini, penilaian
pertanqggungjawabannya didasarkan pada : a. Rencana Pembangunan
tima Tahunan Daerah apahila masa jabatannya kurang dari dua
tahun. b. Renstrada apabila masa jabatannya lebih dari dua tahun.
Namun demikian, hendaknya dipahami bahwa Renstrada tidak saja
disusun untuk kepentingan LP] Kepala Daerah. Tetapi Renstrada
adalah salah satu hagian atau komponen dari keseluruhan sistem
perencanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan status Renstrada di atas, maka dapat ditemukan
fungsi dan cakupan Renstrada Daerah sekaligus untuk membedakan
Renstrada dengan Dokumen Perencanaan lain (Poldas dan Propeda),
yaitu :

1. Meniabarkan program pembangunan sebagaimana  telah

dittangkan dalam  Propeda ke dalam Rencana Program dan



[y

Kegiatan Pembangunan untuk suatu periode waktu tertentu
dengan menggunakan bahasa program yang bersifat lebih taktis

strategis.

. Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah dan

DPRD dalam menentukan prioritas program dan kegiatan yang akan dibiayai
dari APBD; . - o |
Menuntun seluruh jajaran aparatur Pemerintah untuk menyusun Rencana

Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada).

. Memberikan arah bagi Pemerintah dan DPRD Propinsi NTT dalam menyusun

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) secara terpadu, terarah
dan terukur; | o
Menyediakan satu tolok ukur bagi pengukuran dan evaluasi kinerja Kepala
Daerah yang akan dipertanggungjawabkan kepada DPRD Propinsi NTT yang
terdin dari :

a. Masukan yaitu suatu besaran dari sumber daya yang digunakan
seperti © SDM, dana, material, teknologi, waktu, dll.

h. Keluaran vyaitu wujud produk yang langsung diperoleh dari
penggunaan masukan,

¢. Hasil yaitu wujud pencapaian yang diperoleh dari bekerjanya
suatu keluaran.

d. Manfaat vyaitu tingkat pencapaian yang dapat dirasakan sebagai
nilai tambah dari penggunaan atau bekerja keluaran da hasil.

o. Dampak vyaitu kondisi makro yang diharapkan dapat dicapai dari . -

berdasarkan keluaran, hasil dan manfaat yang telah diperoleh.

Bersamaan dengan itu, dalam rangka pelaksanaan Tap MPR RI

No. XI/MPR/98 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan
Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta UU No. 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN, Presiden

menerbitkan Inpres No. 7/1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi



Pemerintah (AKIP) yang didalammnya mewaiibkan Gubernur, Bupati,
Walikota dan Pimpinan Instansi Pemerintah untuk senantiasa
mempertanggungjawabkan  kewenangan vyang dimiliki melalui
penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
secara rutin, Penyusunan LAKIP tersebut didasarkan pada Rencana
Startegis Pembangunan Daerah (Renstrada) yang disusun dan
digunakan sebagai acuan baik oleh Pemeriﬁtah Daerah maupun

Instansi Pemerintah. o css o swa

~ Dari latar belakang singkat di atas, dapat disimpulkan bahwa
berbagai perubahan yang terjadi selama lima tahun terakhir telah
memaksa Pemerintah  Daerah untuk melakukan revitalisasi dan
reformasi dalam sistem perencanaan pembangunan dan
- penyelenggaraan pemerintah pada umumnya. Sejalan dengan praktik
manajemen pemerintahan yang semakin berkembang, perencanaan
strategis yang biasanya identik dengan korporasi swasta telah
dimodifikasi sedemikian rupa sehingga dimungkinkan untuk diaplikasi
dalam manajemen pemerintahan, mengingat lingkungan strategis

Pemerintah  Daerah  telah  mengalami

T SERTICE RS Ik SRS LN LSS SRS L ) R S

perubahan yang sangat
mendasar. , et

Poede F o
Tl GEraanei AR

B. PERMAGSALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH .-

. Pembangunan  Daerah  merupakan rangkaian hubungan
fungsiona! dan sinergis dari berbagai kegiatan bidang-bidang
pémbangunan yang memanfaatkan secara optimal potensi daerah
dengan dukungan nasional dan internasional untuk mewujudkan
kesejahteraan masyarakat di daerah dan memperkokoh eksistensi

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam dokumen Propeda



Propinsi NTT 2001 - 2004, ditegaskan bahwa permasalahan pokok

pembangunan di NTT adalah rendahnya kualitas sumberdaya manusia

sebagai akumulasi dari sejumiah permasalahan pembangunan sebagai

berikut . g e bl ne

1. Rendahnvya Efisiensi dan Keefektivan Pengelolaan Sumberdaya

Ekonomi.

. Masih Tingginya Jumlah Penduduk Miskin B P T T
- Rendahnya Tingkat Pendidikan Rakyat -
Rendahnya Tingkat Kesehatan Rakyat
Rendahnya Partisipasi Masyarakat B TS PAR N B (S S
Pelaksanaan Qtonomi Daerah '
Belum Meratanya Penyebaran Infrastruktur
Pengelolaan Lingkungan Yang Belum Optimal
Tata Ruang

. Penyelesaian Pengungsi Timor Timur

11. Tantangan Globalisasi R

12. Lemahnya Penegakkan Hukum dan HAM - . oo

LEONOUBWN

pont
<

-~

R
C VISI, MIST DAN TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH
(Y dalam Pola Dasar Pembangunan Propinsi NTT 2001 - 2004,
dirumuskan Visi Pembangunan Daerah sebagai berikut: Terwujudnya
manusia dan masyarakal Nusa Tenggara Timur yang mandiri, maju
dan sejahtera fahir dan bathin secara adil dan merata berdasarkan
Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik
Indonesia. | |
Rumusan visi sebagaimana disebutkan di atas bersifat politis dan
m-elingkupi rentang waktu yang tak terhingga, sehingga sulit dikukur
tingkat pencapaiannya. Untuk mewujudkan makna atau hakekat
mandiri, maju, sejahtera lahir dan bathin secara adil dan merata yang

merupakan substansi pokok dari rumusan visi di atas, Pemerintah



Propinsi NTT  memberi prioritas pada pembangunan ekonomi,
pendidikan dan kesejahteraan rakyat. Untuk kepentingan perencanaan
- strategis, rumusan visi tersebut perlu dijabarkan sehingga bersifat
indikatif dan dapat diukur tingkat pencapaiannya. Bt

Dengan demikian, dalam rentang 2002 - 2004, pembangunan
daerah diarahkan pada peningkatan kemampuan ekonomi, pendidikan
dan keschatan manusia dan masyarakat NTT sehingga secara mandiri
mampu mewljudkan kemajuan, kesejahteraan lahir bathin bagi diri

sendiri dan masyarakatnya.

B AEAC RPN P s B E

ca.Mist

.« Demi terwujudnya manusia dan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang
maju, mandiri dan sejahtera secara adil dan merata, maka misi pembangunan
daerah adalah: . . e o A e

1. Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan

terhadap nilai-nilai luhur Pancasila secara baik dan benar, terutama

dalam menumbuhkembangkan prinsip saling menghormati antara
berbagai komunitas yang berbeda, tegaknya supremasi hukum dan
hak asasi manusia, berbudi pekerti luhur, berdisiplin tinggi dan
berwawasan jender demi terwujudnya keamanan, ketertiban,
ketentraman dan kedamaian dalam kehidupan berbangsa,

bernegara dan bermasyarakat.

2. Memberdayakan masyarakat melalui penihgkatan kualitas
sumberdaya manusia sebagai pelaku utama pembangunan melalui
optimalisasi pemberdayaan ekonomi rakyat, pendidikan rakyat dan

kesehatan rakyat dengan dukungan aparatur penyelenggara
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pemerintahan daerah sebagai fasilitator vyang profesional, adil,
jujur, transparan serta bebas kolusi, korupsi dan nepotisme.

3. Mewujudkan otonomi daerah vyang bertanggungjawab sebagai
proses demokratisasi dan pemerataan pembangunan dalam wadah
Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memupuk kerjasama
regional dan internasional bagi ke_pentingan masyarakat dan

pembangunan daerah. =i e citam GRS RRTET e

C.3. TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH . ..

Tuyuan pembangunan daerah Nusa Tenggara Timur adalah
terwujudnya manusia dan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang usia
harapan hidupnya panjang dengan derajat kesehatan yang tinggi,
mempunyai  pengetahuan  dengan kemampuan menguasai,
memanfaatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta
mempunyai standart hidup Iayak yang dlukur dengan PDRB Riil Per
Kapita {daya beli). rvaiise im0 i s Dhnd e |

D. TUJUAN & SASARAN PENYUSUNAN RENSTRADA

Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor
108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah
dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor
05C/1240/11/Bangda tanggal 21 Juni 2001 tentang Pedoman
Penyusunan Dokumen Perencanaan = Pembangunan Propinsi,
Kabupaten dan Kota, serta setelah diketahuinya Status Renstrada
sebagaimana telah dikemukakan pada Bagian Umum di atas, maka

e s . L e e B R, [ R
Fa s AN LI LR A AR PR el AL
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tujuan dan sasaran penyusunan Renstrada adalah ; o els

D.1. Tu.juan Penyusunan Renstrada

» Menyediakan perangkat perencanaan strategis bagi Kepala
Daerah dan seluruh jajarannya untuk menjabarkan visi dan misi
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat ke dalam progrém dan kegiatan lima
tahunan dacrah. _ . _

» Menetapkan program dan kegiatan lima tahunan melalui sumber
pembiayaan APBD sesuai dengan skala prioritas pembangunan
daerah. o ' | - |

+ Menyediakan landasan penilaian dan toluk ukur kinerja Kepala
Daerah pada akhir tahun anggaran dan masa jabatan.

D.2. Sasaran Penyusunan Renstrada

+ Tersusunya perangkat perencanaan strategis bagi Kepala Daerah

o dan seluruh jajarannya dalam menyelenggarakan pemerintahan, -
o pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ke
dalam program dan kegiatan lima tahunan daerah.

« Tersusunnya program dan kegiatan lima tahunan melalui sumber
pembiayaan APBD sesuai dengan skala prioritas pembangunan
daerah. j o

. Tersusunhyg-!bén;a:ﬁtjkazt' pemlaaan ktné;]a Kepala Daerah pada
setiap akhir tahun anggaran dan masa jabatan secara obyektif.

E. SITEMATIKA
Mengacu pada Surat Edaran Mendagri No. 050/1240/11/Bangda,
Tanggal 21 Juni 2001 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen .

Perencanaan  Pembanguan  Propinsi, Kabupaten dan Kota, maka
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penyusunan Renstrada Propinsi NTT mengikuti sistematika sebagai
berikut.
BAB 1. PENDAHULUAN

A Umum

B. Permasalahan Pembangunan Daerah

=5
{3}

. Visi, Misi Dan Tujuan Pembangunan Daerah
D. Tujuan dan Sasaran Penyusunan Rens&ada
E. Sistematika
BAB IT LINGKUNGAN STRATEGIS

A. Lingkungan Internal

B. Lingkungan Eksternal

BAB 11T STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH DAN FAKTOR PENENTU
KEBERHASILAN

A. Strategi Utama
B. Strategi Penunjang
C. Faktor Penentu Keberhasilan
3AB IV PROGRAM DAN INDIKATOR KEBERHASILAN
V.1, PROGRAM PEMBANGUNAN
A. Program Pokok
. Bidang Ekonomi
a. Sub Bidang Ekonomi Produksi
b. Sub Bidang Prasarana Ekonomi
2. Bidang Pendidikan
3. Bidang Kesehatan
B. Program Penunjang
!. Bidang Tata Ruang

2. Bidang Kesejahteraan Sosial
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. Bidang Hukum dan HAM

. Bidang Politik, Pemerintahan dan Otonomi Daerah

. Bidang Agama

. Bidang Keamanan, Ketentraman dan  Ketertiban

Masyarakat

IV.2. INDIKATOR KEBERHASILAN
A. Indikator Keberhasilan Program Pokok

34

2
3.

Bidang Ekonomi

c. Sub Bidang Ekonomi Produksi
d. Sub Bidang Prasarana Ekonomi
Bidang Pendidikan

Bidang Kesehatan

C. Indikator Keberhasilan Program Penunujang

4

6.

Bidang Tata Ruang

2. Bidang Kesejahteraan Sosial
3. Bidang Hukum dan HAM

4.
5

Bidang Politik, Pemerintahan dan Otonomi Daerah

. Bidang Agama

Bidang Keamanan, Ketentraman dan  Ketertiban
Masyarakat

BAB V PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA

A.
B.
C.

BAB VI

Kerangka Pengukuran Kinerja

Evaluasi Kinerja

Kesimpulan Hasil Evaluasi Kinerja

PENUTUP



LINGKUNGAN STRATEGIS = =
~ NUSA TENGGARA TIMUR " " 77

p1 I R
B R A Lt S S AN

A. LINGKUNGAN INTERNAL . o0 a1

e s
EL R T T S L

1. Lingkungan Fisik AR

Secara administratif, Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terdiri
dari 13 kabupaten dan 1 kota, 124 kecamatan, 309 kelurahan dan
2.207 desa. NTT adalah propinsi kepulauan dengan luas daratan
47.349.9 Km’, luas perairan + 200.000 Km?, terdiri dari 566 pulau
bhesar dan pulau kecil, 42 pulau telah bernama dan 524 pulau belum
hernama. Propinsi NTT terletak di bagian selatan Kepulauan Indonesia
memanijang dari arah Barat ke Timur. Bagian Utara dibatasi oleh Laut
Flores, Timur dibatasi oleh Eks Timor Timur, Selatan dibatasi oleh
Samudera Hindia dan Barat dibatasi oleh Propinsi Nusa Tenggara
Barat (NTB)., NTT mempunyai jarak relatif dekat dengan negara
tetangga  Australia  dan negara-negara  Pasifik  Selatan  lainnya,
sehingga NTT adalah bagian dari lingkaran Pasifik dan memiliki akses |
yang besar untuk mengakselerasi era perdagangan bebas yang |
tergabung dalam APEC, I

Letak astronomis kepulauan NTT seluruhnya berada di selatan
katulistiwa, pada posisi 8°-12° Lintang Selatan dan 118°-125" Bujur
Timur. Jarak Utara-Selatan membentang sepanjang 4" dan jarak
Barat-Timur sepanjang 7°, sehingga NTT berada pada zona iklim
.tropik yang sangat tipikal. Musimkemarau antara 8-9 bulan
sedangkan penghujan hanya 3-4 bulan. Curah hujan berada pada
kisaran 800~3000 mmy/tahun dengan panjang hari hujan rata-rata 100

hari/tahun. Suhu minimum dan maksimum berkisar antara 23 - 34° C.

14
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Topografis NTT berbukit-bukit dengan dataran tersebar secara
sporadis pada gugusan yang sempit. Pada semua pulau dominan
permukaannya berbukit dan bergunung-gunung, dataran-dataran
yang sempit memanjang mengikuti garis pantai, diapit dataran tinggi
atau perbukitan. Lahan dengan kemiringan 15 - 40 persen mencapai
fuasan 38,07% dan lahan dengan kemiringan lebih dari 40% mencapai
35,46%. Kondisi geomorfologis yang demikian menyebabkan
pertanian pada dataran sangat terbatas baik pertanian basah maupun
lahan kering. Pertanian lahan kering banyak dilakukan pada daerah-
daerah dengan kemiringan vyang curam sehingga produktivitas °
menjadi rendah. - oo e o

Jenis tanah di NTT meliputi jenis tanah mediteran seluas
1.110.807 ha (23,45%), Litosol seluas 1.903.184 (40,19%), Alufial
setuas 136.250 ha (2,46%), Grumosol sefuas 136.750 ha (2,88%) dan
Regoso!l seluas 64.250 ha (1,36%). Lebih lanjut dapat dikemukakan
bahwa kedalaman tanah di berbagai daerah relatif tipis yang
disebabkan oleh berbagai faktor seperti struktur batuan induk berupa
koral dan tanah yang terbuka karena vegetasi penutup yang minim
schingga rentan erosi. Kedalam tanah < 30 cm mencapai luas
1.938.403 ha (40,94%) kedalaman 31-60 cm seluas 1.186.801 ha
(25,06%) kedalaman 61-90 c¢m seluas 199.707 ha (10,55%) dan sisa
995 489 ha (21,03%) merupakan daerah-daerah yang memiliki
kedalaman lebih dari 90 cm. Dengan demikian dapat dipahami bahwa
|épisan tanah yang tipis dengan kedalaman kurang dari 30 ¢m paling
lwas. Sedangkan lapisan tanah yang tebal dengan kedalaman lebih :

dar 90 c¢m berada pada luasan yang sempit.
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Berdasarkan gambaran tentang lingkungan fisik di atas, dapat

diidentifikasi beberapa kekuatan dan kelemahan sebagai berikut. ... . -

1. Kekuatan— - i

2.

« Wilayah lautan yang iuas mengandung potensi ekonomi yang

relatif besar.
lLuasan lahan yang belum dimanfaatkan relatif besar sangat
potensil untuk pengembangan ternak dan tanaman perkebunan.
Potensi tambang bahan mineral dan energi vang belum
dieksploitasi dan dieksplorasi relatif besar.

Terseadia cukup banyak obyek wisata yang dapat dikembangkan

~ untuk menunjang perekonomian daerah.

Letak geografis yang strategis sangat menguntungkan bagi
perdagangan internasional, -~ s Gieni ey S fefiag
Iklim tropis vyang dominan sangat menguntungkan bagi
pengembangan  pertanian, kehutanan, peternakan dan

nariwisata.

Kelemahan - o500 ol 0 syt

+ Tidak tersedia data vyang cukup tentang potensi dan

L3

persebarannya menjadi kendala bagi investor.

Kepemilikan lahan yang bersifat komunal sulit menjamin
pengalihan kepemilikan tahan untuk kepentingan produktif.
Tidak tersedia data potensi yang cukup dan adanya klaim
kepemilikan adat terhadap lokasi tambang menyulitkan investor
untuk melakukan penambangan atau kepentingan investasi
lainnya., "~ ‘ |

Promosi wisata dan sarana penunjang kepariwisataan belum

menunjang, sehingga kurang menarik peminat dan investor.
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« Sumberdaya ek.onomi terfragmentasi dalam jumlah kecil pada
rentang wilayah vang luas sehingga membutuhkan biaya
pengumpulan yang tinggi.

« Rawan bencana, kekeringan dan ancaman hama, it

¢ curah hujan yang rendah dan tidak merata. -abor ann ERag

« Topografi tanah yang rentan erosi. |

2. Lingkungan Sosial Budaya . .. . o i miosinn SoReas nn
Sebagai daerah kepulauan, masyarakat Nusa Tenggara Timur
merupakan suatu mosaik yang terdiri dari berbagai kelompok etnis
~dan sub etnis dengan latar belakang sosial budaya yang sangat
~beragam. Sikap dasar masyarakat NTT pada dasarnya sangat
menjunjung tinggi perbedaan latar belakang sosia kultural yang ada,
sehingga kondusif bagi terciptanya suatu lingkungan sosial budaya
vang akrab. Pola kekerabatan yang tercipta memungkinkan partisipasi
dapat berkembang dengan baik. Demikian juga dengan ragam nilai
sosial budaya, kesenian. ritus-ritus dan artefak yang menyertainya
merupakan  suatu  obyek kajian yang sangat bernilai  bagi
pengembangan  ilmu pengetahuan dan  teknologi maupun untuk
kepentingan pariwisata. o
_ Berdasarkan gambaran ringkas tentang lingkungan sosial
budaya i atas, dapat diiedentifikasi kekuatan dan kelemahannya
sebagai berikut. . o e e L
1. Kekuatan - -~ -
- =+ Relasi-relasi sosial yang bersifat sentrifugal sangat mendukung
terciptanya kekompakan, keakraban dan partisipasi sosial yang
tinggi.
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Pola kekerabatan dan komunikasi sosial yang bercorak primer
memungkinkan terciptanya kegotongroyongan dalam
masyarakat o s e

Organisasi sosial vyang bercorak primer memungkinkan
komunikasi langsung yang menjamin keakraban dan saling
pengertian yang tinggi. e e
Hirarki sosial yang bersifat komando (p'aternaiistik) menjamin
terciptanya ketaatan dan kepatuhan. T et SRR L cie
Sistem sosial yang solid dapat menjamin pelestarian nilai-nilai
sosial budaya dalam masyarakat. -
Keragaman budaya yang tinggi mengandung kearifan-kearifan

iokal dan daya tarik bagi percepatan pembangunan.

B ST PR

CKelemahan o oo o e g ey e

&

L]

Relasi sosial yang sentrifugal sangat rentan konflik.
Pola kKekerabatan dan komunikasi sosial yang bercorak primer
cenderung menutup  diri terhadap lingkungan sekitar yang

semakin terdiferensiasi. o igaee _
Struktur sosial yang bercorak paternalistik menghambat adopsi |
inovasi  teknologi vyang sulit berkembang, melemahkan
kreativitas dan inisiativ serta melenggakan ketergantungan.
Sistem sosial  yang  kukuh  (rigid) cenderung membatasi
masyarakatr untuk mengakomodasi nilai-nilai baru yang
berkembang. .. e el _

Keragaman budaya yang tinggi membutuhkan pola pendekatan

kemasyarakatan yang beragam.
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. Keﬁerikatan yang kuat pada kearifan-kearifan lokal cenderung
menciptakan resistensi terhadap perkembangan teknologi atau |
cara-cara baru yang lebij maju dan efisien.

3. Infrastrukiur Pembangunan

Pembangunan yang telah dilakukan sampai saat ini telah
menghasilkan bangunan infrastruktur fisik yang cukup banyak. Sarana
dan prasarana ekonomi seperti jalan, jembatan, bendungan, pasar,
pelabuhan dan sebagainya telah menjadi bagian yang penting dari
upaya-upaya peningkatan perekonomian daerah dan masyarakat.
Sarana dan prasarana pendidikan seperti gedung-gedung sekolah,
sarana belajar seperti laboratorium dan perpustakaan serta program-
program peningkatan kemampuan profesional guru telah dilakukan
sehagal upaya untuk meningkatkan derajat pendidikan masyarakat.
Demikian juga sarana dan prasarana kesehatan seperti rumah sakit,
puskesmas, poiiklinik, peralatan medis, penyebaran obat-obatan dan
tenaga medis serta para medis untuk melayani kebutuhan masyarakat
akan pelayanan kesehatan yang baik telah dilakukan.

Dari gambaran singkat di atas, dapat diidentifikasi kekuatan dan
kelemahan dari berbagai upaya pemerintah dalam membangun
infrastruktur pembangunan sebagai berikut:

1. Kekuatan o _

» Terdapat banyak infrastruktur fisik yang telah dibangun.
‘Pemanfaatan vang optimal terhadap ragam infrastruktur fisik
tersebut akan memperkuat dan meningkatkan kemampuan
produktif masyarakat. |

« Adanya xomitmen pemerintah yang tinggi dalam pembangunan

infrastruktur sebagaimana terlihat dari semakin meningkatnya
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alokasi anggaran pembangunan infrastruktur fisisk setiap
tahunnya merupakan jaminan bagi peningkatan kemampuan
Produktil masyarakat. Sy e g ys*i%ﬂ?*w
2. Kelemahan ' '
» Persebaran infrastruktur yang dibangun kurang merata,
8 sehingga masih banyak lapisan masyarakat yang belum
terlayani dengan baik. L
« Banyak infrastruktur fisik yang kurang sesuai dengan kebutuhan
masyarakat sehingga tidak dimanfaatkan secara optimal,
bahkan sebagian telah rusak karena tidak dimanfaatkan.
s Penempatan infrastruktur yang tidak sesuai sebagai akibat
lemahnya perencanaan mengakibatkan banyak infrastruktur
yang tidak produktif.

« Kurang baiknya pengawasan dalam pembangunan infrastruktur

mengakibatkan banyak infrastruktur yang dibangun dengan :

kualitas yvang rendah. . .
+ Model permbangunan infrastruktur yang sentralistik
mengakibatkan  kurang berkembangnya  partisipasi dan

kesadaran masyarakat untuk pemeliharaan infrastrutkur yang

telah dibangun. ?
4. Ketenagakerjaan L
Penduduk NTT pada tahun 1999 berjumlah 3.806.664 jiwa yang

terdiri dari 1.876.685 laki-laki atau 49,30 persen dan 1.929.979

perempuan atau 50,70 persen. Jumlah penduduk tersebut terdiri dari

761.333 rumah tangga, vang berarti setiap rumah tangga terdiri dari 5
jiwa. Pada tahun 1999 jumlah angkatan kerja sebanyak 2.853.,915
orang atau bertambah sebanyak 81.234 orang dari tahun sebelumnya
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vang terdistribusi pada sektor primer sebanyak 14.213 orang, pada

sektor sekunder sebanyak 42 563 dan pada sektor tersier sebanyak

21.458 orang. A EEEE S AR SR i Y
 Berdasarkan data kependudukan di atas, dapat diidentifikasi

S

"séjum!ah kekuatan dan kelemahan vyang berkaitan dengan aspek
ketenagakerjaan sebagai berikut. _ _
1. Kekuatan ' e zH ARiBE St

« Tenaga kerja produktif sangat dominan dalam struktur

- ketenagakerjaan di NTT. | o
. Tingkat partisipasi tenaga kerja sangat tinggi, ha! ini dapat
dilihat dari angka pengangguran terbuka yang relatif rendah.

« Konsentrasi tenaga kerja produktif pada sektor pertanian

| diperdesaan relatif besar, merupakan dukungan bagi
pengembangan sektor pertanian. | Comar

2. Kelemahan . SelAzi Boril

+ Kualitas sumberdaya manusia (tenaga kerja) relatif rendah
dstun}ukkan danan rata—rata pendidikan setingkat sekolah

* Kemampuan serapan teknologi yang relafif rendah menjadikan |
sulitnya menggunakan input teknologi yang lebih baik dalam
proses produksi. N T ST

« Produktivitas dan daya beli per kapita relatif rendah. * s -

« Persebaran tenaga kerja belum terdiferensiasi pada sektor non
pertanian menjadikan sektor pertanian menyerap tenaga kerja
secara berlebihan sehingga produktivitasnya rendah.

5. Institusi Sosial

Institusi sosial dalam  arti lembaga-lembaga sosial
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kemasyar;a'katan:déhg'ah corak organisasi dan ragam aktivitas
menunjukkan perkembangan yang cukup berarti setiap tahunnya.
Lembaga-tembaga sosial kemasyarakatan tersebut secara langsung
~atau tidak fangsung telah mengambil berbagai peran dalam proses
pembangunan. Lembaga-lemaga keagamaan yang jumlahnya sangat
banyak memainkan peranan yang sangat penting dalam pembinaan
~umatnya. Demikian juga lembaga-lembaga pendidikan formal dan
non-formal vyang terus berkembang merupakan pilar bagi
pengembangan dan percepatan proses alih teknologi dan peningkatan
kuatitas SDM serta tumbuhnya LSM sebagai mitra kerja pemerintah
dalam pemberdayaan masyarakat merupakan modal yang penting
- bagi keberlanjutan pembangunan.

Berdasarkan uraian singkat di atas, dapat diidentifikasi kekuatan
dan kelemahan dari berbagai institusi sosial yang ada sebagai berikut:
1. Kekuatan | o 7

« Jumlan lembaga keagamaan vyang bahya-l;— | da.nm t;éraéénﬂ
memungkinkan proses pembinaan warga

baik. e e

* Jumiah lembaga pendidikan formal dan non formal yang

masyarakat dengan

D PRI

semakin bertambah dan beragam memungkinkan proses alih
teknologi dan pembinaan SDM dapat berkembang dengan baik.
» Bertumbuhnya LSM  yang menangani berbagai bidang

tedl

pembangunan menjadi mitra pemerintah yang produktif dalam
pembangunan. S At A

- . ; 0 e PN _—
v RN v o P Y [Tl B WA A T P LTI
PREEE T R S S LY IR L A R EA N LR

2. Kelemahéﬁ
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“» Tersedianyanya perangkat peraturan  yang cukup untuk
- menjamin keterturan dan kelancaran pelaksanaan
U pembangunan,

~« Tersedianyanya perangkat peraturan yang cukup untuk

membatasi dan menindak praktik KKN. : N
o ”iy*é [T R

R BTN

2. Kelemahan _ ‘ ‘ o o
« Aturan-aturan hukum yang sudah adakurang "dvli.S(‘):siéli'saSi'ké‘H‘
- dengan baik sehingga menimbulkan keragaman pemahaman dan
i kekeliruan dalam penerapannya. o
« Aturan-aturan hukum yang sudah belum diimplementasi secara
optima! sehingga dampaknya bagi keteraturan, kelancaran dan
kepastian hukum belum optimal.
« Terdapat cukup banyak aturan-aturan hukum yang kurang
“* konsisten dengan tata urutan peraturan perundang-undangan
schingga sulit mengimplementasikannya. B
» Penerapan aturan-aturan hukum dalam rangka pemberantasan
KKN belum dijalankan secara menyeluruh dan konsisten.
£, LINGKUNGAN EKSTERNAL
1. Politik dan Keamanan Dalam Negeri
Sejalan dengan terbentuknya pemerintahan baru yang dipimpin
Presiden Megawati Soekarnoputri, secara berangsur-angsur kondisi
politik dalam negeri mulai tenang dan stabil sehingga pemerintah
dapat memikirkan dan melaksanakan berbagai program pembangunan
déngan tenang. Pada sisi lain proses demokratisasi yang mulai
herkembang sejalan dengan arus reformasi yang digerakkan beberapa
tahun terakhir telah menempatkan partai politik, elemen-elemen

masyarakat dan legislatif sebagai kekuatan yang mampu

e LTl Tleawvi aNalt o

L
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mengimbangi  dan  mengawasi pemerintahan  dengan  baik.
Kesemuanya ini memheri peluang yang cukup baik bagi pelaksanaan
nembangunan, I S o

Namun demikian, proses demokratisasi yang tidak diikuti
dengan kesiapan seluruh komponen masyarakat untuk mengambil
peran secara bertanggungijawab telah menimbulkan berbagai gejolak
yang sangat merugikan kepentingan publik dan keberlangsungan
nembangunan. Demikian juga masalah keamanan yang belum stabil
sebagai akibat tuntutan kemerdekaan pada sejumlah propinsi dapat
menciptakan kondisi yang kurang kondusif bagi pelaksanaan
nembangunan. o '

Berkaitan dengan gambaran ringkas tentang kondisi politik dan
keamanan dalam negeri tersebut, dapat diidentifikasi beberapa
peluang dan ancaman sebagai herikut: S A
1. Peluang o

« Politik dalam negeri yang semakin membaik akan memberi

laminan terhadap pelaksanaan pembangunan. o

‘» Proses demokrasi yang semakin membaik akan rhemberi
konstribusi bagi meningkatnya  partisipasi masyarakat

pelaksanaan pembangunan., 77T SRR s
. Politik dalam negeri semakin membaik akan memberi jaminan
" terhadap masuknya investasi asing yang berguna bagi

peningkatan aktivitas ekonomi di daerah. - . - e o
» Perhatian pemerintah  dan  masyarakat yang tinggi untuk
- menciptakan situasi  yang aman memberi peluang bagi
masyarakat untuk mengembangkan berbagai kegiatan produktif

secara bebas.



2. Ancaman ‘ . . _
+ Masih terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap proses
demokrasi mengakibatkan berbagai gejolak yang mengganggu
kepentingan umum dan pembangunan. A
» Komunikasi politik yang kurang terkoordinasi dan terarah dapat
mengakibatkan kebingungan, saling curiga dan disharmoni di
dalam masyarakat. [ I T
+» Tindakan pengamanan vyang tidak proporsicnal  dapat
mengakibatkan ketakutan dan ketidak ketentraman dalam
masyarakat. e s e e .
« Kurangnya képeduhan dan partisipasi masyarakat dalam
menciptakan keamanan, ketertiban dan ketentraman dapat
menimbulkan berbagai kekacauan yang merugikan masyarakat
dan pemerintah.
2. Perekonomian Dalam Negeri . el PR,
Dalam kondisi di mana tingkat ketergantungan fiskal daerah
terhadap pemerintah pusat masih tinggi, gejolak perekonomian
nasional akan herpengaruh secara signifikan terhadap perekonomian
daerah. Cara kerja dan kebijakan stabilisasi ekonomi makro yang "
ditunjukkan menteri ekonomi pada kabinet saat ini telah memberikan -
harapan yang cukup baik bagi pemulihan ekonomi nasional di waktu
mendatang. Sejumlah kesepakatan yang telah dicapai Pemerintah R.1.
gengan IMF merupakan jaminan dilaksanakannya reformasi ekonomi
dengan baik. Demikian juga kebijakan fiskal nasional sebagaimana
tertuang dalam RAPBN 2002 menunjukkan dampak ekspansif yang
signifikan bagi perekonomian daerah.
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Berdasarkan gambaran ringkas di atas, dapat diidentifikasi

peluang dan ancaman sebagai berikut: .. aorenonan FRemnG T

1. Peluang

&

perekonomian dalam negeri yang semakin membaik dapat -
mendorong peningkatan dan pertumbuhan ekonomi di daerah.
Semakin meningkatnya trasfer pemerintah pusat akan
meningkatkan ketersediaan pendanaan pembangunan didaerah.
Minat berinvestasi yang semakin meningkat secara nasional
dapat mendorong peningkatan investasi di daerah. e
Perekonomian daerah vyang semakin terintegrasi dengan _
perekonomian nasional dan internasional dapat mendorong
pembangunan ekonomi di daerah. | -
Ekspansi  lembaga-lembaga keuangan ke daerah dapat
memberikan dukungan pendanaan pemabangunan bagi daerah. |

2. Ancaman

*

Ketidaksiapan  masyarakat dan pelaku ekonomi untuk
meningkatkan daya saing dapat menghambat pertumbuhan_i
ckonomi di daerah. e e e |
Ketergantungan vyang semékih besar terhadap. .v‘transfer\
pemerintah  pusat dapat mengurangi kreativitas dan
kesungguhan pemerintah daerah dalam memperkuat basis:
keuangan daerahnya. | o

Meningkatnya investasi tanpa kesiapan masyarakat dan pelaku

ckonomi di daerah mengakibatkan mengalirnya sumber daya
ekonomi ke tempat lain. ' |

T
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+ Gejolak -gejolak perekonomian pada tingkat nasional dan
internasional dapat menghambat pertumbuhan ekonomi di
daerah. =~

» Sektor rill yang tidak dikembangkan secara sungguh-sungguh di
daerah mengakibatkan semakin dominannya pelaku ekonomi

yang berasal dari luar daerah sehingga mendorong pelarian
maodal keluar daerah,

3 Kebijakan Pembangunan Nasional ~L LE AT e
" Beberapa kebijakan pembangunan nasional yang dilaksanakan

Pemerintah Pusat menunjukkan keberpihakan yang cukup baik bagi

daerah. Implementasi otonomi daerah telah memberi kewenangan

vang relatif besar bagi daerah untuk menggagas, merencanakan dan
melaksanakan kegiatan pembangunannya secara bebas dan
bertanggungjawab. Demikian juga dipertahankannya kementrian

Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia menunjukkan

betapa perhatian Pemerintah Pusat terhadap ketertinggalan Kawasan

Timur Indonesia sangatlah besar. Masih terdapat sejumlah kebijakan

pembangunan nasional vyang sungguh berpihak pada daerah.

Khususnya pada pembangunan di wilayah perdesaan. Dengan

demikian dapat diidentifikasi bebetrapa peluang dan ancaman sebagai

herikut:

1. Peluang ©o0 =i L e W
s Pemberitan kewenagan penggelolaan pembangunan vang
- semakin besar kepada daerah akan mendorong keleluasan untuk

merencanakan dan melaksanakan pembangunan yang sesuai
dengan kebutuhan masyarakat.
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komitmen pemerintah untuk mendorong perkembangan UKM
memberikan peluang bagi daerah untuk mendorong pembinann
UKM kearah yang lebib baik. .. . o ass aan o
Komitrnen pemrintah bagi penggembangan lembaga- lembaga
keuangan mikro di perdesaan akan mendorong masuknya aliran B
modal ke perdesaan. -
Komitmen pemerintah untuk mempercepat pembangunan
Kawasan Timur Indonesia melaui penggembangan kawasan-
kawasan khusus akan mendorong percepatan pembangunan di

daerah. WMo et prot ln e e evnt cloggraTs _:?'::_':“.j;';f;-- AT

ok

2. Ancaman s teae o L w;f: SR wd T

G

Kewenangan penggelolaan pembangunan yang semakin besar
pada kabupaten/kota tanpa diikuti perubahan cara berpikir
mengakibatkan semakin sulitnya koordinasi Pemerintah Propinsi
dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pembinaan UKM yang tidak berkelanjutan akan mengakibatkan
pembinaan yang telah dilaksanakan dengan biaya besar menjadi
mubasir. s res e o om0

Meningkatnya aliran modal ke perdesaaan melalaui lembagan
keuangan mikro perdesaan tanpa diikuti dengan pendampingan
yang intensif dapat mengakibatkan masyarakat terbebani
hutang kepada lembaga-lembaga keuangan. _
Penggembangan kawasan khusus tanpa diikuti kemampuan

perencanaan dan pengelolaan program secara balk akan
membebani Pemerintah Daerah. '
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4. Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) telah
memungkinkan pelipatgandaan produksi barang, jasa dan informasi.
Demikian juga dengan kemajuan Iptek di bidang komunikasi telah
mengakibatkan batas-batas antar negara menjadi kabur. Kesemuanya
ini memberi ragam pilihan yang semakin tinggi bagi masyarakat untuk
menata kehidupannya. = e Tinns L bl

Sisi lain yang perlu diantisipasi dari kemajuan Iptek yang cepat
menuntut ketersediaan SDM berkualitas dalam jumlah yang relatif
besar, sehingga kemajuan Iptek tersebut dapat diserap dan direplikasi
dengan baik dalam berbagai bidang kehidupan. Bagi daerah dengan
kualitas SDM yang rendah, kemajuan Iptek yang semakin cepat dapat
menjadi bumerang yang membahayakan. Berdasarkan pemahaman
demikian, kemaiuan Iptek dapat menciptakan peluang dan ancaman
sehagai berikut:

1. Peluang SRR LA SIS R U EIPRMN 5 ISl

+ Kemajuan ilmu pengetahuaan dan teknologi dapat mendorong
herkembangnya pikiran-pikiran pengembangan yang makin
beragam. ' AR

+« Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat mendorong
percepatan perkembangan masyarakat.

« Kemajuaan iimu pengetahuan dan teknologi memberikan
peluang bagi daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi
surmnber daya secara effisien dan effektif.

2. Ancaman . ST dtarya tanps chlog
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+ Rendahnya kemampuan masyarakat dalam menyerap ilmu
pengetahuan dan teknologi dapat menciptakan kesenjagan pada
tingkat lokal, nasional dan internasional.
« Ketidakmampuan masyarakat untuk menyeleksi masuknya nilai-
nilai baru dapat menimbulkan ekses-ekses yang negatif dalam |
masyarakat. .
+  Pemanfaatan sumber daya alam yang secar berlebihan dengan
teknologi maju dapat mengakibatkan degradasi lingkungan.: - =
5. Internasional oo

Semakin luas dan terintegrasinya pergaulan antar bangsa
menjadikan aspek internasional harus diperhitungkan sebagai
kekuatan bagi pembangunan daerah. Perhatian internasional terhadap
berbagai ketertinggalan di daerah perdesaan pada negara-negara
yang sedang berkembang menciptakan peluang pengembangan yang
haik. Bagi N1T, kehaditan negara baru Timor Lorosae sesungguhnya
dapat menjadi tetangga yang produktif dalam berbagai bidang. Dalam
dimensi yang lebih luas, terbentuknya pakta-pakta ekonomi lintas
negara dan ditandatanganinya traktat-traktat politik, ekonomi dan
keamanan bilateral maupun muitilateral sesungguhnya menciptakan
peluang yang beragam bagi daerah. ~- oo feeemees B

Di balik peluang tersebut, dimensi internasional dapat menijadi
ancaman  serius  bagi  daerah. Kompetisi yang semakin tajam,
perjanjian dan persyaratan perdagangan yang semakin rumit dan sulit
‘dapat menjadikan suatu daerah tidak bisa menikmati peluang yang
tersedia. Investasi asing yang masuk pada suatu daerah tanpa diikuti
dengan kesiapan masyarakat untuk memanfaatkannya akan menjadi

ancaman  serius  bagi  masyarakat. Untuk jelasnya berikut ini
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disampaikan beberapa peluang dan ancaman vyang muncul dari

dimensi internasional sebagai berikut: | . S v

1. Peluang S

Integrasi dan keterkaitan perekonomian yang semakin meluas
akan menciptakan peluang bagi pengembangan potensi ekonomi
daerah : . _ . o .
Semakin meningkatnya perhatian lembaga-lembaga
internasional terhadap pembangunan daerah akan mendorong
percepatan pembangunan di daerah _
Perhatian dunia internasional terhadap pelestarian lingkungan di
negara-negara berkembang dapat mengurangi beban daerah
terhadap penaganan lingkungan. | e
Peningkatan permintaan terhadap komoditas pertanian Ldari
wilayah  tropis dapat mendorong peningkatan produksi
komoditas pertanian di daerah. - - R '
Kehadiran Negara baru Tmor Lorosae yang berbatasn iangsung
dengan Propinsi NTT dapat menciptakan peluang-peluang
ekonomi meialui kerjasama perdagangan lintas batas.

2. Ancaman

®

Gejolak  moneter internasional secara langsung akan
mempengaruhi kinerja perekonomian daerah.

Liberalisasi ekonomi akan diikuti dengan kompetisi yang
semakin tinggi. Ketidaksiapan masyarakat dan pelaku ekonomi
dalam berkompetisi akan mengancam pertumbuhan ekonomi di
daerah. '

Kekurangsiapan pemerintah daerah untuk memanfaatkan

bantuan internasional secara transparan dan bertanggung
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jawab  dapat menurunkan kredibilitas pemerintah  dan
masyarakat di daerah di mata lembaga-lembaga internasional.
Penggembangan komoditas agrobisnis didaerah dalam skala
kecit dapat menghambat dayasaing komoditas pertanian di
daerah, T |
Meningkatnya arus transaksi ekonomi lintas batas tanpa diikuti
dengan kesiapan pelaku ekonomi di daerah mengakibatkan
keuntungan lebih banyak dinikmati pelaku ekonomi yang berasal
dari luar daerah. 7T T T B By e
Peningkatan permintaan agregat yang berasal dari Timor
L.orbsae harus diitkuti dengan peningkatan kapasitas produksi di
daerah. Ketidak seimbangan kapasitas produksi di daerah
dengan  permintaan  vyang ada mengakibatkan hilangnya
keuntungan yang mesti diperoleh pelaku ekonomi di daerah.
Peningkatan transaksi ekonomi lintas batas tanpa diikuti regulasi
secara proposional akan mengakibatkan tumbuhnya
| perdaggangan gelap yang merugikan perekonomian daerah




BAB III
STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH DAN
FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN

[ o

A. STRATEGI UTAMA e e _.,a-'-i'.»‘,:.17::;;'?":;1};"{3?§f'.:.5“.f' S
Di dalam Pola Dasar Pembangunan Propinsi Nusa Tenggara
Timur Tahun 2001 - 2004, telah ditegaskan bahwa Strategi
Pembangunan Daerah yang dipilih edalah Pertumbuhan Meialui
Pemerataan dengan prinsip membangun dari apa yang dimiliki

rakyat dan apa yang ada pada rakyat melalui: 7

+ Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang dititikberatkan
pada pembangunan ekonomi, pendidikan dan kesehatan.

» Penguatan dan peningkatan kemampuan kelembagaan ekonomi,
politik, hukum, agama dan sosial budaya pada lingkup
pemerintah dan masyarakat. -

+  Pengalokasian sumberdaya secara proporsional dan
bertanggungjawab. S ey

Berdasarkan hasil analisis kekuatan dan kelemahan serta
petuang dan ancaman pada lingkungan strategis NTT sebagaimana
tampak pada matriks dan diagram analisis SWOT (terlampir),
strategi utama di atas pada dasarnya merupakan gabungan dari
strategi pertumbuhan (Strategi S-Q) vyang menekankan pada
penggunaan kekuatan yang dimiliki untuk memanfaatkan peluang
vang tersedia secara optimal dan strategi pemerataan (Strategi

W-0) yang menekankan pada upaya-upaya untuk mengatasi

kelemahan yang dihadapi sehingga peluang yang tersedia dapat

R I N T

dimanfaatkan secara optimal.

34
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Mengacu pada kekuatan dan peluang yang dimiliki, strategi
utama yang menekankan pada peningkatan kualitas sumberdaya
manusia vang dititikberatkan pada pembangunan ekonomi,
pendidikan dan kesehatan, secara operasional dapat dijabarkan
lebih lanjut sebagai berikut: T
1. Meningkatkan kemampuan ekonomi rakyat secara berkefanjutan

melatui: _ _
« pemerataan kepemilikan faktor produksi;
+» peningkatan produksi untuk pemenuhan  permintaan

domestik; .

"+ penguatan kelembagaan ekonomi: el
. pen_gembangan pusat-pusat industri rakyaf; N
« pengembangan basis pasar; B

"« peningkatan kemampuan kewiraswastaan;

hetdbangd o P AT RN

‘e peningkatan penguasaan teknologi; -

e pembangunan infrastruktur ekonomi yang sesuai; _

+ mendorong peningkatan investasi skala menengah dan besar
sebagai mitra pengembangan ekonomi rakyat.

2. Meningkatkan kualitas, relevansi dan pemerataan kesempatan

pendidikan bagi anak usia sekolah melalui: e

"« pengembangan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan

: menenganh,; |

~* « pengembangan sistem pembelanjaran yang berorientasi pada

| peningkatan kualitas peserta didik; o o

¢« pengembangan berbagai  jenis  pendidikan kejuruan

berdasarkan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja;



36

-+ e penyebarluasan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan
menengah pada wilayah-wilayah terpencil; -
3. Meningkatkan layanan kesehatan bagi peningkatan derajat
kesehatan masyarakat melalui: _ o .
+ pembangunan  dan  penyebaran sarana dan prasarana
kesehatan pada wilayah-wilayah terpencil; I N R R
. penyediaan layanan kesehatan dan medis yang terjangkau
masyarakat lapisan bawah; '
¢ penyediaan tenaga kesehatan dan medis yang sesuai dengan
kebutuhan masyarakat. _
B. STRATEGI PENUNJANG . v v

Hasil analisis terhadap lingkungan strategis NTT menunjukkan
bahwa selain kekuatan dan peluang, terdapat juga kelemahan dan
ancaman vang berasal dari lingkungan internal dan eksternal.
Kelemahan dan ancaman tersebut merupakan faktor-faktor yang
dapat menghambat implementasi strategi utama dengan baik,
Karena itu diperlukan strategi penunjang untuk mengatasi
kelemmahan dan ancaman yang dihadapi, sehingga strategi utama
vang telah ditetapkan dapat diimplementasi dengan baik.

Mengacu pada hasil analisis SWOT terhadap lingkungan
strategis NTT, maka ditetapkan dua strategi penunjang sebagai
berikut. s . sy, el Geralio g 0l
1. Peningkatan Stabilitas | | |

Peningkatan stabilitas (Strategi S$-7), di dasarkan pada
nertimbangan  bahwa sejumlah  ancaman yang muncul dari

ingkungan eksternal perlu mendapat perhatian serius agar

-
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kekuatan vyang dimiliki dapat digunakan secara optimal.
Peningkatan stabilitas yang dimaksud dilakukan melalui:

« Peningkatan upaya penegakkan hukum untuk menciptakan
keteraturan,  ketertiban  dan  kepastian  hukum  bagi
masyarakat dan pelaku ekonomi;

+ Penciptaan iklim dan komunikasi politik [okal vyang

kondusif; N
+ Peningkatan pembinaan masyarakat untuk meningkatkan
kepekaan dan kemampuan beradaptasi dalam lingkungan
yang cepat berubah; - .o o nnianis e snaTan,

4

2. Peningkatan Partisipasi Masyarakat et e
Peningkatan partisipasi masyarakat (Strategi W-T)} didasarkan
pada pertimbangan bahwa aspek kelemahan dan ancaman dalam
lingkungan strategis cukup menonjol sehingga diperiukan upaya-
upaya komprehensif untuk mengatasinya. Partisipasi masyarakat
menjadi pilihan strategi dengan pertimbangan bahwa dalam kondisi
di mana pemerintah menghadapi kesulitan untuk mengatasi
berbagai kelemahan dan ancaman vyang dihadapi, keterlibatan
masvarakat menjadi unsur yang sangat menentukan. Strategi ini
dapat difaksanakan mefalui: .- e LG
« pemberdayaan dan pelibatan masyarakat dan institusi-
institust sosial kemasyarakatan dalam pembangunan dan
pembinaan masyarakat khususnya;
*» pemberdayaan birokrasi pemerintah untuk meningkatkan
pelayanan publik dan menggalang partisipasi masyarakat
dalam pembangunan; 7 enlagar dalas et

P TP R
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. e pengembangan model kemitraan vyang tepat antara
pemerintah dan institusi-institusi sosial yang ada sehingga
dapat memanfaatkan sumberdaya yang tersedia secara

o, efisien dan efektif bagi kemaslahatan masyarakat.

C. FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN s muiirss
Keberhasilan implementasi strategi utama dan strategi
penunjang di atas sangat ditentukan oleh éampai sejauhmana
sejumiah faktor penentu keberhasilan dapat dikendalikan dan
dipenuhi dengan baik. Faktor penentu keberhasilan yang dimaksud
mencakup kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah,
pemerintahan yang baik dan bersih  (good governance),
menguatnya etos kerja masyarakat dan meningkatnya peranan
1. Kapasitas. Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah
Kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah
menjelaskan tentang kemampuan kelembagaan pemerintah
mengakomodasi aspirasi yang berkembang, menyesuaikan diri
terhadap perubahan vyang terjadi, kemampuan mendefinisikan
permasatahan dan merumuskan berbagai kebijakan publik yang
sesuai kebutuhan masyarakat dan menciptakan birokrasi yang
efisien dan efektif, kemampuan aparatur dalam
mengimplementasikan kebijakan-kebijakan secara arif-bijaksana
- serta  kemampuan aparat untuk berempati dalam !-Tielayani
kepentingan publik. .. ., . ., .. ATttt e adEs it it
Kemampuan-kemampuan yang disebutkan di atas
mengisyaratkan adanya perubahan mendasar dalam model

kepelayanan birokrasi dari rowing oriented ke steering oriented.
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Birokrast pemerintahh  bukanlah satu-satunya sarana vyang
mengerjakan segala sesuatu (rowing) untuk pembangunan, tetapi
hanya salah satu sarana vyang menjalankan fungsi pokok
| mengarahkan dan memberi kesempatan (steering) bagi segenap
'-._"etemen masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
- Dengan kata lain postur birokrasi harus mengalami pencerahan
" (enlightment) dari postur birokrasi yang dilayani menjadi birokrasi
© yvang melayani. _ o

2. Pemerintaban yéng Bersih dan Berwibawa c

Fakta menunjukkan bahwa praktik KKN vyang telah
berkembang demikian canggih merupakan penghambat yang paling
utama dalam pembangunan. Budaya KKN yang terus meluas tefah
merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa, bernegara dan
bermasyarakat. Ide good governance mendapat aksentuasi yang
kuat dalam kaitannya dengan pertanggungjawab moral, sosial,
politik  dan hukum pemerintah terhadap masyarakat sebagai
sumber kekuasaan yang dimiliki pemerintah.

UNDP merumuskan sembilan prinsip pemerintahan yang
bersih dan berwibawa (Gocd Governance) adalah sebagai berikut:
Partisipasi yang konstruktif, Penegakan hukum, Keterbukaan,
Melayani, Berorientasi pada kesepakatan, pemerataan, efektif dan
efisien, bertanggungiawab dan memiliki visi. Mewujudkan sembilan
prinsip good governance tersebut dalam praktik pemerintahan
bukanlah hal yang mudah. Praktik pemerintahan yang diwarnai
KKN, cenderung top down dan sentralistik yang telah demikian
lama diterapkan telah menjadikan birokrasi pemerintah resistens

terhadap  berbagai  perubahan. Diperlukan kerja keras
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dengan  strategi \)ang tepat  untuk .me'wujudkan praktik
nemerintahan yang memenuhi prinsip good governance tersebut.
3. Etos Kerja Masyarakat

Etos kerja menunjuk pada cara berpikir dan sikap bathin yang
didasarkan pada seperangkat nilai yang mengutamakan kerja
keras, jujur, hemat, disiplin dan kemauan belajar yang tinggi. Pada
tataran teoretis maupun praksis, telah terbukti bahwa etos kerja
vang tinggi memainkan peranan yang sangat signifikan bagi
kemajuan suatu bangsa. -
| Etos kerja bersumber dari etika yang merupakan sekumpulan
fn.il\éi yang diajarkan dan dihayati melalui institusi-institusi
keagamaan, pendidikan dan masyarakat serta institusi sosial
lainnya. Bagi masyarakat NTT yang religius, institusi keagamaan
memainkan peranan yang sangat penting. Semua agama pada
dasarnya mengajarkan nilai-nilai yang mengandung makna
pengutamaan terhadap kerja keras, jujur, profesional, hemat,
disiplin dan kemauan belajar yang tinggi. Persoalannya adalah
bahwa nilai atau etika yang diajarkan dan dihayati tersebut kurang
terjelma di dalam cara berpikir dan sikap bathin, sehingga etika
vang dihayati belum menjadi ethos sebagaimana disebutkan di
atas. . S B - S
| .Der{g.an demii{ian kletl)le:rhasillan pémerir;tah, ]émbaga-lembéga
keagamaan, pendidikan, ekonomi dan lembaga sosial lainnya
-mendorong terciptanya kondisi yang kondusif bagi terwujudnya |
transformasi nilai-nilai yang mengutamakan kerja keras, jujur,
profesional, hemat, disiplin dan kemauan belajar yang tinggi mejadi

etos atau cara berpikir dan sikap bathin masyarakat akan menjadi



syarat yang memungkinkan pembangunan dapat berjalan dengan
baik. | |
4. Peranan Wanita | |

Data statistik menunjukkan bahwa jumlah pehduduk wanita

di NTT lebih besar dibanding jumlah penduduk laki-laki. Dalam !

struktur sosial masyarakat NTT, wanita atau pihak wanita memiliki "

sejumlah privelege sebagai simbol dari keutarhaannya. Demikian |
juga dalam praktik kehidupan keluarga, peranan wanita sangat
dominan. Pengalaman menunjukkan bahwa banyak kegagalan
program pembangunan kKarena wanita tidak mendapat tempat
sccara proporsional. Kesemuanya ini menegaskan bahwa wanita -
merupakan suatu kelompok yang harus diperhitungkan sebagai
kekuatan yang menentukan keberhasiian pembangunan.

Betapapun demikian, realitas menunjukkan bahwa dalam
berbagai bidang kehidupan, wanita senantiasa ditempatkan pada

posisi  subordinasi  yang kurang memungkinkan potensi dan

kemampuannya dikembangkan dan bermanfaat secara optimal. =

Mengingat potensinya yang sangat besar, maka dalam keseluruhan -
tahapan pembangunan, wanita perlu mendapatkan perhatian yang
setara dengan laki-laki. Dengan kata lain, dibutuhkan suatu model
perencanaan dan implementasi pembangunan yang berperspektif
gender untuk menjamin kesempatan dan peran wanita yang sama
bagi wanita dan laki-laki, sebab keberhasilan mengangkat peran
wanita secara signifikan menjadi syarat yang menentukan
keberhasilan pembangunan. IR MR el !
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. .BAB IV ..
PROGRAM DAN INDIKATOR '
- KEBERHASILAN = AT

A. PROGRAM POKOK i tmmas £0 :
Berdasarkan strategi pembangunan (utama dan penunjang)

sebagaimana dikemukakan pada bagian sebeiumnya, program pokok
pembangunan daerah diprioritaskan pada prb'gram pembangunan
ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Rincian dari masing-masing
program pokok adalah sebagai berikut. S g
1. BIDANG EKONOMI " U £ Al
Program pokok bidang ekonomi terdiri dari dua bagian vyaitu sub
bidang ekonomi produksi dan sub bidang prasarana ekonomi. Rincian
dari masing-masing program sub bidang adalah sebagai berikut.
1.1.%ub Bidang Ekonomi Produksi e ikt

Secara umum program pokok sub bidang ekonomi produksi
diarahkan untuk mendorong peningkatan produksi dan produktivitas
masyarakat dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat dan
daerah serta mendorong perubahan struktur ekonomi kearah yang
lebih seimbang dan dinamis. Rincian programnya adalah sebagai
BEFikUE, “HFomart o e e D et
1. Program Pengembangan Institusi Kepemilikan Lahan

Program ini  bhertujuan: Memberdayakan institusi-institusi
kepemilikan tanah seperti: pemilik tanah, petani penggarap, buruh-
tani dan penyewa tanah. S AR A A RS A TR LR

Kegiatan pokok program ini adalah : {1). Menyusun model-model
institust kepemilikan  tanah; (2). Melakukan sosialisasi model,

monitoring dan evaluasi.

42
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Indikator keherhasilan terdiri dari  : (1). Tercapainya proporsi
rasio penduduk terhadap penggunaan lahan; (2). Terwujudnya
model institusi dan pembentukan institusi kepemilikan lahan dan
tersedianya data kepemilikan lahan; (3). Terlaksananya sosialisasi
model institusi kepemilikan lahan di kalangan masyarakat.

- 2. Program pengembangan Sarana Permodalan Pedesaan

Program ini  bertujuan: (1). Merciptakan kondisi bagi
keberlanjutan skema pendanaan yang ada dan memberikan dorongan
vang kuat bagi penciptaan skema pendanaan pembangunan lainnya
yang tidak bersifat duplikatif. (2). Membangun akses kepada
lembaga perbankan atau lembaga keuangan lainnya. (3). Mendorong
masyarakat untuk menabung sebagian pendapatannya, sehingga
meningkat investasi masyarakat. '

Kegiatan pokok program ini adalah : (1). Menyusun model dan
mekanisme pembentukan lembaga penjamin kredit bagi masyarakat.
(2). Melakukan sosialisasi, (3). Membuat reqgulasi pelaksanaan dan
kegiatan pendampingan. (4). Menyusun alternatif model skema
pendanaan pembangunan, (5). Melakukan sosialisasi tentang arti
penting tabungan masyarakat dalam perencanaan investasi; (6).
Memberdayakan masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas kredit
yang tersedia.

Indikator keberhasilan terdiri dari : (1). Terwujudnya pemahaman
masyarakat akan manfaat berbagai jenis skema pendanaan
pémbangunan; (2). Terwujudnya pemahaman masyarakat tentang
mekanisme pengajuan kredit dan manfaat kredit bagi pelaksanaan
kegiatan ekonomi; (3). Terdokumentasinya jumlah kelompok sasaran
penerima bantuan atau kredit usaha; (4). Terciptanya hubungan

Py At e
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bisnis antara masyarakat dengan lembaga perbankan dan non-bank,
serta lembaga penjamin kredit lainnya. (5) Meningkatnya jumlah
penabung dan tabungan sebagai salah satu daya tarik investasi
-swasta; (6) Terwu1udnya pemngkatan daya serap kredit untuk
masyarakat.

3. Program Pemberdayaan Kelembagaan Ekonomi Masyarakat

PR TR LEE ST AN AR ks

Program ni bel‘tUJuan (]) Memngkatkan dan mengembangkan
citra Koperasi dan UKM sebagai pelaku ekonomi yang tangguh,
profesional dan mandiri; (2). Mengembangkan basis kegiatan
- ekonomi  rakyat vyang cepat menghasilkan/berproduksi; (3).

Menumbuhkan iklim persaingan diantara sesama lembaga ekonomi

- -yang bertumpu pada mekanisme pasar.

Kegiatan pokok program ini adalah (1) Mengembangkan
pendidikan dan latihan keterampilan wusaha; (2) Melakukan
pendampingan melalui bimbingan dan konsultasi; (3) Menciptakan
jaringan kerja sama dan kemitraan usaha yang didukung oleh
organisasi masyarakat setempat, pemerintah daerah, swasta, dan
perguruan tinggi; (4) Menyediakan prasarana dan sarana usaha bagi
masyarakat; (5). Menyusun standirisasi melalui kurikulum dan modul
pelatihan kewirausahaan. (6).lijk  Melakukan sosialisasi informasi
 secara luas kepada masyarakat.(7). Melakukan pelatihan dengan
melibatkan berbagai kelompok masyarakat secara selektif.

Indikator keberhasilan terdiri dari: (1). Terselenggaranya

- pendidikan dan latihan keterampilan usaha (kewirausahaan) bagi
lembaga ekonomi masyarakat, (2). Meningkatnya peran koperasi dan

UKM di berbagai sektor dan aktivitas ekonomi, (3). Terciptanya
kondisi persaingan lembaga-lembaga ekonomi rakyat melalui
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peningkatén efisiensi prodUksi. _
4. Program Pengembangan Tanaman Pangan Dan Hortikul-
. tura : :

Program int  bertujuan: (1). Meningkatkan produksi dan
produktivitas melalui usaha ekstensifikasi, intensifikasi, diversikasi
dan rehabilitasi  serta optimalisasi pemanfaatan lahan; (2).
Mengembangkan sistem ketahanan pangan, -3). Mengembangkan
sistern agribisnis berbasis tanaman pangan dan hortikultura, 4).
Mengembangkan kelembagaan pangan yang dapat mendorong
xelancaran pola distribusi dan pola konsumsi pangan masyarakat;
{5). Mengembangkan kelembagaan pangan masyarakat.

Kegiatan pokok program ini adalah: (1) Mengoptimalkan
nemanfaatan, rehabilitasi, dan pengembangan prasarana dan sarana
pendukung ketahanan pangan; (2). Meningkatkan efisiensi sistem
produksi, teknologi pengolahan dan distribusi komoditas pangan, (3)
Mengembangkan lembaga teknologi pangan, kegiatan penelitian,
revitalisasi tataniaga pangan dan lumbung desa, (4) Melakukan
pembinaan, pengendalian sistem pemantauan ketahanan pangan, ,
(5) Menyusun peta informasi potensi pengembangan bisnis pangan
dan sentra-sentra produksi pertanian tanaman pangan; (6)
Mengembangkan kemitraan usaha dan kelembagaan bisnis pangan,
serta pembinaan pelaku bisnis pangan, (7). Meningkatkan
keanekaragaman produksi tanaman pangan dan hortikultura (8).
Menyusun standarisasi benih dan bibit serta standarisasi teknik
produksi, (9). Meningkatkan sistem distribusi input produksi, (10).
Melakukan sosialisasi berbagai standarisasi kepada masyarakat

Detani, “ e , L e e TR
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Indikator keberhasilan terdiri dari : (1). Terwujudnya optimalisasi

sarana dan prasarana agribisnis, 2).
Meningkatnya jumlah dan kualitas petani; (3). Meningkatnya rasio

kelembagaan penunjang,

kepemilikan petani terhadap luas lahan garapan; (4). Meningkatnya

jumlah kalori bahan makanan yang dikonsumsi masyarakat, (5).

Meningkatnya kualitas pengetahuan masyarakat tentang sistim

pengelolaan tanaman pangan (6). Menyusun mbdel dan membentuk
institusi perekonomian rakyat yang dapat mengakses input produksi
pangan, pasar dan informasi bisnis pangan bagi pemerataan distribusi

pangan; (7) Melakukan efisiensi sistem produksi, teknologi
pengolahan dan distribusi komoditas pangan,.

AT SRR THR A

5. Program Pengembangan Perkebunan . .oihe oobs
Tujuan program ini adalah (1). Meningkatkan produksi dan produktivitas
melalui usaha intensifikasi, diversikasi dan rehabilitasi

pemanfaatan lahan perkebunan; (2).

serta optimalisasi
Mengembangkan sistem ketahanan
pangan melalui usaha perkebunan, 3). Mengembangkan sistem agribisnis
berbasis perkebunan 4). Mengembangkan kelembagaan usaha dan penunjang
yang dapat mendorong kelancaran pola distribusi dan pola konsumsi pangan

masyarakat; (5). Meningkatkan status gizi melalui distribusi dan pola konsumsi,
(6). Mengembangkan dan merehabilitasi

prasarana dan sarana pendukung
ketahanan pangan.,

- Kegiatan pokok program ini é'dalah : {1). Menginventérisﬁasikan

dan mengevaluasi sumber daya potensial untuk pengembangan

produksi perkebunan. {2). Mengoptimalkan pemanfaatan, rehabilitasi,

dan pengembangan prasarana dan sarana pendukung

sistem produksi,
(4). Melakukan pembinaan, pengendalian sistem pemantauan. _ .

YooiiNG

perkebunan.{3). Meningkatkan efisiensi

P
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Indikator keberhasilan terdiri dari : (1). Tersedianya data dan informasi
sumber daya potensi untuk produksi perkebunan. (2). Terwujudnya optimalisasi
fungsi kelembagaan penunjang perkebunan. (3). Terjadinya efisisensi sistem
produksi dan tehnologi pengolahan komoditi perkebunan. (4). Tersedianya
informasi potensi pengembangan komoditi perkebunan. (5). Terciptanya kondisi
kondusif bagi pelaku bisnis perkebunan.

[N
4
Cy

6. Program Pengembangan Peternakan Coaedays o ien
oo Programini bertujuan: (1) Meningkatkan produksi  dan
produktivitas ternak melalui intensifikasi, ekstensifikasi, diversifkasi
dan pemulihan genetika; (2) Mengembangkan sistem ketahanan
pangan berbasis ternak, 3). Mengembangkan sistem agribisnis
peternakan; (4) Meningkatkan status gizi melalui pola distribusi dan
konsumsi - ternak, (5). Mengembangkan kelembagaan usaha
peternakan masyarakat -

Kegiatan pokok : (1) Mengembangkan inseminasi buatan, (2).
Menata sistem distribusi terseleksi, (3). Meningkatkan sosialisasi dan
penerapan berbagal teknelogi peternakan dan pemeliharaan, (4)
Memperbaiki kualitas ternak sapi Bali dan sapi Ongole, (5)
Mengendalikan kesehatan hewan, (6). Mengidentifikasi dan
mengembangkan pakan ternak, (7). Meningkatkan kerjasama dengan
mitra usaha peternakan dalam berbagai forum koordinasi, (8).
Maningkatkan sarana layanan di bidang peternakan. _

~ Indikator keberhasilan terdiri dari : (1) Meningkatnya jumlah dan
muti ternak; (2) Meningkatnya kepemilikan ternak dan konsumsi
protein hewani per kapita, (3) Meningkatnya unit usaha industri
pengolahan hasii perternakan, (4). Terciptanya sistem tata niaga

yang kondusif bagi posisi tawar peternak, (5). Meningkatnya status
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Qizi masyarakat yang bersumber dari keragaman protein hewant, (6).
Terwujudnya optimalisasi peran dan fungsi kelembagaan di bidang
peternakan, (7). Meningkatnya produksi dan nilai tambah usaha
peternakan, (8) Berkurangnya angka kematian ternak, 9
Meningkatnya produksi pakan ternak, .
7. Program Pembangunan Dan Pengembang_gan Kehutanan
~Program ini  bertujuan: (1) Meningkatl{an produksi dan
produktivitas Hutan melalui Intensifikasi, ekstensifikasi, rehabilitasi
- dan pengembangan komoditi hutan unggulan melalui pola Hutan
Tanaman Industri dan Hutan Kemasyarakatan; (2) Mengembangkan
sistem ketahanan pangan berbasis kehutanan, 3) Mengembangkan
sistem agroforestri; (4} Mengembangkan kelembagaan usaha hutan
dan asosiasi pengolah hasil hutan. .~ -+
- Kegiatan pokok : (1}, Mengembangkan dan meningkatkan
pelayanan pusat pembibitan tanaman hutan unggulan, (2) Menata
sistem pengembangan usaha hutan unggulan di masyarakat, (3)
Meningkatkan sosialisasi dalam penerapan berbagai teknologi
pengembangan tanaman hutan dan usaha hutan non kavyu, (4)
Mengintroduksi dan mengembangkan jenis tanaman hutan unggulan
baru yang prospektif, (5) Mengendalikan bahaya kebakaran hutan,
(6). Merevitalisasi pemanfaatan kawasan hutan produksi, (7).
Meningkatkan kemitraan usaha pengembangan Hutan Tanaman
-Indikator keberhasilan terdiri dari : (1) Meningkatnya jumlah dan
muty  hasil hutan produksi, hutan tanaman industri dan hutan
kermasyarakatan; (2) Meningkatnya kepemilikan usaha kehutanan,

(3) Meningkatnya unit usaha industri pengolahan hasil hutan, (4)
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Terciptanya sistem tata niaga perkayuan, (5) Meningkatnya kualitas
fingkungan hidup masyarakat, (6) Terwujudnya optimalisasi peran
dan fungsi kelembagaan dan asosiasi pengusaha kehutanan.

g. Program Pengembangan Perikanan.

Program ini bertujuan: (1) Meningkatkan jumlah hasil tangkapan
dan budidaya ikan melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifkasi
usaha perikanan; (2) Mengembangkan sisteri ketahanan pangan
berbasis Perikanan, (3) Mengembangkan sistem agribisnis perikanan;
(4} Meningkatkan status gizi melalui pola distribusi dan konsumsi
ikan, (5) Mengembangkan kelembagaan usaha perikanan laut dan
darat o S _ :

Kegiatan pokok program ini adalah : (1). Memberdayakan
masyarakat nelayan dan petani ikan; (2). Melakukan pengawasan
nemanfaatan sumber daya laut dan perikanan; (3). Mengoptimalkan
nengembangan  teknologi  perikanan  darat  dan  laut;  (4).
Melaksanakan Gerakan Masuk Laut (Gemala); (5). Mengendalikan
pelaksanaan pemberantasan hama dan penyakit ikan.

Indikator keberhasilan terdiri dari : (1) Tersusunnya pedoman
pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi dan konservasi sumber daya
pertkanan faut dan darat; (2) Meningkatnya pendapatan masyarakat
pesisir dan petani tkan; (3) Terwujudnya peluang usaha vang
kondusif bagi terlaksananya investasi swasta di bidang kelautan dan
perikanan; (4) Meningkatnya jumlah dan mutu hasil perikanan; (5)
Méningkatnya status gizi masyarakat vyang bersumber dari

keragaman protein ikan.
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9. Progfdm Peniﬁgkatan Perdagangan Produk Unggulan
- Daerah.

| Program ini bertujuan: (1). Meningkatkan nilai tambah atas
ﬁrbduk-produk unggulan daerah,(2). Menjalin aliansi-aliansi strategis
dengan pelaku-pelaku ekonomi di luar NTT, '

" Kegiatan pokok dalam program ini, adalah  (1). Meningkatkan
pengawasan standart mutu, (2). Meningkatkan keterampilan kerja
melalui pelatihan, pendampingan dan magang, (3). Meningkatkan
promaosi dagang di dalam dan ke luar negeri, (4). Menciptakan dan
mengembangkan prasarana promosi dagang baik di dalam daerah
maupun di luar daerah, {5). Membina dan mengembangkan jaringan
keria sama dagang antar pelaku ekonomi di dalam dan di luar
dacrah., o

Indikator keberhasilan terdiri dari : (1). Meningkatnya promosi
dagang produk-produk dagang daerah, sehingga terbentuknya
pemasaran (oullet) perdagangan yang menguntungkan daerah; (2).
Meningkatnya volume ekspor atas produk-produk unggulan daerah;
(3). Meningkatnya investasi di bidang pengembangan komoditas
ungguian daerah, (4). Meningkatnya jaringan kerjasama antar pelaku
ekonomi di NTT dan di luar NTT
10.Program Pengembangan Kerjasama Antar Wilayah Dan

Peningkatan Promosi Pariwisata.

Program inim -bert't‘)’j&él'n—:w (.1').. Mé'nc-:ibté.ll(an ktl)n.ciisi yahg
memungkinkan kerjasara antar daerah sehingga dapat mendorong
pembangunan kepariwisataan; (2). Mengembangan jenis-jenis obyek
wisata sehingga terciptanya kondisi bagi pengembangan industri

nartiwisata; (3). Meningkatkan kualitas daya tarik wisata baik wisman
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maupun wisnus; (4). Memberikan rekomendasi bagi pembangunan
infrastruktur kepariwisataan.

Kegiatan pokok dalam program ini adalah : (1). Melaksanakaﬁ
kegiatan kepariwisataan berbasis sapta Pesona Wisata; (2).
Mengembangkan potensi wisata di NTT melalui berbagai peristiwa dan
atraksi wisata, (3). Menjadikan potensi wisata di Nusa Tenggara
Timur bernilai ekonomis dan  sasial; (4). Méngembangkan dan

mempromaoesikan obyek-obyek wisata babhari, alam dan  budaya
melalui media cetak dan elektronik; (5). Menyelenggarakan
pendidikan dan pelatihan kepariwisataan; (6) Melakukan koordinasi
perencanaan pengempangan  kepariwisataan antardaerah dan
wilayah. D el ouERe R PR

Indikator keberhasilan terdiri dari : (1). Meningkatnya arus dan
jumiah kunjungan wisata; (2).Meningkatnya pendapatan masyarakat
dan daerah baik secara langsung (direct income effect) dan secara
tidak langsung {indirect and induced income effect);, (3). Meluasnya
jaringan kerjasama pariwisata baik di dalam maupun di luar negeri;
f4). Terwujudrnya NTT sebagai Daerah Tujuan Wisata (DTW)
potensial.

11. Program Pengembangan Industri Kecil dan Rumah Tangga

EE

Program ini bertujuan: (1). Menciptakan IKRT unggulan sebagai |
penggerak utama nembangunan ekonomi daerah. (2). -
Mengembangkan IKRT berbasis potensi daerah yang memiliki peluang |
pasar. (3). Merciptakan aksesibilitas IKRT terhadap lembaga |

keuangan, baik perbankan maupun non-bank. (4) Menumbuh_— :

kembangkan rasa cinta terhadap produk komoditas industri lokal.
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Kegiatan pokok program ini adalah (1) Meningkatkan pelatihan
dan pemagangan vyang mendukung peningkatan kemampuan
kelembagaan IKRT (2). Mendorong penyediaan pusat promosi/
penjualan hasil IKRT didesa (3). Meningkatan jumiah dan skala
usaha IKRT; (4). Melakukan bimbingan dan pendampingan bagi
pengembangan usaha industri rumah tangga; (5) Menciptakan
reguiasi/peraturan yang dapat mendorong berkembangnya IKRT; (6)
mendorong tumbuhnya asosiasi IKRT secara mandiri.

Indikator keberhasilan terdiri dari : (1) Meningkatnya jiwa
kewirausahaan pada setiap peiaku ekonomi IKRT (2). Meningkatnya
jumlah dan kualitas komoditas sesuai kebutuhan/permintaan pasar.
(3). Meningkatnya kesadaran vyang bertanggungjawab dari IKRT
ternadap pemanfaatan kredit perbankan. (4). Terciptanya iklim
kemitraan usaha antara pelaku industri lokal (IKRT) dengan pelaku
industri luar NTT .
12.Program Pengembangan Investasi Dan Penguatan Sumber-

Sumber Pendapatan Daerah. . - : :

Program ini bertujuan (1). Meningkatkan dan mengembangkan
investasi (2). Meningkatkan dan mengembangkan sumber-sumber
pendapatan daerah, (3). Meningkatkan kapasitas kebijakan fiskal
daerah, (4). Merevitalisasi perangkat peraturan investasi.

Kegiatan pokok program ini adalah (1). Mendata dan memetakan
aobyek-obyek pajak yang dapat mendorong kenaikan Nilai Jual Obyek
Pajak (NIOP); (2). Merevitalisasi pungutan retribusi; (3). Menata
kembali berbagai peraturan tentang pungutan pajak dan retribusi;
(4). Mengembangkan sistern pelayanan investasi satu pintu; (5).
Menala kelembagaan pungutan pajak dan retribusi, (6). Melakukan
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promosi investasi melalui berbagai sarana promosi, (7). Menata
kembali daya tarik investasi unggulan daerah, (8). Mengembangkan
berbagai studi  kelayakan investasi, (9). Mengembangkan dan
mengefektifkan sumber-sumber pendapatan daerah non-pajak dan
retribusi melalui optimalisasi fungsi pelayanan jasa kelembagaan
pemerintah. | e e s

Indikator keberhasilan terdiri dari : (1). Tersedianya perangkat
peraturan perinjinan dan kemudahan investasi pemerintah, PMA,
PMDN dan non fasilitas; (2). Terciptanya kondisi bagi pelaksanaan
nerluasan pungutan pajak dan retribusi; (3). Tersedianya perangkat
peraturan pemungutan pajak dan retribusi; (4). Tersedianya data dan
informasi bagi pengembangan investasi, (5). Meningkatnya kualitas
aparatur pelayanan dan kualitas layanan investasi.
13.Program Peningkatan Profesionalitas Dan Kinerja BUMD
=« Program ini  bertujuan: (1). Meningkatkan kemampuan
manajemen BUMD sehingga dapat mendorong peningkatan kinerja
BUMD, (2). Memperiuas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha
BUMD, (3). Meningkatkan kontribusi BUMD bagi penerimaan daerah,
(4). Meningkatkan kinerja BUMD melaiui layanan publik,
e Kegiatan pokok program ini adalah {(1). Menata kembali sistem |
rekruitmen aparat BUMD berdasarkan kaidah-kaidan profesionalitas,
(2). Melakukan pendidikan, pelatihan dan pemagangan, (3).
Meningkatkan fungsi manajemen dan kelembagaan BUMD, (4)
| Menciptakan dan mencari peluang usaha yang prospektif dan spesifik,
(5). Melakukan kerjasama melalui pola kemitraan usaha dengan para
pelaku ekonomi lainnya baik di dalam maupun di luar daerah, (6).

Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana pengembangan usaha.
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indikator keberhasilan terdiri dari @ (1). Meningkatnya
kemampuan manajemen BUMD (2). Meningkatnya kinerja dan
profesionalitas BUMD; (3) Meningkatnya kontribusi BUMD terhadap
Pendapatan Asli Daerah; (4). Terwujudnya BUMD yang memiliki
spesifikasi kerja dan daya saing tinggi, (5). Terjalinnya kerja sama
antara BUMD dan sesama pelaku ekonomi lainnya dalam berbagai
bidang kegiatan/usaha, (6). Meningkatnya = kemampuan dan
keterampilan pengelola BUMD.
14.Program Pembangunan Dan Pengembangan Pertam-

hangan

Drogram ini bertujuan: (1). Menciptakan kebijakan dan requlasi
pertambangan,  energi dan air bawah tanah yang Dberbasis
lingkungan, (2). Meningkatkan skala dan nilai tambah produk
pertambangan, energi dan air bawah tanah; (3). Meningkatkan
pemenuhan kebutuhan produk pertambangan, energi dan air bawah
tanah. ' | ' |
.. Kegiatan pokok program ini adalah (1).Melakukan pemutakhiran
data dan informasi dibidang pertambangan, energi dan air bawah
tanah; (2). Menyusun kebijakan dan regulasi bidang pertambangan,
energi dan air bawah tanah; (3). Melakukan pendampingan usaha
pertammbangan, energi dan air bawah tanah; (4). Meningkatkan
promosi bidang pertambangan, energi dan air bawah tanah; (5)
Meningkatkan pemanfaatan potensi pertambangan, energi dan air
bawah tanah (6) Mengembangkan teknologi pertambangan, energi
dan air bawah tanah; (7) Melakukan pemantauan dan evaluasi
terhadap rencana, kebijakan dan regulasi dibidang pertambangan,

energi dan air bawah.

XA
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Indikator keberhasilan terdiri dari @ (1). Tersusunnya rencana dan
kebijakan serta regulasi di bidang pertambangan, energi dan air
bawah tanah; {2). Meningkatnya kemampuan Pelaku pertambangan,
onergi dan air bawah tanah; (3). Terwujudnya peningkatan investasi
di bidang rpertambangan, energi dan air bawah tanah, (4)
Terwujudnya pemenuhan kebutuhan pertambangan, energi dan air
bawah tanah; (5) Terwujudnya pemanfaatan potensi pertambangan,
anergi dan air bawah tanah yang ramah lingkungan.

1.2. Sub Bidang Prasarana Ekoncmi

~Program pokok sub bidang prasarana ekonomi diarahkan untuk
rﬁéhunjang peningkatan produksi melalui pemerataan akses terhadap
prasarana ekonomi dan pemerataan kepemilikan faktor-faktor
produksi di kalangan masvyarakat. Rinciannya adalah sebagai berikut,
i. Program Pengembangan Perumahan Rakyat
~ Program ini bertujuan; (1) Menyediakan rumah sehat baik oleh
pemerintah, swasta maupun masyarakat; (2) Meningkatkan sistem
pengembangan rumah sehat yang bertumpu pada kemampuan dana
masyarakat. R T e e

Kegiatan pokok adalah (1). Membangun dan mengembangkan
rumah sehat di wilayah pedesaan dan perkampungan kumuh di
perkotaan, (2) Mengembangkan Skim kredit murah dan mudah. (3)
Mengembangkan kemitraan kerja diantara Pemerintah, swasta dan
‘masyarakat dalam pembangunan rumah sehat. !

Indikator keberhasilan terdiri dari : (1) Meningkatnya penyediaan
rumah sehat terutama di pedesaan dan wilayah kumuh perkotaan,
(2) Meningkatnya penyediaan rumah sehat wuntuk masyarakat
berpenghasilan rendah, (3 Berkembangnya pola kemitraan
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pengembangan rumah sehat. YA

2. Program Pembangunan dan Pengembangan Permukiman

Program ini bertujuan: (1) Meningkatkan konsentrasi pemukiman )
untuk  mendorong  pertumbuhan  dan  perkembangan ekonomi
produkst. (2) Meningkatkan tata permukiman sesuai tata ruang, (3)
Meningkatkan kapasitas jaringan prasarana dan sarana permukiman
di perkotaan dan pedesaan. .

Kegiatan pokok  program ini adalah (1) Membangun dan
mengembangkan permukiman pada kawasan-kawasan potensial, (2)
Memperbaiki dan menyediakan prasarana dan sarana pemukiman di
perkotaan dan pedesaan, (3) Meningkatkan operasi dan pemeliharaan
prasarana dan sarana permukiman, (4) Meningkatkan kemampuan
pengelolaan, prasarana, sarana permukiman berbasis masyarakat,
{5) Merevitalisasi standar dan peraturan jasa konstruksi dan jasa
konsultasi. o« oo et i s e

Indikator keberhasilan terdiri dari : (1) Meningkatnya kualitas
ingkungan permukiman (2} Meningkatnya kawasan-kawasan
permukiman baru sesuai tata ruang, (3) Meningkatnya sarana dan
prasarana permukiman. . .- . Lortr L, A
3. Program Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan

Jalan dan Jembatan A

Program ini bertujuan: (1) Mempertahankan tingkat pelayanan
p'rasarana jalan dan jembatan. (2) Meningkatkan aksesibilitas jasa
belayanan prasarana jalan dan jembatan ke dan dari sentra-sentra
produksi, wwa

Kegiatan pokok program ini adalah : (1) Melaksanakan rehabilitasi

dan pemeliharaan  jalan dan jembatan dengan melibatkan
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masyarakat; (2) Meningkatan kondisi jalan dan penggantian
jembatan; (3) Melakukan perencanaan dan pengawasan teknis jalan
dan jembatan; (5). Mendorong dan memfasilitasi masyarakat
membangun jalan dan jembatan desa pada sentra-sentra produksi.
Indikator keberhasiian terdiri dari : (1) Meningkatnya pelayanan

prasarana jalan dan jembatan yang mampu memenuhi kebutuhan

“ minimum dalam pemulihan ekonomi (2) Tersedianya prasarana jalan

“ dan jembatan yang berkaitan dengan landasan pembangunan
ckonomi yvang berkesinambungan (3) Terciptanya sistem jaringan
" jalan vyang terpadu sesuai fungsi jalan (arteri, kolektor, lokal
" terrnasuk jalan desa). prTm e o
4. Program Peningkatan Fasilitas dan Pengawasan Lalu
Lintas Jalan serta Peningkatan Fasilitas Penyeb?rr.an.gw-_an._
Program ini bertujuan: (1) Memperlancar arus lalu lintas manusia,
barang dan jasa serta menurunkan angka kecelakaan di jalan raya.
(2) Memperlancar mobilitas arus penumpang dan barang pada setiap
pelabuhan penveberangan.
| Kegiatan pokok program ini adalah (1) Mengintesifkan

“ pembinaan awak kendaraan umum. (2) Meningkatkan kemampuan

teknis aparatur lalu lintas Angkutan Jalan Raya. (3) Menertibkan

~ sarana dan fasilitas keselamatan lalu lintas/angkutan darat. (4)
Meningkatkan prasarana dan sarana angkutan penyeberangan yang

- memadai. (5). Meningkatkan kemitraan kerja antara pemerintah,

' swasta dan masyarakat di bidang keselamatan lalu lintas jalan dan

penyeberangan, ~ - vt sl L b E D e Goemesnean
Indikator keberhasilan terdiri dari : (1) Meningkatnya kelancaran
arus lalu lintas jalan raya (2} Menurunnya angka kecelakaan lalu
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lihtés {3) Meningkatnya jumlah arus penumpang dan barang (4)
Meningkatnya kemampuan aparatur pengawas dan pengendali. (5).
Bertambahnya fasilitas pelabuhan penyeberangan

5. Program Pengembangan Fasilitas Pelabuhan, Keselamatan

Pelayaran dan Peningkatan Sarana Angkutan Laut.
~ Program ini bertujuan: (1) Meningkatkan kelancaran mobilitas
arus penumpang dan barang di setiap pelabuhan. laut (2) Menjamin
keselamatan dan penegakan hukum pelayaran.

Kegiatan pokok program adalah : (1) Meningkatkan jumlah dan
<ualitas pelayanan sarana angkutan laut. (3). Penegakan aturan dan
nukum pelayaran (4). Menertibkan prasarana angkutan laut. (5)
Menginventarisir dan mengkaji ulang kondisi pelabuhan laut yang
tingkat risiko pelayarannya tinggi (6). Meningkatkan mutu aparatur
pelayaran. '

Indikator keberhasilan terdiri dari: (1) Meningkatnya pergerakan
arus  penumpang dan  barang pengguna jasa perhubungan
taut/petayaran (2) Menurunnya tingkat hambatan dan kecelakaan
dalam pelayaran, (3) Meningkatnya jumiah mutu aparatur yang
berkualitas .. C e T

6. Program Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Udara,
Keseiamatan Penerbangan dan Peningkatan Sarana
Penerbangan. - . .

Program ini. bertujuan: (1) Meningkatkan kelancaran arus
penumpang, barang; (2) Menjamin keselamatan penerbangan,

Kegiatan pokok program ini adalah : (1) Menegakkan peraturan
penerbangan  untuk  menjamin  keselamatan penerbangan (2).

Meningkatkan kualitas aparatur di bidang jasa angkutan udara. ... . ..
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Indikator keberhasilan terdiri dari @ (1) Terwujudnya pelayanan
angkutan udara yang menjamin keselamatan penumpang (2)
Meningkatnya arus penumpang, barang dan jasa.

7. Program Pengembangan Meteorologi dan Geofisika.

' Program ini bertujuan: Mengukur dan memprakirakan perubahan
ilim dan gelaja alam lainnya sehingga dapat menunjang kegiatan
pembangunan pada bidang-bidang lainnya. e

Kegiatan pokok program ini adalah (1) Menyediakan sarana dan
parasarana yang memadai. (2) Mengembangkan SDM (3)
Membangun dan mengembangkan sistem informasi den‘gan daya
jangkau yang luas. o T o

Indikator keberhasilan terdiri adalah Tersedianya data dan
informasi yang akurat yang mendukung pembangunan sektor lain.
;8‘ Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi N
| Program ini bertujuan: menunjang tercapainya Peningkatan
produksi, produktivitas dan ketahanan pangan serta pengembangan
agribisnis  dengan meningkatkan efektivitas dan produktivitas
pengelolaan jaringan irigasi. ., . . .,

Kegiatan pokok adalah (1)} Meningkatkan mutu SDM pengelolaan
jaringan irigasi (2) Melakukan penataan ulang tugas dan fungsi
pemerintah pusat, propinsi, kabupaten maupun kota dalam rangka
menciptakan kemandirian pengelolaan jaringan irigasi P3A; (3)
Memberdayakan P3A melalui pendampingan oleh perguruan tinggi
dan LSM, (4) Memberdayakan organisasi petani lainnya dalam
pengelolaan jaringan irigasi, (5) Mengkaji kembali sistim pembiayaan
nengelolaan irigasi (operasi dan pemeliharaan, rehabilitasi, dan

peningkatan); (6) Mengembangkan jaringan irigasi sesuai kebutuhan.
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Indikator keberhasilan terdiri dari : (1) Terselenggaranya
~ penataan kembali tugas dan peran pemerintah propinsi/kabupaten
dgan xota dalam pengelolaan irigasi berdasarkan pemberian
kewenangan; (2) Meningkatnya peran lembaga P3A melalui
pembentukan gabungan/induk P3A untuk mengelola jaringan irigasi
sampai ke tingkat jaringan utama.

- 9. Program Konservasi Pengembangan dan Pengelolaan
Sumberdaya Air.

.t £
ot

-Erog'éakn 'ini bertu;uan (1) Meningkatkan 'peménfaatan dan
produktivitas sumber daya air (2) Meningkatkan konservasi sumber-
 sumber air. ' ' EECE i

' Kegiatan pokok program ini adalah : (1) Meningkatkan mutu
SDM dalam pengelolaan sumberdaya air; (2) Menata kembali tugas,
peran dan  tanggungjawab pemerintah  pusat, pemerintah
propinsi/kabupaten/ kota, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan
sumber-sumber air; (3) Mensosialisasikan kebijakan-kebijakan di
bidang pengembangan sumber daya air; (4) Membentuk jaringan
kelembagaan pengelolaan data hidrologi; (5) Mengkaji kembalii
karakteristik satuan wilayah sungai; (6) Meningkatkan pengelolaan
wilayah sungai secara terpadu; (7) Memelihara, memperbaiki, dan
mengembangkan waduk, danau, situ, telaga, embung, serta peranan
penampung air yang dimanfaatkan untuk meningkatkan penyediaan
air wigasi, air minum; (8) Meningkatkan peran serta masyarakat
dalam pengelolaan dan konservasi sumberdaya air; (3) Membentuk
badan pengelolaan sumberdaya air baku; (10) Melakukan identifikasi
dan evaluasi jaringan irigasi. '

PLARY . o

o e b
e A
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Indikator keberhasilan terdiri dari : (1) terselenggaranya
pengelolaan sumber daya air yang efisien dan efektif; (2)
meningkatnya  pemanfaatan  dan produktivitas sumber air; (3)
terlindungnya sumber-sumber air.
10.Program Pembinaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Daerah. :

Program ini  bertujuan  menjaga keseimbangan antara
pemanfaatan dan pelestarian fungsi serta daya dukung sumber daya
alam dan lingkungan hidup.

Kegiatan pokok program ini adalah (1) Meningkatkan mutu SDM
dibidang pengelolaan lingkungan hidup; (2) Mengidentifikasi dan
menginventarisasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup : (3)
Mengkaji kernbali kebijakan pengelolaan, konservasi, preservasi dan
rehabilitasi sumber daya alam; (4) Meningkatkan pengelolaan daerah
aliran sungai (DAS) secara optimal; (5) Melaksanakan reboisasi dan
rehabilitasi datam kawasan hutan, lahan kritis serta lahan bekas
nertambangan (6) Menyusun dan menerapkan pedoman tentang
evaluasi ekonomi lingkungan dan sumberdaya alam; (7) Menetapkan
status pengelolaan kawasan konservasi (cagar alam, taman wisata
alam, taman nasional, hutan lindung, sumber air tanah dan mata
air); (8) Mengembangkan teknologi pemanfaatan sumber daya alam
yang ramah lingkungan; (9) Mengembangkan pariwisata yang
berwawasan lingkungan (eco - tourism). 7
 Indikator keberhasilan terdiri dari (1) Terwujudnya
keseimbangan pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam dan
lingkungan hidup secara optimal, efisien dan berkelanjutan; (2)

Terlindungnya  kawasan  konservasi dari  kerusakan  akibat
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Indikator keberhasilan terdiri dari : (1) terselenggaranya
pengelolaan sumber daya air yang efisien dan efektif; (2)
meningkatnya  pemanfaatan  dan produktivitas sumber air; (3)
terlindungnya sumber-sumber air.
10.Program Pembinaan dan Pengelolaan ngkungan Hidup

Daerah.

Program  ini bertujuan menjaga keseﬂimbangan antara
pemanfaatan dan pelestarian fungsi serta daya dukung sumber daya
alam dan lingkungan hidup. - e s

Kegiatan pokok program ini adalah (1) Menlngkatkan mutu SDM
dibidang pengelolaan lingkungan hidup; (2) Mengidentifikasi dan
menginventarisasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup : (3)
Mengkaji kembali kebijakan pengelolaan, konservasi, preservasi dan
rehabilitasi sumber daya alam; {(4) Meningkatkan pengelolaan daerah
aliran sungai (DAS) secara optimal; (5) Melaksanakan reboisasi dan
rehabilitasi dalam kawasan hutan, lahan kritis serta lahan bekas
pertambangan (6) Menyusun dan menerapkan pedoman tentang
cvaluasi ekonomi lingkungan dan sumberdaya atam; (7) Menetapkan
status pengelolaan kawasan konservasi (cagar alam, taman wisata
alam, taman nasional, hutan lindung, sumber air tanah dan mata
airy; (8) Mengembangkan teknologi pemanfaatan sumber daya alam
yang ramah lingkungan; (9) Mengembangkan pariwisata yang
berwawasan lingkungan {eco - tourism). _

.- Indikator  keberhasilan terdiri dari : (1) Terwujudnya
keseimbangan pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam dan
lingkungan hidup secara optimal, efisien dan berkelanjutan; (2)

Terlindungnya  kawasan  konservasi dari  kerusakan  akibat
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pemanfaatan sumber daya alam vyang tidak terkendali dan
eksploitatif; (3) Menurunya kerusakan sumberdaya alam dan
lingkungan hidup. o i

11.Program Pengendahan Pencemaran Lingkungan Hidup

Daerah. ‘

Program ini bertujuan: (1)melestarikan fungsi lingkungan hidup
baik daya dukung maupun daya tampung; (2) Meningkatkan kualitas
lingkungan hidup dan pengendalian kerusakan lingkungan hidup.

Kegiatan pokok program ini adalah : (1) Meningkatkan SDM dan
kemampuan kelembagaan pengendalian pencemaran lingkungan
hidup; (2) mengembangkan teknologi pengelolaan sumber daya air,
hutan dan lahan yang ramah lingkungan termasuk  teknologi
lokal/tradisional.; (3) Meningkatkan pemulihan kualitas lingkungan
yang rusak; (4) Menetapkan indeks dan baku mutu lingkungan
daerah, serta menyiapkan model dan pedoman audit lingkungan; (5)
Mengembangkan teknologi pengelolaan limbah rumah tangga dan
limbah industri; (6) Melakukan pemantuan, pengawasan dan evaluasi
secara kontinue terhadap standar mutu lingkungan dalam
pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Indikator keberhasilan terdiri dari : (1) Terwujudnya upaya
pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pencemaran
lingkungan hidup; (2)Tercapainya kualitas lingkungan hidup yang
bersinh dan sehat sesuai dengan baku mutu lingkungan vyang telah
ditetapkan. e .
12.Program Pembmaan dan Pengelolaan Daerah Pe5|su' dan

Laut _

Program ini bertujuan: mengelola dan mengembangkan sumber
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daya wilayah pesisir dan laut secara terpadu dan lestari.
Kegiatan pokok program ini adalah : (1) Meningkatkan mutu SDM
di hidang pengelolaan wilayah pesisir dan laut; (2) Meningkatkan
upaya rehabilitasi dan konservasi ekosistem hutan mangrove, padang
lamun dan terumbu karang ;{3) Mengembangkan zonasi pesisir dan
laut; {4) Menetapkan dan memanfaatkan ruang wilayah laut lintas
kabupaten/kota; (5) Membangun sistem database keanekaragaman
hayati laut; (6) Menetapkan dan mengelola kawasan-kawasan
konservasi pesisir dan laut (taman wisata alam laut) berbasis
masyarakat; (7) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya
penyelamatan, perlindungan dan pemanfaatan lestari sumber daya
pesisir dan laut; (8) Mengatur pengelolaan lingkungan dalam
nemanfaatan sumberdaya laut 4 - 12 mil; (9) Memelihara dan
mengembangkan obyek wisata bahari.
Indikator keberhasilan terdiri dAari ﬂ : (1) Meningkatnya
pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir dan laut secara optimal dan
lestari sesuai tata ruang kawasan; (2) Terciptanya keterpaduan
sistim pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan laut antara
propinsi kabupaten/kota; (3) Meningkatnya peran masyarakat dalam
pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan laut. 7
13.Program Peningkatan dan Pemberdayaan Masyarakat
dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan.
Program ini bertujuan: Meningkatkan kemampuan masyarakat
dalam pelestarian, pengawasan dan pemanfaatan sumber daya
alam dan lingkungan hidup. _ _
Kegiatan pokok program ini adalah: (1) menginventarisasi,

mengidentifikasi dan mengintegrasikan nilai, norma dan kearifan lokal
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kedalam peraturan hukum dibidang ingkungan hidup; (2) Melakukan
pelatihan dan pemagangan masyarakat dalam pengelolaan
sumberdaya alam yang ramah lingkungan, (3) Melakukan sosialisasi
peraturan-peraturan, hak dan kewajiban masyarakat dalam
pengelolaan SDA dan pelestarian lingkungan hidup; (4)
Mengembangkan kemitraan dalam rangka pemanfaatan sumberdaya
alam, (5) Memanfaatkan kearifan lokal dalam .pengelolaan sumber
daya alam; (6) Menguatkan peran serta lembaga swadaya
masyarakat yang bergerak dalam bidang lingkungan hidup dan
pengelolaan sumber daya alam; (7) Meningkatkan upaya
perlindungan hak-hak adat masyarakat lokal dalam pengelolaan
sumber daya alam dan lingkungan, (8) Memanfaatkan lembaga adat
dalam kepemilikan dan pengelolaan sumberdaya alam.

Indikator keberhasilan terdiri dari : Meningkatnya kesadaran,
pengetahuan dan ketrampilan serta pemantapan pengelolaan
sumberdaya alam dan lingkungan hidup berbasis masyarakat secara
bertanggung jawab.

2. BIDANG PENDIDIKAN

Program pokok bidang pendidikan diarahkan pada peningkatan
kualitas, relevansi dan pemerataan pendidikan untuk menghasilkan
sumberdaya manusia berkualitas yang mampu memanfaatkan
berbagai potensi dan peluang bagi kesejahteraannya. Rincian
program bidang pendidikan adalah sebagai berikut.

i. Program Pembangunan Pendidikan Dasar

Tujuan program: (1) Meningkatkan pemerataan kesempatan
belajar bagi anak usia sekolah dari kelompok keluarga miskin di
daerah terpencil; (2) Meningkatkan mutu pendidikan dasar baik
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SD/MI.maup.un SLTP/MTs, (4) Mewujudkan manajemen pendidikan
dasar berbasis sekolah ; dan (5) Meningkatkan partisipasi masyarakat
dalam pengelolaan pendidikan dasar. A AELOFA
| Keqgiatan pokok program ini adalah : 1) Memperluas pemerataan
kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak usia sekolah dari
kelompok keluarga miskin di daerah tertinggal, seperti; pemberian
beasiswa, pengembangan $D inti dan sekolah dasar luar biasa (SDLB)
dan pendidikan luar sekoiah (PLS); 2) Penyelarasan kurikulum
pendidikan dasar sesuai kebutuhan  anak  didik  dan  berbasis
potensi daerah (muatan lokal); 3) Pelatihan pelatih tenaga guru
(TCTY, pelatihan guru pemandu, pelatihan guru mata pelajaran
pokok, pelatihan kepala sekola, pelatihan tenaga pengawas
pendidikan dasar dan melaksanakan pendidikan guru setara program
Diploma 2 (D2); 4) Menyediakan buku pelajaran pokok, buku bacaan,
alat peraga pendidikan ilmu pengetahuan sosial (IPS), ilmu
pengetahuan alam (IPA) dan matematika; 5) Melakukan lomba
bidang studi dan karya tulis bagi siswa dan lomba penulisan naskah
pendidikan muatan lokal bagi guru-guru; lomba sekolah sehat (UKS)
dan lomba gugus sekolah; 6) Mengawasi proses belajar mengajar
melalui kegiatan pemetaan mutu sekolah, penilaian guru dan hasil
belajar, serta pengembangan standarisasi penilaian mutu pendidikan
sSD, SLTP dan SLB; 7). Mengembangkan manajemen pendidikan dasar
berbasis sekolah dan pemantapan perencanaan pembangunan
“pendidikan termasuk sekolah unggul.

Indikator keberhasilan terdiri dari : (1). Meningkatnya angka
patisipasi kasar (APK) tingkat pendidikan dasar; 2) Meningkatnya
mutu pendidikan SD/MI dan SLTP/MTs, (3). Meningkatnya kualitas




66

tenaga guru melalui pelatihan; 4) Tersedianya buku pelajaran pokok,
huku bacaan dan alat peraga pendidikan dasar; 5) Terlaksananya
management pendidikan dasar berbasis sekolah secara profesionai;
6) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan SD/MI
dan SLTP/MTs swasta; 7) Terpenuhinya pemerataan guru di daerah
perkotaan maupun di desa. '

2. Program Pembangunan Pendidikan Menengah (SMU/SMK,
MA) '
Tujuan program ini adalah : 1). Meningkatkan pemerataan

kesempatan belajar; 2) Meningkatkan mutu pendidikan dan daya

saing siswa; 3} Meningkatkan relevansi dan efisiensi pengelolaan -

pendidikan, 4). Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam
pembangunan pendidikan SMU/SMK dan MA, i

Kegiatan pokok program ini adalah : 1) Memperluas pemerataan
kesempatan memperoleh pendidikan tingkat menengah dengan
memberikan beasiswa bagi siswa dari keluarga miskin di daerah
tertinggal;, 2) Pengembangan tenaga guru profesional melalui
pelatihan, penataran, kursus, magang di sekolah unggul dan
penyetaraan kualifikasi pendidikan guru;  3) Menyediakan buku
pelajaran pokok, buku bacaan dan alat peraga pendidikan; 4)
Menyelenggarakan lomba bidang studi dan karya tulis bagi siswa
dan naskah pendidikan muatan lokal bagi guru; 5) Menyusun
kurikulum sekolah unggu! sesuai kebutuhan daerah, nasional dan
global;  6) Mengembangkan sistim management pendidikan
menengah  berbasis sekolah dan sekolah unggul dengan
mengoptimalisasi partisipasi masyarakat terutama BP3.

Indikator keberhasilan terdiri dari : 1) Meningkatnya angka
partisipasi kasar (APK) untuk tingkat pendidikan menengah dengan
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adanya pemerataan memperoleh  kesempatan  belajar; 2)
Meningkatnya mutu, jumlah dan daya saing tamatan pendidikan
menengah terutama jumlah dan mutu tamatan sekolah kejuruan
vang memasuki pasar kerja; 3) Meningkatnya relevansi, efisiensi
dan standart mutu pendidikan; 4) Meningkatnya peranserta
masyarakat dalam pengelolaan pendidikan SMU/SMK dan MA, s

LTI AR

3. Program Pembangunan Pendidikan Tinggi ‘

Tujuan Program ini adalah : 1) Meningkatkan pef'nerataan
memperoleh  kesempatan belajar di  pendidikan tinggi; 2)
Meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan tinggi 3). Meningkatkan
manajemen  pendidikan  tinggi; 4) Meningkatkan peranserta
masyarakat dalam pengembangan pendidikan tinggi. s g

. Kegiatan pokok program ini adalah : 1) Memperluas pemerataan
kesempatan belajar di pendidikan tinggi melalui pemberian beasiswa
bagi mahasiswa dari kelompok keluarga miskin; 2} Meningkatkan
mutu tenaga akademik melalui pendidikan Strata 2, Strata 3 dan
pendidikan jangka pendek lairnya, 3). Mendorong penulisan  buku
bermuatan lokal; 4). Melakukan pembinaan, pengawasan terhadap
penyelenggaraan perguruan tinggi, 5). Meningkatkan kemitraan kerja
antara perguruan tinggi, pemerintah dunia usaha dan masyarakat.

- Indikator keberhasilan terdiri dari : 1) Meningkatnya angka
partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi; 2) Meningkatnya mutu dan
relevansi pendidikan tinggi, 3). Tertatanya manejemen pendidikan
-tinggi yang efisien dan efektif, 4) Meningkatnya jumiah Ilulusan
perguruan tinggi yang dapat ditampung dalam dunia kerja;, 5).
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan
pendidikan tinggi.



68

4, Program Pembinaan Pendidikan Luar Sekolah

Tujuan Program ini adalab : (1). Meningkatkan pemerataan
kepada masyarakat yang tidak atau belum memperoleh pendidikan
~formal; {2). Meningkatkan pengetahuan dasar dan ketrampilan

| - masyarakat agar mampu berusaha menciptakan lapangan kerja; 3).

- Memfasilitasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat untuk
'- menyelenggarakan pendidikan luar sekolah.

Kegiatan pokok : 1). Melaksanakan penuntasan buta aksara bagi
penduduk usia 10 - 44 tahun, 2). Membangun dan mengembangkan
“taman bacaan dan perpustakaan yang berada di perkotaan dan di
| perdesaan, 3). Melakukan pelatihan ketrampilan mengembangkan
usaha; 4). Melaksanakan sosialisasi pendidikan luar sekolah melalui
- Kejar paket A dan B. 5). Mengembangkan modul pembelajaran PLS;
6). Melatih tenaga tutorial dan mengembangkan lembaga tutorial PLS
di dacrah perdesaan; 7) Melakukan pembinaan dan pengawasan
program PLS terutama di perdesaan, 8). Mengembangkan kemitraan
kerja antara pemerintah dunia usaha dan lembaga sosial lainnya
dalam menyelenggarakan PLS. ;. e oo

Indikator keberhasilan terdiri dari : 1), Terlayaninya kegiatan bagi
masyarakat  yang tidak atau belum menikmati pendidikan formal;
2). Tersedianya lembaga pendidikan luar sekolah, 3). Tersedianya
tenaga tutorial dan sarana yang memadahi; 4). Meningkatnya

partisipasi masyarakat dan lembaga non-pemerintah dalam
| penyelenggaraan pendidikan luar sekolah. 5). Meningkatnya
pemberdayaan sanggar atau pusat-pusat kegiatan pembelajaran
masyarakat. ... o L e mehaae

G R e e R O ik
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5. Program Revitalisasi Manajemen Pendidikan

Tujuan program ini adalah : Meningkatkan sinkronisasi dan
koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan
program pendidikan baik antar jenjang, jalur maupun antar daerah.
T Kegiatan pokok program ini adalah @ (1). Mengembangkan
kurikulum muatan lokal melalui kemitraan keria diantara komponen
pendidikan; 2) Memfasilitasi penyelenggaraan evaluasi Cawu Regional
pada setiap jenjang pendidikan, (4). Menyusun rencana induk
pembangunan pendidikan dan rencana pengembangan sekolah
unqgul menijelang tahun 2020; 5) Mengembangkan manajemen
pendidikan berbasis sekolah dengan dukungan masyarakat;, 6)
Melakukan pengendalian pembangunan pendidikan baik aspek alokasi
tenaga kependidikan, sarana dan prasarana dan kegiatan belajar
mengajar. SOFRGT T b we c b Shan
T Indikator  keberhasilan  terdiri dari : Tertatanya  sistem
séﬁkromsasi, koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian,
pengawasan dan evaluasi program pembangunan pendidikan.

6. Program Pengembangan, Penyebarluasan dan Peman-

faatan IPTEK. .

Tujuan program ini adalah : (1). Meningkatkan pelaksanaan
kegiatan penelitian dan pengkajian terobosan dalam rangka
pemanfaatan IPTEK, (2). Meningkatkan penguasaan masyarakat
terhadap hasil-hasil penelitian dan pengkajian, (3). Mendorong
pemerintah, masyarakat dan dunia usaha untuk memanfaatkan hasil-
hasil penelitian dan pengkajian, (4). Meningkatkan kemampuan
peneliti di pemerintah, (5). Memanfaatkan peluang dan fasilitas

pemerintah pusat dalam melakukan penelitian dan pengkajian IPTEK
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terobosan di daerah

Kegiatan pokok : (1). Meningkatkan koordinasi pusat-pusat
penelitian dalam rangka pemanfaatan hasil penelitian yang sudah
ada, (2). Membangun dan mengembangkan sistem informasi

~penelitian,  (3). Standarisasi kualifikasi peneliti dan metodologi

penelitian serta manajemen penelitian. (4). Mengembangkan kajian-

kajian sosial budaya terhadap hasil-hasil penelitian IPTEK sebagai
masukan hagi perumusan kebijakan pemerintah, (5).

Mengembangkan asisten teknis kepada usaha kecil, koperasi dan

~wirausaha tradisional; (6). Meningkatkan kemandirian layanan N

teknologi dan keunggulan inovasi teknologi bangsa sendiri agar dapat
- meningkatkan daya saing dunia usaha dan masyarakat; (7).
- Memperiuas kemitraan penelitian termasuk menyederhanakan proses
kemitraan untuk meningkatkan keefektifan dan keleluasaan dalam
berhubungan dengan dunia usaha. -

Indikator keberhasilan terdiri dari . (1). Meningkatnya
kemampuan lembaga LITBANG dalam melakukan penelitian dan
pengkajian IPTEK terobosan, (2). Terwujudnya pendayagunaan IPTEK
di daerah. E—

" 3. PEMBANGUNAN KESEHATAN RAKYAT

Pembangunan kesehatan diarahkan pada pemulihan,

g i
SR

- pemantapan dan pengembangan kehidupan sosial dan budaya melalui
- peningkatan mutu kesehatan dengan agenda pokok: peningkatan
kinerja institusi kesehatan, peningkatan pelayanan kesehatan secara
merata dan menjangkau seluruh  masyarakat, perningkatan
penyuluhan  paradigma hidup sehat serta peningkatan kualitas
penduduk. Rincian pregramnya adalah sebagai berikut.

Lar
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1. Program Penyediaan dan Peningkatan Mutu Tenaga

Kesehatan
 Tujuan Program : (1). Menyediakan dan menempatkan secara
merata tenaga kesehatan yang mendukung berbagai jenis layanan
kesehatan; (2). Meningkatkan mutu dan kinerja tenaga kesehatan
dalam melaksanakan berbagai kegiatan layanan kesehatan.

Kegiatan pokok : (1). Mengumpulkan ‘data tentang jenis dan
jumlah tenaga kesehatan yang ada dan yang dibutuhkan; (2).
Mengumpulkan data mutasi jenis tenaga kesehatan dan melakukan
pengolahan dan analisis data serta penyajian informasi tenaga
kesehatan; (3). Merencanakan kebutuhan berbagai jenis tenaga
kesehatan baru sesuai kebutuhan dan melaksanakan pendidikan,
pelatinan tenaga kesehatan; (4). Merencanakan peningkatan
pendidikan formal dan berbagai jenis tenaga kesehatan dan
merencanakan pelatihan berbagai jenis tenaga kesehatan yang ada
serta pemberian bea siswa; (5). Menyelenggarakan kerja sama dan
kemitraan dengan berbagai institusi pendidikan, organisasi profesi
kesehatan dan LSM yang ada; (6). Méngatur penempatan jenis-
jenis tenaga kesehatan strategis; (7). Merencanakan mutasi berbagai
jenis tenaga kesehatan lintas kabupaten/kota sesuai dengan
kebutuhan dan merencanakan pola pengembangan karier tenaga
kesehatan. . : S , _

Indikator keberhasilan terdiri dari : (1)‘. Tersedianya data dan
informasi tentang profil tenaga kesehatan; (2). Tersedianya tenaga
dokter, para medis, bidan dan tenaga kesehatan terlatih sesuai
kebutuhan; (3). Terwujudnya peningkatan mutu tenaga kesehatan
dan mengurangi ketimpangan layanan kesehatan.
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2. Program Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan
Masyarakat.
Tujuan program ini adalah (1). Mengembangkan kemitraan kerja

eﬁlrntara unit organisasi layanan pemerintah dan non pemerintah. (2).
Meningkatkan mutu layanan kesehatan melalui bimbingan,
penyuluhan dan pengendalian antara pemerintah dan masyarakat.
(3). Meningkatkan pengawasan mutu Iingkurngan kesehatan. (4).
-Meningkatkan pengawasan air bersih, perumahan, bangunan sehat
dan pembuangan limbah. L r )
Kegiatan pokok program ini adalah (1) Untuk meningkatkan
upaya pencegahan penyakit melalui tindakaan imunisasi dan upaya
pencegahan lainnya (2). Meningkatkan bimbingan dan pengendalian
mutu layanan kesehatan; (3). Meningkatkan bimbingan, pengendalian
dan pengawasan kualitas air, lingkungan, bahan-bahan konsumsi,
peralatan dan obat terlarang lainnya; (4) Meningkatkan upaya
penanggulangan masalah gizi masyarakat.

Indikator keberhasilan terdiri dari : (1). Menurunnya angka
parevalensi dan insiden 10 penyakit utama; (2). Meningkatkan
angka pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan; (3).
Terwujudnya lingkungan kesehatan masyarakat vyang dapat
mendorong peningkatan investasi pembangunan kesehatan, (4).
Meningkatnya status gizi masyarakat.

3. Program Peningkatan Mutu Layanan Medik. SR v A
Tujuan program ini adaiah (1). Meningkatkan kinerja layanan

medik pengobatan bagi masyarakat. (2). Meningkatkan mutu dan

jumlah sarana dan prasarana layanan medik kesehatan bagi

masyarakat. o
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. Kegiatan pokok program ini' adalah (1). Meningkatkan pola
kemitraan bagi layanan medik perorangan, layanan dasar dan
layanan rujukan; (2). Menyelenggarakan kemitraan layanan medik
melalui penyedian obat, dan penyediaan alat kesehatan serta
kedokteran; (3). Menyelegarakan Kkemitraan dalam layanan
penunjang medik (laboratorium dan rontgen); (4), Melaksanakan
bimbingan dan pengendalian mutu dan layanan medik penyakit
menular baik perorangan, kelompok maupun lembaga; (5).
Melaksanakan bimbingan dan pengendalian mutu layanan medik
penyakit tidak menular, seperti : kecelakaan, degeneratif, dan
kardiofaskuler; dan layanan medik rujukan; (6). Melaksanakan
bimbingan dan pengendalian mutu standar dan perijinan fayanan
medik seperti : obat, alat kesehatan dan kedokteran; (7).
Melaksanakan bimbingan dan pengendalian mutu penunjang
pengobatan (laboratorium, radiologi).

~ Indikator keberhasilan terdiri dari : adalah (1). Meningkatnya
kemitraan antara unit organisasi layanan pemerintah dan non
pemeintah dalam meningkatkan kinerja layanan medik pengobatan
bagi masyarakat; (2). Meningkatnya mutu dan jumlah sarana dan
prasarana mutu layanan medik. = -

4. Program Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)
Kesehatan. -

LY S

Tujuan  program ini  adalah (1). Menyediakan  dan
mengembangkan sistem informasi tentang akibat bencana/KLB yang
dapat menimbulkan masalah kesehatan; (2). Meningkatkan
bimbingan dan pengendalian penanggulangan masalah kesehatan
dalam berbagai bentuk layanan kesehatan darurat; (3). Meningkatkan
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mutu pengorganisasian sumber daya dalam rangka penanggulangan
masalah kesehatan akibat bencana.
~ Kegiatan pokok program ini adalah (1). Mengumpulkan data dan
mengolah data dan informasi tentang KLB yang mengancam
kesehatan; (2). Meneliti faktor penyebab KLB dan membuat
pemetaan daerah rawan bencana; (3). Mengumpulkan dan
menganalisa data cakupan sarana air bersih di daerah rawan
bencana; (4). Melaksanakan investigasi pencemaran dan keracunan
untuk pengendalian dampak penting akibat bencana; (5).
Menyelengarakan bimbingan dan pengendalian dalam penangulangan
masalah kesehatan dan pemulihan keadaan (6). Menyelenggarakan
administrasi SDM yang dipersiapkan untuk mobilisasi Penanggulangan
Masalah Kesehatan (PMK), melakukan pemantauan dan evaluasi
terhadap pelaksanaan PMK serta menyelengarakan pelatihan tenaga
PMKB. SN TRAEE |

Indikator keberhasilan terdiri dari : (1). Tersedianya data dan
informasi tentang masalah kesehatan akibat bencana dan KLB; (2).
Meningkatnya kesiapan dan kesiagaan penangulangan masalah
kesehatan baik teknis organisasi maupun pengeloiaannya.

5. Program Penyuluhan Kesehatan dan Pengembangan
Swadaya Masyarakat.

Rl

Tujuan program ini adalah (1). Memberdayakan perorangan,
kelompok dan masyarakat untuk memelihara, meningkatkan dan
melindungi kesehatannya; (2). Meningkatkan pengetahuan, kemauan
dan kemampuan serta mengembangkan iklim yang mendukung, yang
dilaksanakan dari, oleh dan untuk masyarakat. B
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Kegiatan pokok program ini adalah (1). Menyebarluaskan
informasi  kesehatan melalui berbagai media massa; (2).
- Meningkatkan jaring kemitraan antara organisasi masyarakat dan
- dunia usaha dalam membudayakan PHBS; (3). Meningkatkan
kemampuan masyarakat dalam membudayakan PHBS; (4).
Meningkatkan bimbingan dan penyuluhan tentang obat, makanan dan
minuman, kosmetika, alat kesehatan, narkotika dan psikotropika
serta bahan berbahaya dalam rangka perlindungan kepada
masyarakat; (5). Mendorong pengembangan kebijakan pembangunan
herwawasan kesehatan; (6). Mengembangkan profesionalisme dalam
penyelenggaraan kegiatan Usaha Kesehatan Masyarakat (UKM). |
» Indikator keberhasilan terdiri dari : (1). Meningkatnya
- pengetahuan dan keterampilan profesional penyelenggaraan
- penyuluhan kesehatan masyarakat; (2). Meluasnya informasi
kesehatan melalui berbagai media massa dan jalur informasi lainnya; .
(3). Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mebudayakan |
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

6. Program Peningkatan Mutu Perencanaan Dan
Penganggaran Kesehatan. S

Tujuan program ini adalah (1). Menyediakan data dan informasi
masalah kesehatan untuk mendukung perencanaan dan pembuatan
kebijakan dalam mengelola berbagai program kesehatan; (2).
Menyusun perencanaan berbagai program dan pembuatan kebijakan
dalam mengeloia berbagai program kesehatan; (3). Menyusun
penganggaran berbagai program dalam mengelola berbagai program
kesehatan.

PN S A S L L T e Tl Dtwen gt s an
LR R R S HE SV S St B Al SEE .,3 RS- AEEEN St "{u
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Kegiatan pokok program ini adalah (1). Mengembangkan sistim
pencatatan dan pelaporan; (2). Menyediakan data dan informasi
tentang profil kesehatan tahunan. (3). Mengatur penyusunan rencana
dan pembuatan kebijakan berbagai program kesehatan; (4). Menata
kelembagaan dan ketatalaksanaan sumber daya pendukung untuk
pelaksanaan berbagai program kesehatgn; (5). Melakukan

pengendalian,  pemantauan terhadap berbagai  program
pembangunan kesehatan. .. N, .
Indikator keberhasilan fterdiri dari : Terwujudnya sistem

perencanaan dan penganggaran pembangunan kesehatan
berdasarkan data dan informasi yang akurat. - .
B. PROGRAM PENUNJANG - iv.asistine’ 40
1. TATA RUANG . .. ... Mo '

Tujuan program ini adalah Mengembangkan sistem penataan
ruang A g e e e L

Kegiatan pokok program ini adalah (1) Meningkatkan kualitas
rencana tata ruang dan kem'ampuan kelembagaan; (2) Meningkatkan
pengendalian pemanfaatan ruang dan peran serta masyarakat; (3)
Mensosialisasikan perangkat perundang-undangan; (4) Meningkatkan
koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang; (5) Membuat peta
zonasi laut.  FATe hesnee e s e

Indikator keberhasilan terdiri dari : (1). Tersedianya rencana tata
ruang  wilayah  propinsi; (2). terselenggaranya pengaturan
pemanfaatan tata ruang yang optimal dan berkualitas;
(3). Terlaksananya pengendalian, pengawasan pemanfaatan tata
ruang; (4) Tersedianya aparatur pengelola tata ruang yang
berkualitas.
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‘2. PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

2.1. Kependudukan
2.1.1.Program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga.

Tujuan program ini adalah Meningkatkan koordmas: pengelolaan
administrasi kependudukan

Kegiatan pokok program ini adalah (1). Meningkatkan hubungan
kerjasama antar instansi terkait dibidaﬁé kependudukan, (2).
Menyediakan data dan informasi kependudukan.

Indikator keberhasilan: (1). Meningkatnya kemampuan lembaga/
instansi terkait kependudukan; (2) Tersedianya data dan informasi
administrasi kependudukan. o )

2.1.2. Program Pengelolaan Administrasi Kependudukan

Tujuan program ini adailah Memngkatkan pengelolaan administrasi
kependudukan, " '

Kegiatan pokok program ini adalah 1) Mengkaji dan
mengembangkan administrasi kependudukan; 2) Menyediakan data
dan informasi kependudukan yang akurat; 3) Melakanakan
pendidikan  dan  pelatihan  administrasi  kependudukan; 4)
Meningkatkan hubungan kerJa sama antar instansi terkait dibidang
kependudukan. B e T

Indikator  keberhasilan terdiri dari : 1) Meningkatnya

pengembangan administrasi kependudukan yang berfungsi sebagai

| bank data kependudukan; 2) Meningkatnya kemampuan aparatur

pengelola data kependudukan; 3) Menigkatnya kemampuan
kelembagaan penyajian data dan informasi.
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R g

2.2. Pemuda dan Olah Raga. COECTAL
2.2.1. Program Pembinaan dan Keserasian Kepemudaan

Tujuan program ini adalah Mewujudkan keserasian pembinaan
'pemuda di berbagai bidang pembangunan. _

Keqiatan pokok program ini adalah (1) melakukan evaluasi pola
npembinaan kepemudaan; (2) melakukan KIE dan advokasi
kepemudaan; (3) mengintegrasikan pola pembinaan kepemudaan
secara terpadu (4) melakukan intensifikasi kegiatan penelitian dan
pengembangan masalah kepemudaan termasuk pemanfaatan dan
pendayagunaan hasilnya. o oo 0 ramemeian e pagiiae e o

Indikator keberhasitan terdiri dari : (1) Terwujudnya pola
pembinaan kepernudaan yang serasi diberbagai bidang
pembangunan; (2) Meningkatnya aktifitas pemuda sesuai profesi dan
furngsinya dalam pembangunan. .. . ..

2.2.2. Program Peningkatan Partisipasi Pemuda

Tujuan program int adalah Memberi kesempatan yang lebih besar
kepada pemuda guna memperkuat jati diri dan potensinya.

Kegiatan  pokok ini adalah 1), Menumbuhkembangkan
kewirausahaaan generasi muda; 2). Memperiuas kesempatan dalam
berorganisasi  dan  berkreasi bagi pemuda secara bebas dan
bertanggung jawab; 3) Meningkatkan apresiasi seni dan budaya
daerah dan budaya bangsa dikalangan pemuda sebagai media
persahabatan antar daerah dan antar negara; 4) Meningkatkan rasa
késetiakawanan dan kepedulian sosial di kalangan pemuda; 5)
mencegah berbagai pengaruh negatif budaya asing di kalangan
pemuda dalam rangka memperkuat ketahanan budaya nasional; 6)

meningkatkan peran aktif pemuda dalam penanggulangan masalah
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'.'penya!ahgunaan NAPZA, minuman keras, penyebaran penyakit
HIV/AIDS, dan penyakit menular seksual dikalangan pemuda, 7)
meningkatkan peran aktif pemuda dalam penanggulangan
kriminalitas termasuk tawuran dikalangan pelajar dan pemuda,
Indikator keberhasilan terdiri dari : 1) meningkatnya partisipast
.pemuda dalam berbagai bidang pembangunan; 2) terbentuknya
regulasi dan suasana yahg kondusif yang menjamin kebebasan
pemuda untuk mengorganisasikan dirinya secara bertanggung jawab,
3} meningkatnya jumiah wirausahawan muda, 4) menurunnya
- jumlah kasus dan penvalahgunaan narkoba oleh pemuda serta
| meningkatnya peran dan partisipasi pemuda dalam pencegahan dan
penangqulangan narkoba, 5) menurunnya angka kriminalitas yang
dilakukan pemuda. w Teomen e e R

2.2.3. Program Pengembangan dan Pembinaan Keserasian
Claraga

Tujuan progrém ini adalah 1) mewujudkan keserasian pembinaan
olahraga diberbagai bidang pembangunan; 2) Mewujudkan paradigma
sehat melalui peningakatan jasmani masyarakat.

Kegiatan pokok program ini adatah : 1) Melakukan evaluasi pola
pembinaan keolahragaan; 2) Mengembangkan olah raga usia dini; 3)
Mengembangkan pendidikan jasmani di sekolah dan perguruan tinggi;
4} Mengembangkan pendidikan jasmani di tempat kerja; 5).
Melakukan identifikasi bakat dan potensi keolahragaan; 6) melakukan
“pembinaan dan pembibitan olahragawan berbakat berdasarkan
cabang olahraga prioritas; 7) melakukan pendidikan, pelatihan dan
pemagangan bagi pelatih dan wasit; 8) menyelenggarakan kompetisi

olahraga pelajar, mahasiswa dan masyarakat; 9) memberikan
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penghargaan bagi insan olahraga vang berdedikasi dan prestasi; 10)
Melakukan pembinaan organisasi olahraga termasuk sanggar-sanggar
senam; 11} Melakukan pembinaan cabang olahraga prioritas;
 Indikator keberhasilan terdiri dari : 1) Terwujudnya pola
pembinaan dan pengembangan keolahragaan; 2). meningkatnya
kesegaran jasmani masyarakat; 3). meningkatnya perkembangan
- olah raga masyarakat, khususnya bagi penyanda‘h‘g cacat, lanjut usia
dan olah raga tradisionil; 4). meningkatnya jumiah dan bibit olah
ragawan berbakat; 5). meningkatnya prestasi oleh ragawan di tingkat
daerah, nasional dan internasional.
2.3. Kebudayaan/Kesenian

Tujuan Program ini adalah Menumbuh kembangkan nilai-nilai
iuhur budaya daerah/ budaya lokal yang merupakan bagian tak
terpisahkan dari budaya bangsa. o

Kegiatan pokok program ini adalah 1) meningkatkan pelestarian,
pengembangan dan pemanfaatan tradisi dan peninggalan sejarah; 2)
menciptakan ilkim yang kondusif bagi timbulnya kreasi sastra, seni,
dan budaya, 3) membina dan mengembangkan kesenian tradisional;
4} meningkatkan jumlah sanggar seni budaya; 5).Meningkatkan
peran permuseuman sebagai wadah dokumentasi warisan seni
budaya lokal,  -wuiiet

Indikator keberhasilan terdiri dari : i) berkembangnya sisterh
nilai budaya lokal/ daerah yang diperkaya oleh budaya baru vyang
serasi, serta ftidak bertentangan dengan nilai-nilai agama; 2)
terwujudnya pemahaman dan apresiasi masyarakat pada budaya-
budaya lokal; 3) berkembangnya kebebasan berkreasi dalam

berkesenian, 4) meningkatnya jumlah sanggar-sanggar seni daerah;
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5) terdokumenfasinya warisan budaya dan kesenian daerah/lokal.

2.4, Pemberdayaan Perempuan, Kesetaraan dan Keadilan
Jender (KKJ). O T

LR TS Pl

Tujuan program ini adalah 1) Meningkatkan kedudukan dan
peranan perempuan dalam berbagai bidang pembangunan, 2)
Memperjuangkan KKJ serta kemitrasejajaran antara laki-laki dan
perempuan, 3) Meningkatkan kualitas peran. dan kemandirian
organisasi perempuan, 4). Memberikan kesempatan yang sama
kepada kaum perempuan untuk ikut terlibat dalam proses
pembangunan . .o |

Kegiatan pokok program ini adalah 1) Menciptakah peraturan
yang menunjang proses pemberdayaan perempuan; 2) Memperluas
dan mengembangkan kesempatan kerja yang berbasis jender; 3).
Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja p&rempuan
melalui pendidikan sekolah dan luar sekolah; 4). Méningkatkan
perlindungan tenaga kerja perempuan; 5) mendorong terbentuknya
lembaga perjuangan hak-hak perempuan; 6). Meningkatkan
perlakuan vyang adil terhadap perempuan dalam keluarga, 7).
Membina nilai persatuan dan kesatuan serta nilai historis perjuangan
perempuan. _ L _ . |

Indikator keberhasilan terdiri dari : 1) Terselenggaranya
pengarusutamaan jender pada semua bidang pembangunan, 2)
menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan 3) meningkatnya
kualitas hidup perempuan, 4). Meningkatnya penegakan hukum dan
HAM atas setiap aksi kekerasan terhadap perempuan secara
konsisten dan konsekwen,: « - waeenr bt sty w

I e I T SRR PR TS PR
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2.5. Kesejahteraan Sosial
Tujuan pregram ini adalah membangun ketahanan sosial yang
dapat mencpang pemberdayaan terhadap penyandang masalah
sosial/kemasyarakatan seperti korban bencana alam/KLB,
pengungsian dan gejala malnutrisi serta menurunnya kualitas
generasi muda, meningkatkan kepedulian terhadap penyandang
masalah sosial/kemasyarakatan, fakir miskin, anak terlantar dan
kenakalan remaja. e . e
. Kegiatan pokok program ini adalah 1). Meningkatkan upaya
pernanggulangan penyandang masalah sosial; 2) Meningkatkan'
kemampuan kelembagaan pelayanan masalah-masalah sosial; 3).
Meningkatkan peranserta dunia usaha dalam penangguiangan
masalah sosial. e e
- Indikator keberhasilan terdiri dari : 1). Terbinanya kesejahteraan
sosial; 23. Meningkatnya mutu pelayanan masalah-masalah sosial.
3) Terwujudnya pelayanan dan rehabilitasi sosial; 4). Meningkatnya
peran serta dunia usaha dalam penanggulangan masalah sosial 5)
Terkordinasinya upaya penanggulangan bencana alam.
2.6. Tenaga Kerja

Tujuan Program ini adalah (1). Mewujudkan iklim kerja yang

X
P g8

menjamin perlindungan, keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan

tenaga kerja; (2). Menciptakan kawasan transmigrasi sebagai pusat-

pusat pertumbuhan vyang layak huni, layak usaha dan layak -

lingkungan alam maupun sosial. L TR N P LT e
Kegiatan pokok program ini adalah (1). Menyempurnakan
mekanisme pengadaan dan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri;

(2). Melakukan sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan
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ketenagakerjaan; (3). Meningkatkan perlindungan tenaga kerja
wanita terutama melalui penyuluhan dan pelatihan agar tidak terjadi
diskriminasi dan marijinalisasi; (4). Melakukan sosialisasi tentang
tujuan transmigrasi; (5). Mengembangkan lokasi transmigrasi sebagai
pusat pertumbuhan ekonomi dan sosial budaya;

~ Indikator keberhasilan terdiri dari : (1). Menurunnya tingkat
pengangguran; (2). Terwujudnya suasana kerja yang menjamin
keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan serta meningkatnya
produktivitas tenaga kerja; (3). Terwujudnya pola pemukiman yang
Iayaf< huni. \ |

3. PEMBANGUNAN HUKUM DAN HAM

Tujuan program ini adalah @ (1). Mewujudkan kepastian hukum

YAk ST ETAN

rﬁd.an menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat, (2). Mewujudkan
ketertiban, keamanan dalam masyarakat. (3). Mewujudkan hak-hak
azasi  manusia; (4. Meningkatnya  Kesadaran  Kehidupan
berbangsa,bernegara dan bermasyarakat dan bingkai NKRI ; (5).
Terciptanya dukungan seluruh komponen masyarakat terhadap
otonomi  daerah; (6). Meningkatnya pelayanan prima kepada
masyarakat.

~ Kegiatan pokok program ini adalah : (1) mengembangkan
produk-produk  hukum yang transparan dan responsif; (2)
meningkatkan jumlah dan mutu aparat hukum; (3) meningkatkan
kemampuan kelembagaan hukum; 4) pengembangan sarana dan
prahsarana hukum; (5) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
penegakan hukum; (6) meningkatkan perlindungan hukum dan HAM;
/) sosialisasi produk-produk hukum agan meningkatkan kesadaran

hukum dan HAM dalam masyarakat. T SR R
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~ Indikator keberhasilan terdiri dari : (a). Terwujudnya rasa aman
: dan keadilan dalam masyarakat, (b). Terciptanya kondisi masyarakat
vang tertib, teratur dan aman, {¢). Terwujudnya penegakan aturan-
aturan hukum yang menjamin penegakan hak-hak asasi manusia,
(d). Terciptanya aparatur dan sistem hukum yang menjamin, (e).
Mengembangkan produk hukum yang transparan dan responsif, (f).
Terciptanya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN,
4, POLITIK, PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH IED
4.1. Pembangunan Politik. -
Tujuan program ini adalah 1). Memantapkan pengembangan
sistim politik secara demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 45
dalam wadah NKRI;
Kegiatan pokok program ini adalah 1). Meningkatkan-
pemanfaatan peran komunikasi dan informasi melalui media masa;
2). Menumbuhkembangkan budaya politik demokrasi dalam
kehidupan  berbangsa, bernegara dan bermasyarakat; 3).
Meningkatkan komunikasi politik antara lembaga eksekutif, legislatif
dan masyarakat dalam semangat kemitraan; 4). Menciptakan iklim

yang kondusif bagi kemandirian parpo! dalam semangat NKRI; 5).

Mendukung sepenuhnya penyelenggraan Pemilu Tahun 2004.
Indikator keberhasilan terdiri dari : 1). Mantapnya eksistensi
NKRI di wilayah Nusa Tenggra Timur; 2). Berkembanganya sistim
komunikasi dan informasi melalui media masa; 3). Terwujudnya iklim
yang kondusif bagi perkembangan Parpol di Daerah;
4.2. Pembangunan Aparatur Pemerintah Daerah
Tujuan Program ini adalah membentuk profil aparatur pemerintah

daerah yang professional, bersih dan berwibawa dalam membangun
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pemerintahan yang baik (good governance). _ : . ‘
.~ Kegiatan pokok program ini adalah (1) Meningkatkan

pengetahuan  dan  keterampilan  tentang  sistem  manajemen

. pemerintahan; (2) Meningkatkan pembinaan mental dan keimaan;

(3) Memperiuas kesempatan studi lanjut bagi aparatur pemerintah;
(4) Meningkatkan pelatihan teknis fungsional dan strukturai; (5)
Meningkatkan penyediaan sarana dan fasilitas kerja;

Indikator keberhasilan terdiri dari : (1) Meningkatnya kemampuan
dan keahlian serta ketrampilan manajerial; (2) Meningkatnya
keimanan dan ketaqwaan (mental) aparatur; (3) Meningkatnya
dedikasi dan loyalitas (disiplin) aparatur; (4) Meningkatnya
7: kesejahteraan aparatur. TR AT RS LI P AT
4.3. Pembangunan Bidang Administrasi Publik

Tujuan Program ini adalah 1). mewujudkan sistem administrasi
publik vyang efisien dan efektif dalam mendukung proses
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan

kepada publik. e e e ca o

| Kegiatan pokok program ini adalah 1). Mengembangan sistem
informasi manajemen daerah yang mendukung aktivitas adminitrasi
publik;  2) Menyediakan dan memelihara sarana dan prasarana
penunjang teknologi informast administrasi publik; 3). Meningkatkan
tertib pengelolaan administrasi kepegawaian, baik tahap rekruitmen,
penempatan, promosi, maupun purna tugas; 4). Meningkatkan
Pengawasan dan pengendalian administrasi publik.

Indikator keberhasilan terdiri dari : (1) Terwujudnya sistem
administrasi  publik yang cfisien dan efektif; (2) Terwujudnya

pengembangan  institusi  admnistrasi  publik;  (3) Meningkatnya
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kapasitas kerja administrasi publik; (4) Terlaksananya pengawasan
dan pengendalian administrasi;
4.4. Otonomi Daerah

Tujuan Program ini adalah Meningkatkan kemandirian dalam
pengelolaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Kegiatan pokok ini adalah 1) Meningkatkan pemahaman
masyarakat tentang otonomi daerah dalam ‘bingkai NKRI; 2)
Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah; 3)
Meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran; 4) Meningkatkan
partisipasi lembaga swadaya masyarakat;

Indikator keberhasilan terdiri dari : (1) Meningkatnya partisipasi
masyarakat dalam proses pembangunan daerah; (2) Meningkatnya
kinerja lembaga eksekutif dan legislatif secara mandiri; (3)
Meningkatnya semangat kemiitraan antara eksekutif dan legislatif;
(4) Meningkatnya kesadaran kehidupan berbangsa, bernegara dan
bermasyarakat dalam bingkai NKRI; (5) Terciptanya dukungan
seluruh komponen masyarakat terhadap otonomi daerah;

4.5. Pembangunan Perdesaan

Tujuan Program ini adalah (1). Meningkatkan kemandirian dan
keswadayaan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan; 2).
Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana pembangunan
perdesaan.

Kegiatan Pokok program ini adalah (1).Penguatan Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari : Badan Perwakilan Desa
(BPD),LKMD/LPM, Pemerintah Desa / Kelurahan, PKK,Revitalisasi Pos
Yandu dan Dasa Wisma; (2).Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
terdiri dari : Pengembangan Pasar Desa, Pengembangan Usaha
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Ekonomi Keluarga dan Kelompok Masyarakat, Pembangunan sarana
dan prasarana penunjang pembangunan perdesaan, pemanfaatan
sumber daya daratan, pesisir dan laut, pemasyarakatan dan

| pemanfaatan 1TG; (3).Pemantapan sistim manajemen pembangunan N
desa/kelurahan yang meliputi : pendataan profil desa/kelurahan, = -~
“penataan ruang perdesaan, perencanaan partisipasi masyarakat,
musyawarah pembangunan desa/ kelurahan dan kecamatan,
perfombaan desa, UDKP Model; (4).Mengurangi Peningkatan Pekerja -
Anak di Desa Tertinggal (P2ADT); (5). Melaksanakan program PMT-
AS; (6). Pemanfaatan perpustakaan desa/kelurahan.

Indikator keberhasilan terdiri dari : (1). Terbentuknya BPD;
(2).Berfungsinya Pemerintahan Desa / Kelurahan; (3).Berfungsinya a
LKMD/LPM, PKK, Posyandu dan Dasa Wisma; (4).Meningkatnya
Kemampuan SDM masyarakat desa/kelurahan; (5). Meningkatnya
sarana dan Prasarana pembangunan Perdesaan; (6). Mantapnya
sistim Manajenem pembanguna desa / kelurahan. = R e ‘
'4.6. Pemberdayaan Masyarakat Miskin = o0 o7 RGiann 5

Tujuan Program ini adalah Mengentaskan kelompok masyarakat

Kegiatan Pokok program ini adalah 1). Menyediakan bantuan
sosial dasar terutama pendidikan dan kesehatan; 2). Mengupayakan
pelayanan bantuan paket ekonomi produktif; 3). Melaksanakan <
pendampingan kelompok masyarakat secara berkelanjutan; 4). ¢
- Memberdayakan perempuan melalui penguatan ekonomi lokal; 5).
Mendorong partisipasi dunia usaha dan lembaga kemasyarakatan & -

dalam pengentasan kemiskinan. . -
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Indikator keberhasiian terdiri dan : 1). Meningkatnya'pendapatan
penduduk miskin; 2). Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan
masyarakat miskin; 3). Tersedianya fasilitas pendampingan bagi
masyarakat miskin (Kader/fasilitator dan atau LSM).

4.7. Pengembangan Wilayah o A ,

. Tujuan Program ini adalah 1). Memacu pertumbuhan daerah
'melaiui percepatan pertumbuhan sosial ekonomi wilayah; 2).
Mengurangi kesenjangan sosial ekonomi antar wilayah; 3).
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia; 4). Meningkatkan
kemampuan kelembagaan pemerintah daerah dan masyarakat.

Kegiatan Pokok program ini adalah 1). Meningkatkan mutu
aparatur pemerintah melalui pelatihan, pemagangan dan studi lanjut;
2). Melakukan penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat dan
lembaga sosial lainnya dalam rangka pemantapan kerjasama
kelompok serta kegiatan usaha sektor riil masyarakat; 3).
Mengembangkan akses pasar dan pemantapan pasar lokal;, 4).
Mengamankan sumber air dan penyediaan air bersih; 5).
Meningkatkan penggalangan kerjasama kemitraan Pemerintah
Daerah, Pemerintah Pusat, Negara Donor, Dunia Usaha dan
masyarakat; 6). Melakukan pelatihan bagi masyarakat sesuai dengan
basis usahanya dan potensi pengembangan wilayah; 7).
Memantapkan penyusunan rencana pembangunan wilayah secara
profesional; B8). Melakukan evaluasi kinerja pengelolaan kawasan
pengembangan; 9). Menyusun data base kawasan pengembangan;
10). Melaksanakan sosiatisasi tentang pengembangan wilayah sebagai
medel pendekatan pembangunan daerah. -5 i o RIS
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| Indikator keberhasilan terdiri dari : 1). Meningkatnya kapasitas

~ daerah  melalui  koordinasi pengelolaan  pembangunan;  2).

“ Terwujudnya optimalisasi  pemanfaatan sumber daya daerah -

“berwawasan lingkungan; 3). Terwujudnya percepatan pertumbuhan
sosial ekonomi daerah; 4). Mantapnya koordinasi pengeiolaan
- kawasan prioritas yang meliputi kawasan khusus, kawasan kritis
minus dan kawasan tertinggal. |
5. PEMBANGUNAN AGAMA B
- 5.1. Program Pembinaan Kerukunan Hidup dan Preningkatan '-
" pelayanan Kehidupan Bergama |
~ Tujuan Program ini adalah Merciptakan suasana kehidupan
keagamaan di NTT vyang kondusif melalui penataan sistim
'kelembagaan dan manaijiemen pelayanan keagamaan guna
meningkatkan pendalaman, penghayatan dan pengamalan ajaran
~agama demi terlaksananya kerukunan hidup intern dan antar umat
beragama. o . o
Kegiatan pokok p‘rogram ihi aadalah (1).‘ Me]nin'gkatkan

keimanan dan ketagwaan umat beragama antara lain melalui

. perlombaan pembacaan Alkitab,paduan suara gerejawi

(Pesparawi},Pelayanan Haji dan Umroh,MTQ,Utsawa dharma gita; (2) -

| . Meningkatkan peran forum komunikasi antara tokoh umat beragama;

(3. Meningkatkan peran dunia usaha dan lembaga keagamaan dalam
- menata kehidupan lingkungan umat beragama.

Indikator keberhasilan terdiri dari : (1) meningkatnya

pemahaman dan pengamalan ajaran agama bagi individu, keluarga

dgan masyarakat; {2). Meningkatnya pelayanan dan kemudahan bagi

_' umat beragama dalam melaksanakan ibadah; (3). meningkatnya
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Partisipasi umat beragama dalam proses penyelenggaraan
pembangunan manusia dan lingkungan fisik demi kesejahtraan umat
manusia.

5.2. Program Pembinaan Pendidikan Agama

Tujuan program ini adalah Meningkatr(an kualitaspendidikan
agama bagi siswa agar pemahaman, penghayatanl .dan pengamalan
ajaran agama secara benar dan bertanggung jawab.

Kegiatan pokok ini adalah (1). meningkatkan jumlah dan mutu
tenaga pengajar/guru pendidikan agama; (2). Melakukan sosialisasi
tentang pentingnya pendidikan keagamaan di lingkungan keluarga.

Indikator keberhasilan terdiri dari : (1). meningkatnya kualitas
pengajar ; (2). Meningkatnya etika dan moral bagi siswa.

5.3. Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama

Tujuan program ini adalah menata sistem kelembagaan dan
manajemen pelayanan serta terpenuhinya sarana dan prasarana
keagamaan guna memberikan kemudahan bagi umat beragama
dalam menjalankan ibadah.

Kegiatan pokok ini adalah 1) memberikan bantuan
pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana peribadatan; 2)
memberikan pelayanan kepada umat nasrani menjalankan kegiatan
keagamaan antara lain Pesparawi dan siarah iman; 3) menyediakan
sarana dan prasarana lembaga keagamaan; 4) meningkatkan
pelayanan haji dan umroh, 5) Meningkatkan peran dunia usaha dalam
kehidupan keagamaan.

Indikator keberhasilan terdiri dari : 1). meningkatnya
pelayanan dan kemudahan bagi umat beragama dalam melaksanakan

ibadah;  2) meningkatnya partisipasi umat dalam proses
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penyelenggaraan kegiatan pelayanan kehidupan beragama.
5.4. Program Pembinaan Kelembagaan Sosial Umat Beragama
Tujuan Program ini adalah 1). Meningkatkan peran dan
kemampuan lembaga-lembaga sosial umat beragama; 2).
Meningkatkan partisipasi umat dalam pelaksanaan kegitatan sosial
umat beragama. . e e e pgess _.
Kegiatan pokok program ini adalah 1) ,,}_Memberdayakan
lembaga sosial umat beragama dalam rangka menciptakan
kemandirian seperti Pemuda GMIT, GMKI, Pemuda Katholik, PMKRI,
Peradah, Pemuda Mesjid, HMI “dan lainnya; 2) memberikan bantuan
sarana dan prasarana Iembagé. sosial keagamaan; 3) meningkatan
mutu SDM lembaga sosial umat beragama; ,
Indikator keberhasilan terdiri dari : 1). berfungsinya lembaga
sosial umat beragama secara proposional dan bertanggugjawab. 2)
terbinanya kemitraan dan kolaborasi yang harmonis antar lembaga
sosial umat beragama.
6. PEMBANGUNAN KEAMANAN, KETENTRAMAN DAN

KETERTIBAN MASYARAKAT

Tujuan program ini adalah : 1) membangun sistim keamanan
swakarsa yang berbasis masyarakat; 2) mendorong peningkatan
kesejahteraan masyarakat dalam kondisi aman dan tertib.

Kegiatan pokok program ini adalah : 1). Meningkatkan partisipasi
dan peran seluruh komponen masyarakat dalam mewujudkan
keamanan, ketenteraman dan ketertiban vyang kondusif; 2)
Mendorong dan mendukung terbangunnya sistim keamanan &
ketertiban terutama di daerah perbatasan dengan Timor Timur dan

kawasan lainnya; 3) Meningkatkan sarana dan prasarana keamanan
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dah ketertiban baik didalam daerah maupun di kawasan perbatasan'
antara lain Timor Timur dan Australia; 4) meningkatkan mutu SDM
dibidang, keamanan, ketenteraman dan ketertiban.

| Indikator keberhasilan terdiri dari : 1) terwujudnya suasana rasa
aman tentram dalam kehidupan masyarakat; 2) terbinanya kemitraan

yang harmonis antara masyarakat dan aparat keamanan.
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. i aAlED W . s BAB v
sens oo PENGUKURAN DAN
yosee . EVALUASI KINERJA

A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA
Pengukuran  kinerja digunakan untuk penilaian atas

keberhasnlan/kegagalan pelaksanaan kegiatan, program dan kebijakan.

sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah dltetapkan dalam rangka

mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah. Pengukuran kinerja

mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian

indikator kinerja.  ©

1. Indikator Kerja S ot

- Indikatror kinerja dapat dlkelompokkan menJadl fima tolok ukur

yakm. masukan (inputs), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat

(benefit) dan dampak (impact). Penetapan kelima tolok ukur tersebut

harus didasarkan pada perkiraan vyang realistis dengan

memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Karena itu

indikator kinerja hendaknya memenuhi persyaratan berikut ini:

a. Spesifik dan jelas. R

b. Dapat diukur secara obyektif baik yang berSIfat kuantltatlf maupun
kualitatif

c. Dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk menunjukkan
keberhasilan masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

d. Harus fleksibel dan sentitif terhadap perubahan terhadap
perubahan. < e o P

e. Efektif, yaitu data/informasinya dapat dikumpulkan, diolah, dan
dianalisis secara efisien dan ekonomis.
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2. Capaian Kinerja

"~ Penetapan capaian kinerja dimaksudkan untuk mengetahui dan
menilai capaian indikator kinerja dari implementasi kegiatan, program
dan kebijakan yang telah ditetapkan. Pengukuran terhadap capaian
kinerja diperlihatkan dalam format berikut ini.

FORMAT PENGUKURAN KINERJA

: - 17 Capaian:Indikator Kinerja |
N | Kebija | Prog | Kegi | Indikator | Sat | Ren | Rea | Cap L .. . . Nl | ket
0 kan ram | atan ; Kinerja = uan  can . alan ha !
32 3 4 | 5 6 7B . 9 11 ] 1
Masukan 3
Keluaran
Hasil
Manfaat
. Dampak
X o XXX
Legenda: Lo RHTHEE T Ly

1. Hubungan antara Realisasi Indikator Kinerja (masukan, keluaran,
hasil, manfaat, dampak) pada kolom (8) dengan Capaian Indikator
-+ Kinerja (CIK) pada kolom (9) dapat bersifat:
~~ a. Positif; artinya semakin tinggi realisasi menggambarkan
pencapaian indikator kinerja yang semakin tinggi. Dalam
hubungan ini, CIK dengan rumus sebagai berikut:

B T s Realisasi

Rencana

i b. Negatif; artinya semakin tinggi realisasi menggambarkan
- & pencapaian indikator kinerja yang semakin rendah. Dalam hal ini
CIK dihitung dengan rumus sebagai berikut:

b : (Rencana - (Realisasi -~ Rencana)
OERET IR = mm e e x 100%; (2)
' ' Rencana - _



o5 .

2. Tanda (x) pada kolom (9) adalah rata- rata "persentase CIK yang
d:hltung dengan rumus sebagai berikut: i ¢

S ’fh e ZCIKM K,H,M,D e
' 8gik = =mmmmmmmmmmmoees S e . (3)

3. Tanda (xx) pada kolom (10) adalah jumiah bobot dari masing-
masing indikator kinerja. Jumlah bobot = 1,00. Penentuan bobot
pada masing-masing indikator kinerja ditentukan secara arbitrer
dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:.

a. Indikator yang menunjukkan hasil (outcome) atau manfaat
(benefit) diberi bobot yang lebih tinggi daripada indikator
masukan (input) atau keluaran (output).

b. Indikator yang erat kaitannya dengan tujuan dan sasaran serta
kebijakan, program dan kegiatan diberi bobot yang lebih tinggi.

¢. Indikator yang mempunyai keterkaitan dengan kebijakan yang
lebih tinggi diberi bobot tinggi.

d. Indikator vyang Dberkaitan dengan hal-hal vyang dapat
dikendalikan diberi bobot yang lebih tlnggl dari indikator yang
tidak dapat dikendalikan.

4. Nilai Indikator Kinerja (NIK) pada kolom (11) dihitung dengan
rumus sebagai berikut:

NIK=CIKxBobot; .... ...... ... ... ..., (4)

5. Tanda (xxx) pada kolom (11) adalah total NIK yang merupakan
penjumiahan dari NIK masukan, keluaran, hasil, manfaat dan
dampak. N L T A cen SR mr

B. EVALUASI KINERJA = L _

Evaluasi kinerja dimaksudké.r'w untuk menghitung nilai capaiz;n‘
kinerja implementasi program dan kebijakan berdasarkan nilai capaian
Kinerja kegiatan pada setiap rumpun program dan kegiatan. Untuk itu,
tahapan evaluasi kinerja dimulai dari menghitung nilai capaian
kegiatan, nilai capaian program dan nilai capaian kebijakan.

Ve e e e
R kg Ve



1. Nilai Capaian Kegiatan (NCK)
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Nilai Capaian Kegiatan (NCK) adalah penjumlahan nilai seluruh

kegiatan (Kolom 7) dengan menggunakan format sebagai berikut.
FORMAT EVALUASI KINERJA KEGIATAN

T “Capaian | Bobot |7 Wilai- -
_ , l | Kelompok ; Kelompok-!| Kelompok | - Capaian -
‘No Program | Kegiatan | Indikator : Indikator | Indikator Kelompok-
: : -4 Kinerja ! Kinerja Kinerja Indikator .
S T %) ot | Kinerda,
1 2 3 | 4 5 6 7
' (1) { Masukan
| Keluaran
| Hasil
| Manfaat
Dampak |
Jumiah Nilai Capaian Kegiatan 1
| (2) (Masukan |
? | _ Keluaran | ;
*‘ | A Hasil I I
; ; Manfaat | |
‘ [ Dampak | (
l Jumiah Nilai Capaian Kegiatan 2

Legenda:

a. Kolom (5) diisi dengan cara memindahkan Nilai Capaian Indikator
Kinerja pada kolom (11) format pengukuran kinerja kegiatan.

b. Kolom (6) pemberian bobot mengikuti pedoman pada kolom (10)
format pengukuran kinerja kegiatan.

¢. Nilai Capaian Kelompok Indikator Kinerja (NCKIK) pada kolom (7)
dihitung dengan rumus sebagai berikut:

i

NCKIK = kolom 5 x kolom 6;

d'. Nilai Capaian Kegiatan (NCK) diperoleh dengan cara menjumlahkan
~ seluruh NCKIK pada kolom (7).

2 Nilai Capaian Program (NCP)‘"

Nilai Capaian Program (NCP) adalah penjumlahan nilai seluruh

kegiatan (Kolom 7) dari masing-masing rumpun program dengan

menggunakan format sebagai berikut.



FORMAT EVALUASI KINERJA PROGRAM

' ' : - Nilai - | . T UNilai
Nomor | Kebijakan | Program.| Keglatan .|. Capaian quqt - Capaian
- : : Kegiatan Kegiatan -~ j . -Akhir.
I 1 _ I S Kegwtan
S e T 3 % N - T
(1)
Jumiah Nilai Capaian Program 1
(2) '
Jumlah Nilai Capaian Program 2
Jumlah Nilai Capaian Seluruh
Program
Legenda: T e n gt

d.

Kolom (5) diisi dengan memindahkan Nilai Capaian Kelompok

Indikator Kinerja (NCKIK) pada kolom (7) format evaluasi kinerja
kegiatan. -
Kolom (6) bobot kegiatan pada masintg-masing rumpun program
diasumsikan sama besar (proporsional). '

. Nilai Capaian Akhir Kegiatan (NCAK) pada kolom (7) dihitung -

dengan rumus sebagai berikut: o
NCAK = kolom5S5xkolom®6; ... ............... (6)

Nilai Capaian Program (NCP) diperoleh dengan cara menjumlahkan
seluruh NCAK pada kolom (7).

. Nilai Capaian Kebijakan {NCKi)

Nilai Capaian Kebijakan (NCKi) adalah penjumiahan nilai seluruh

ptogram (Kolom 7) dari masing-masing rumpun kebijakan dengan

menggunakan format sebagai berikut.
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- » #w EORMAT EVALUASI KEBIJAKAN
T T T T T T T i Gapaian
‘Nomor'| Kebijakan' | - Program Nilai Capaian| - Bobot Akhir
N ' B program ___Program Program:- -
Vool e e s SRR IR

. By <o BT

T | JUMLAH NILAI CAPAIAN KEBIJAKAN

G TEN LIS,

Legenda:

a. Kolom (4) diisi dengan cara memindahkan nilai capaian program

» pada kolom (7) format evaluasi kinerja program.

b. Kolom (5) bobot untuk program yang berasal dari rumpun program
pokok lebih besar dari bobot program pada rumpun program
penunjang dengan komposisi 0,60 untuk program pokok dan 0,40
untuk program penunjang.

¢. Kolom (6) Nilai Akhir Capaian Program dihitung dengan rumus:

NACP = kolom (4y x kolom (5); . ............... (7)

d. Nilai Capaian Kebijakan (NCKi) diperoleh dengan cara
menjumlahkan seluruh NACP pada kolom (6).

C. KESIMPULAN HASIL AKHIR KINERJA
o Kesimpulan akhir kinerja adalah kerampatan empiris
(generalisasi) dari hasil evaluasi kinerja kegiatan, program dan
kebijakan yang menjelaskan derajat keefektivan strategi dan derajat
pencapaian tujuan program pembangunan daerah. Kesimpulan akhir
atas kerampatan empiris yang dlmaksud dilakukan berdasarkan skala
pengukuran kuantitatif dan kualitatif.
1. Skala Pengukuran Kuantitatif =

Skala pengukuran kuantitatif di‘lla'ku‘kan dengan menggunakan

indeks statiftik deskriptif berupa mean (rata-rata) dan simpangan
baku (standar deviasi), dengan kategori sebagai berikut:
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, a. Mean + > 1SD = Sangat Baik
smar b, Mean + 1 SD = Baik

gisw €. Mean - ... ... = Sedang

' d. Mean - 15D = Kurang Baik

e e. Mean - (> 15D)
2. Skala Pengukuran Kualitatif |

Buruk

Skala pengukuran kualitatif adalah penentfjan karegori tingkat
keefektivan strategi dan tingkat pencapaian tujuan program
pembangunan daerah cara mentransformasi nilai akhir capaian

kebijakan ke dalam pengukuran ordinal sebagai berikut:

>

a'tv a. Sangat Baik = > 80,00

i b. Baik .. "% = 60,00 - 79,99
¢c. Sedang : it = 50,00-59,99 : -
d. Kurang Baik .5 = 40,00 - 49,99 TR
e. Buruk 7 7 = < 40,00

D. ANALISIS PENCAPAIAN AKUNTABILITAS KINERJA
. Analisis pencapaian akuntabilitas kinerja dilakukan dengan
mengaraikan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan, program dan
kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi
sebagai telah ditetapkan. Dalam analisis ini dijelaskan proses 'dan
nuansa pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien dan efektif
sesuai dengan kebijakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.
Analisis ini dilakukan dengan menggunakan informasi atau data
yang diperoleh secara lengkap dan rinci sebagaimana tergambar pada
kelompok indikator kinerja (lihat format evaluasi kinerja kegiatan,
program dan kebijakan). Selain itu dilakukan pula analisis terhadap

komponen-komponen penting seperti analisis input - output, analisis
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realisasi hasil dan manfaat, analisis dampok positif dan negatif dan
analisis proses pencapaian indikator kinerja. Analisis yang dimaksud
dilakukan dengan cara membandingkan indikator kinerja dan realisasi
sebagai berikut: )
a. Perbandingan antara kinerja nyata dan kinerja yang direncanakan.
b. Perbandiungan antara kinerja nyata dengan tahun sebelumnya.
Selain itu, untuk medapatkan kedalaman dan keluasan analisis,
substansi analisis hendaknya menampilkan suatu penilaian kritis
tentang ketepatan keterkaitan kegiatan, program dan kebijakan
dengan visi dan misi pembangunan daerah sehingga diperoleh umpan
balik untuk memantapkan kegiatan, program dan kebijakan yang telah
ditetapkan. Dalam kaitan ini suatu ulasan tentang sejumiah kondisi
dan variabel yang melatarbelakangi cakupan akuntabilitas kinerja
perlu dilakukan sehingga diperoleh pemahaman yang jelas tentang
penyebab kegagalan atau keberhasilan kegiatan, program dan
kebijakan. et e _
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: PENUTUP

Naskah Rencana Strategis Pembangunan Daerah (Renstrada)
Propinsi NTT Tahun 2002 - 2004 ini merupakanl_lampiran sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu }‘kesatuan dengan
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 Tanggal 25 Januari 2002
tentang Rencara Strategis Pembangunan Daerah Propinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2002-2004. ' 'd N

Dalam pelaksanaannya Renstrada akan diuraikan lebih rinci
dalam Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada) yang
memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang
disusun berdasarkan pendekatan kinerja yang akan ditetapkan setiap
B tahunnya oleh Gubernur bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD). |

~ Menurut sifatnya, Renstrada hanya memuat program dan
kegiatan-kegiatan pokok pembangunan daerah NTT yang dibiayai oleh
- APBD Propinsi NTT dan karena itu, Renstrada Propinsi NTT Tahun
2002-2004 harus menjadi acuan bagi dinas/instansi Daerah dalam
menyusun Rencana Strategis (Renstra) dinas/instansinya, sehingga
dengan demikian akan terjadi suatu koneksitas program dan kegiatan-
kegiatan pokok pembangunan daerah. _ :

Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan lembaga-
lembaga Daerah bertanggungjawab untuk menjaga konsistensi antara
- Poldas, Propeda, Renstrada dan Repetada melalui proses perencanaan

pembangunan dan anggaran setiap tahunnya. Demi terwujudnya

101
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.perencanaan pembangunan daerah yang lebih terintegrasi,

~ menyeluruh, bertanggung-gugat dan terkendali pelaksanaannya, maka

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan koordinasi
perencanaan pembangunan, anggaran, serta pemantauan dan evaluasi
kinerja. Disamping itu, diperlukan suatu komitmen yang tunggal untuk
melaksanakan program, kegiatan pembangunan yaﬁg tertuang dalam
Renstrada ini. | o
Demikianlah' Renstrada ini disuéﬁ.h Sebég”ai alat manajemen
strategis Kepala Daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta
- tujuan pembanguan daerah secara effisien dan effektif. Sebagai alat
manajemen strategis, keberhasilan implementasi Renstrada ini sangat
“ ditentukan oleh pemahaman dan kreativitas pihak-pihak yang
menggunakan Renstrada ini sebagai acuan untuk melaksanakan
pembangunan di daerah NTT. |

%}
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ANALISIS SWOT
LINGKUNGAN

LAMPIRAN

INTERNAL

KEKUATAN

KELEMAHAN

1. LINGKUNGAN FISIK
Wilayah lautan yang luas mengandung potensi
ekonomi yang relatif besar.
Luasan lahan yang belum dimanfaatkan relatif
besar sangat petensil untuk pengembangan
ternak dan tanaman perkebunan.
Potensi tambang bahan mineral dan energi
yang belum dieksplcitasi dan dieksplorasi
relafif besar.
Tersedia cukup banyak obyek wisata yang
dapat dikembangkan untuk menunjang
perekonomian daerah,
Letak geografis yang strategis sangat
menguntungkan bagi perdagangan
internasional. o
Iklim tropis yang dominan sangat
menguntungkan bagi pengembangan
pertanian, kehutanan, peternakan dan
pariwisata.

1. LTINGKUNGAN FISIK
Tidak tersedia data yang cukup tentang
potensi dan persebarannya menjadi kendala
hagi investor.
Kepemilikan lahan yang bersifat komunal
sulit menjamin pengalihan kepemilikan lahan
untuk kepentingan produktif.
Tidak tersedia data.Potensi yang cukup dan
adanya klaim kepemilikan adat, terhadap
lokasi tambang menyutitkan investor untuk
melakukan penambangan atau kepentingan
investasi lainnya.
Promosi wisata dan sarana penunjang
kepariwisataan belum menunjang, sehingga
kurang menarik peminat dan investor,
Sumberdaya ekonomi terfragmentasi dalam
jumlah kecil pada rentang wilayah yang luas
sehingga membutuhkan biaya pengumpuian
yang tinggl.
Rawan bencana, kekeringan dan ancaman
hama.
curah hujan yang rendah dan tidak merata.
Topografi tanah yang rentan erosi,

2. LINGKUNGAN SOSIAL
Relasi-relasi sosial yang bersifat sentrifugal
sangat mendukung terciptanya kekompakan,
keakraban dan partisipasi sosial yang tinggi.
Pola kekerabatan dan komunikasi sosial yang
bercerak primer memungkinkan terciptanya
kegotongroyongan dalam masyarakat
Qrganisasi sosial yang bercorak primer
memungkinkan komunikasi langsung yang
menjamin keakraban dan saling pengertian
yang tinggi.

Hirarki sosial yang bersifat komando
(paternalistik) menjamin terciptanya ketaatan
dan kepatuhan.

Sistem sosial yang solid dapat menjamin
pelestarian nilai-nilai sosial budaya dalam
masyarakat.

Keragaman budaya yang tinggi mengandung
kearifan-kearifan iokal dan daya tarik bagi
percepatan pembangunan.

2. LINGKUNGAN SOSIAL
Relasi sosial yang sentrifugal sangat rentan
konflik. ‘
Pola kekerabatan dan komunikasi sosial
yang bercorak primer cenderung menutup
diri terhadap lingkungan sekitar yang
semakin terdiferensiasi.
Struktur sosial yang bercorak paternalistik
menghambat adopsi inovasi teknologi yang
sulit berkembang, melemahkan kreativitas
dan inisiativ serta melenggakan
ketergantungan.
Sistem sosial yang kukuh (rigid) cenderung
membatasi masyarakatr untuk
mengakomedasi nitai-nilai baru yang
berkembang.
Keragaman budaya yang finggi
membutuhkan pola pendekatan
kemasyarakatan yang beragam.
Keterikatan yang kuat pada kearifan-
kearifan lokal cenderung menciptakan
resistensi terhadap perkembangan teknologi
atau cara-cara baru yang lebij maju dan
efisien.

Y




LAMPIRAN

3. INFRASTRUKTUR PEMBANGUNAN

« Terdapat banyak infrastruktur fisik yang telah

dibangun. Pemanfaatan yang optimal terhadap
ragam infrastruktur fisik tersebut akan
memperkuat dan meningkatkan kemampuan
produktif masyarakat.

Adanya komitmen pemerintah yang tinggi
dalam pembangunan infrastruktur
sebagaimana terlinat dari semakin
meningkatnya alokasi anggaran pembangunan
infrastruktur fisisk setiap tahunnya merupakan
jaminan bagi peningkatan kemampuan
produktif masyarakat,

3. INFRASTRUKTUR PEMBANGUNAN

« Parsebaran infrastruktur yang dibangun
kurang merata, sehingga masih banyak
lapisan masyarakat yang belum terlayani
dengan baik.

« Banyak infrastruktur fisik yang kurang sesuai
dengan kebutuhan masyarakat sehingga tidak
dimanfaatkan secara optimal, bahkan
sebagian telah rusak karena tidak
dimanfaatkan.

» Penempatan infrastruktur yang tidak sesuai

sebagai akibat lemahnya perencanaan

mengakibatkan banyak infrastruktur yang
tidak produktif.

Kurang baiknya pengawasan dalam

pembangunan infrastruktur mengakibatkan

banyak infrastruktur yang dibangun dengan
kualitas yang rendah.

+ Model pembangunan infrastruktur yang
sentralistik mengakibatkan kurang
berkembangnya partisipasi dan kesadaran
masyarakat untuk pemeliharaan infrastrutkur
yang telah dibangun.

4, KETENAGAKERJAAN
Tenaga kerja produktif sangat dominan dalam
struktur ketenagakeriaan di NTT.
Tingkat, partisipasi tenaga kerja sangat tinggi,
hal ini dapat dilihat dari angka pengangguran
terbuka yang relatif rendah.
Konsentrast tenaga kerja produktif pada sektor
pertanian diperdesaan relatif besar,
merupakan dukungan bagi pengembangan
sektor pertanian.

4. KETENAGAKERJAAN
Kualitas sumberdaya manusia (tenaga kerja)
relatif rendah ditunjukkan dengan rata-rata
pendidikan setingkat sekolah dasar.
Kemampuan serapan teknologi yang relatif
rendah menjadikan sulitnya menggunakan
input teknologi yang lebih baik dalam proses
produksi.
Produktivitas dan daya beli per kapita relatif
rendah.
Persebaran tenaga kerja belum terdiferensiasi
pada sektor-sektor non pertanian menjadikan
seitor pertanian menyerap tenaga kerja
secara berlebihan sehingga produktivitasnya
rendah.

5. INSTITUSI SOSIAL
Jumlah lembaga keagamaan yang banyak dan
beragam memungkinkan proses pembinaan
warga masyarakat dengan baik.
Jumiah lembaga pendidikan formal dan non
formal yang semakin bertambah dan beragam
memungkinkan prases alih teknologi dan
pembinaan SDM dapat berkembang dengan
baik.
Bertumbuhnya LSM yang menangani berbagai
bidang pembangunan menjadi mitra
pemerintah yang produktif dalam
pembangunan.

5. INSTITUSI SOSIAL

« Lembaga-lembaga keagamaan kuarang
dimanfaatkan dalam menunjang pelaksanaan
pembangunan.

» Fungsi sosial lembaga-lembaga keagamanan
dalam mendorong percepatan pembangunan
masyarakat masih sangat terbataas.

«» Jangkauan pelayanan lembaga-lembaga
pendidikan formal dan non formal kurang
optimai.

+ Kurang relevannya out put pendidikan formal
dan non formal.

» Ketergantungan pendanaan |.SM terhadap
pihak lain sangat tinggi.

104




LAMPIRAN

« Belum adanya pola kemitraan yang dapat
melakukan pelayanan kemasyarakatan secara
terpadu antara LSM dan Pemerintah.

1

6. ATURAN-ATURAN HUKUM

« Tersedia berbagai perangkat peraturan yang
memungkinkan pemerintah daerah dapat
mengelola pembangunannya secara mandiri
dan bertanggungjawab.

« Tersedianyanya perangkat peraturan yang
cukup untuk menjamin keterturan dan
kelancaran pelaksanaan pembangunan.

» Tersedianyanya perangkat peraturan vang
cukup untuk membatasi dan meningdak praktik
KKN.

' 6. ATURAN-ATURAN HUKUM

« Aturan-aturan hukum yang sudah ada kurang
disosialisasikan dengan baik sehingga
menimbulkan keragaman pemahaman dan
kekeliruan dalam penerapannya.

» Aturan-aturan hukum yang sudah belum
diimplementasi secara optimal sehingga
dampaknya bagi keteraturan, kelancaran dan
kepastian hukum belum optimai.

» Terdapat cukup banyak aturan-aturan hukum
yang kurang konsisten dengan tata urutan
peraturan perundang-undangan sehingga sulit
mengimplementasikannya.

« Penerapan aturan-aturan hukum dalam
rangka pemberantasan KKN belum dijalankan
secara menyelursh dan konsisten.

g ame iy
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1. POLITIK & KEAMANAN DALAM NEGL'RI
+ Politik dalam negeri yang semakin membaik
akan mernberi jaminan terhadap pelaksanaan
permbangunan.

e Proses demokrasl yang semakin membaik

akan memberi konstribusi bagi meningkatnya
partisipasi masyarakat pelaksanaan
pembangunan.

» Politik dalam negeri semakin membaik akan

memberi jaminan terhadap masuknya
investasi asing yang berguna bagi peningkatan
aktivitas ekonomi di daerah.

« Perhatian pemerintah dan masyarakat yang

tinggi untuk menciptakan situasi yang aman
memberi peluang bagi masyarakat untuk
mengembangkan berbagai kegiatan produktlf
secara bebas,

1. POLITIK & KEAMANAN DALAM NEGERI
= Masih terbatasnya pemahaman masyarakat
terhadap proses demokrasi mengakibatkan

berbagai gejolak yang mengganggu
kepentingan umum dan pembangunan.

= Komunikasi palitik yang kurang terkoordinasi
dan terarah dapat mengakibatkan
kebingungan, saling curiga dan disharmoni di
dalam masyarakat. '

« Tindakan pengamanan yang tidak
proporsional dapat mengakibatkan ketakutan
dan ketidak ketentraman dalam masyarakat.

» Kurangnya kepedulian dan partisipasi

masyarakat dalam menciptakan keamanan,

ketertiban dan ketentraman dapat
menimbulkan berbagai kekacauan yang
merugikan masyarakat dan pemerintah.

2, PEREKONOMIAN DALAM NEGERI]

« Perekonomian dalam negeri yang semakin

membaik dapat mendorong peningkatan dan
pertumbuhan ekonomi di daerah.

« Semakin meningkatnya trasfer pemerintah

pusat gkan meningkatikan ketersediaan
pendanaan pembangunan didaerah.

+ Minat berinvestasi yang semakin meningkat

secara nasional dapat mendorong peningkatan
investasi di daerah,

« Perekonomian daerah yang semakin

terintegrasi dengan perekonomian nasional
dan internasional dapat mendorong
pembangunan ekonomi di daerah.
Ekspansi lembaga-iembaga keuangan ke
daerah dapat memberikan dukungan
pendanaan pemabangunan bagi daerah.

2. PEREKONOMIAN DALAM NEGERI

+ Ketidaksiapan masyarakat dan pelaku
ekonomi untuk meningkatkan daya saing
dapat menghambat pertumbuhan ekonomi di
daerah.

« Ketergantungan yang semakin besar terhadap
transfer pemerintah pusat dapat mengurangi
kreativitas dan kesungguhan pemetintah
daerah dalam memperkuat basis keuangan
daerahnya.

« Meningkatnya investasi tanpa kesiapan
masyarakat dan pelaku ekonomi di daerah
mengakibatkan mengalimya sumber daya
ekonomi ke tempat lain.

« Gejolak —gejolak perekonomian pada tingkat
nasional dan internasional dapat menghambat
pertumbuhan ekonomi di daerah.

» Sektor rill yang tidak dikembangkan secara
sungguh-sungguh di daerah mengakibatkan
semakin dominannya pelaku ekonomi yang
berasal dart luar daerah sehingga mendorong
pelarian moadal keluar daerah.

3. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL

+ Pemberian kewenagan penggeloiaan
pembangunan yang semakin besar kepada
daerah akan mendorong keleluasan untuk
merencanakan dan melaksanakan
pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan
masyarakat.

« komitmen pemerintah untuk mendorong
perkembangan UKM mermberikan peluang bagi
daerah untuk mendorong pembinann UKM
kearah yang lebih baik.

3. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL

» Kewenangan penggelolaan pembangunan
yang semakin besar pada kabupaten/kota
tanpa diikuti perubahan cara berpikir
mengakibatkan semakin sulitnya koordinasi
Permerintah Propinsi dan Pemerintah
Kabupaten/Kota.

» Pembinaan UKM yang tidak berkelanjutan
akan mengakibatkan pembinaan yang telah
dilaksanakan dengan biaya besar menjadi
mubasir.
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Komitmen pemrintah bagi penggembangan
tembaga-lembaga keuangan mikro di
perdesaan akan mendorong masuknya aliran
modal ke perdesaan.

Komitmen pemerintah untuk mempercepat
pembangunan Kawasan Timur Indonesia
mefaui penggembangan kawasan-kawasan
khusus akan mendorong percepatan
pembangunan di daerah.

« Meningkatnya aliran modal ke perdesaaan
melalaui lembagan kewangan mikro perdesaan
tanpa diikuti dengan pendampingan yang
intensif dapat mengakibatkan masyarakat
terbebani hutang kepada lembaga-lembaga
keuangan.

» Penggembangan kawasan khusus tanpa diikuti
kemampuan perencanaan dan pengelolaan
program secara baik akan membebani
Pemerintah Darah.

4. KEMAJUAN IPTEK
Kemajuan itmu pengetahuaan dan teknologi
dapat mendorong berkembangnya pikiran-
pikiran pengembangan yang makin beragam.
Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
dapat mendorong percepatan perkembangan
masyarakat.
Kemajuaan ilmu pengetahuan dan teknologi
memberikan peluang hagi daerah dalam-.
memanfaatkan potensi-potensi sumber daya
secara effisien dan effektif.

4. KEMAJUAN IPTEK

» Rendahnya kemampuan masyarakat dalam
menvyerap ilmu pengefahuan dan teknologi
dapat menciptakan kesenjagan pada tingkat
lokal, nasional dan internasional.

« Ketidakmampuan masyarakat untuk
menyeleksi masuknya nilai-nilai baru dapat
menimbuilkan ekses-ekses yang negatif dalam
masyarakat.

» Pemanfaatan sumber daya alam yang secar
berlebihan dengan teknologi maju dapat
mengakibatkan degradasi lingkungan.

5. INTERNASIONAL
ntegrasi dan keterkaitan perekonomian yang
semakin meluas akan menciptakan peluang
bagi pengembangan potensi ekonomi daerah
Semakin meningkatnya perhatian lembaga-
lembaga internasional terhadap pembangunan
daerah akan mendorong percepatan
pembangunan di daerah
Perhatian dunia internasional terhadap
pelestarian lingkungan di negara-negara
berkembang dapat mengurangi beban daerah
terhadap penaganan lingkungan.
Peningkatan permintaan terhadap komoditas
pertanian dari wilayah tropis dapat mendorong
peningkatan produksi komoditas pertanian di
daerah,
Kehadiran Negara baru Tmor torosae yang
berbatasn langsung dengan Propinsi NTT
dapat menciptakan peluang-peluang ekonomi
melalui kerjasama perdagangan lintas batas.

5. INTERNASIONAL

= Gejolak moneter internasional secara langsung
akan mempengaruhi perrekonomian daerah.

« Liberalisasi ekonomi dengan kompetisi yang
semakin tinggi. Ketidaksiapan masyarakat dan
pelaku ekonomi dalam berkompetisi akan
mengancam pertumbuhan ekonomi di daerah.

= Kekurangsiapan pemerintah daerah untuk
memanfaatkan bantuan internasional dapat
menurunkan kredibilitas pemerintah dan
masyarakat di daerah di mata lembaga-
lembaga internasional.

= Pengembangan komoditas agrobisnis didaerah
dalam skala kecil dapat menghambat
dayasaing komoditas pertanian di daerah.

» Meningkatnya arus transaksi lintas batas
tanpa diikuti kesiapan pelaku ekonomi di
daerah mengakibatkan keuntungan lebih
banyak dinikmati pelaku ekonomi luar daerah.

» Peningkatan permintaan agregat dari Timor
Lorosae harus diikuti dengan peningkatan
kapasitas produksi di daerah. Ketidak
seimbangan kapasitas produksi dengan
permintaan mengakibatkan hilangnya
keuntungan bagi pelaku ekonomi di daerah.

« Peningkatan transaksi ekonomi lintas batas
tanpa diikuti regulasi secara proposional akan
mengakibatkan tumbuhnya perdaggangan
gelap yang merugikan perekonomian daerah
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RINGKASAN MATRIKS SWOT
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PELUANG (O)

Politik dan
keamanan Dalam
Negeri
Perekonomian
Dalam Negeri

. Kebijakan

Pembangunan
Nasional
Kemajuan IPTEK

. Internasional

KEKUATAN (S)

. Lingkungan Fisik
. Lingkungan Sosial
. Infrastruktur

Pembangunan

. Ketenagakerjaan
. Institusi Sosial
. Aturan-Aturan

H

ol

ANCAMAN (T)
Politik dan
keamanan Dalam
Negeri
Perekonomian
Dalam Negeri
Kebijakan
Pembangunan
Nasional
Kemajuan IPTEK
Internasional

. Lingkungan Sosial
. Infrastruktur

KELEMAHAN (W)
Lingkungan Fisik

Pembangunan
Ketenagakerjaan
Institysi Sosial -
Aturan-Aturan
Huk

't
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CNO | KEUATAN © | BOBOT | RATING | ~ SKOR
R LINGKUNGAN FISIK
| Lo Wilayah lautan yang luas mengandung potensi 16,67 3 50,01
ekonomi yang relatif besar.
| [+ Luasan fahan yang beium dimanfaatkan reiatif 16,67 2 33,34
i hesar sangat pctensil untuk pengembangan
W i ternak dan tanaman perkebunan.
f e Pctensi tambang bahan mineral dan energi yang 16,67 1 16,67
i © belumn dieksploitasi dan dieksplorasi relatif besar. o
| ‘ « Tersedia cukup banyak obyek wisata yang dapat 16,67, 3 50,01
| | dikembkangkan untuk menunjang perekonomian
i ‘ daerah.
l le Letak geografis yang strategis sangat 16,67 i 16,67
) | menguntungkan bagi perdagangan internasional.
I |« Iklim tropis yang dominan sangat 16,67 -2 33,34
| |  menguntungkan bagi pengembangan pertanian, :
! ‘ kehutanan, peternakan dan partwisata.
! i Jumiah 200,04
o2 LINGKUNGAN SOSIAL l
I » Relasi-relasi sosial vang bersifat sentrifugal sangat | 16,67 2 33,34
L I mendukung terciptanya kekompakan, keakraban
\ ! dan partisipasi sosial yang tinggi. ,
\ |« Pola kekerabatan dan komunikasi sosial yang P 16,67 2 33,34
| | bercorak primer memungkinkan terciptanya ;
‘ | kegotongroyongan dalam masyatakat ; |
| i = Drganisasi sesial yang bercorak primer i 16,67 2 33,34 |
\ | memungkinkan komunikasi langsung yang i :
i ’ menjamin keakraban dan saling pengertian yang | .
Lnggi. '
| ' « Hirarki sosial yang bersifat komando (paternalistik) ; 16,67 2 33,34
i menjamin terciptanya ketaat@n dan kepatuhan, | | J
j ¢ Sistern sosial yang solid dapat menjamin pelestarian - 16,67 | 2 | 33,34 |
| U nilai-nilai sesial budaya dalam masyarakal. ,‘ : i |
; I » Keragaman budaya yang tinggi mengandung 1 16,67 | 2 33,34
| kearifan-kearifan lokal dan daya tarik bagi
percepatan pembangunan.
o e Jumiah | 200,04
3 . INFRASTRUKTUR PEMBANGUNAN
I Infrastruktur fisik yang telah dibangun merupakan 50,00 2 100,00
I kekuatan vang berguna hagi peningkatan |
i kemampuan produktif masyarakat. i
= Adanya komitmen pemenirdah yang tinggi dalam
+ pembangunan infrastruktur setiap ahunnya
[ merupakan jaminan bagi peningkatan kemampuan 50,00 3 150,00
i produktif masyarakat.
| Jumlah | __ 250,00
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4 KETENAGAKERJAAN
« Tenaga kerja produktif sangat dominan dalam 33,33 3 100,00
struktur ketenagakerjaan di NTT.
« Tingkat partisipasi tenaga kerja sangat tinggi, hal 33,33 3 100,00
ini dJapat dilihat dari angka pengangguran terbuka
yang relatif rendah.
« Konsentrasi tenaga kerja produktif pada sektor 33,33 3 100,00
pertanian diperdesaan relalif besar, merupakan
dukungan bagi pengembangan sektor pertanian.
Jumiah 300,00
5 INSTITUSI SOSIAL .
« Jumiah lembaga keagamaan yang banyak dan 33,33 3 100,00
beragam memungkinkan proses pembinaan warga
masyarakat dengan baik.
« Jumlah lembaga pendidiian formal dan non formal 33,33 2 66,66
yang semakin bertambah dan beragam
! memungkinkan proses alit teknblogi dan
| pembinaan SDM dapat berkembang dengan baik.
.« Bertumbuhnya LSM yang menangani berbagai 33,33 2 66,66
| bidang pembangunan menjadi mitra pemerintah
yang produktif dalam pembangunan,
Jumiah 233,32
6 ATURAN-ATURAN HUKUM
» Tersedia berbagai perangkat peraturan yang 33,33 3 100,00
memungkinkan pemerintah daerah dapat
mengelota permbangunannya secara mandiri dan
bertanggungjawab.
« Tersedianyanya perangkat peraturan yang cukup 33,33 2 66,66
untuk menjamin keterturan dan kelancaran
pelaksanaan pembangunan.
» Tersedianyanya perangkat peraturan yang cukup 33,33 2 66,66
untuk membatasi dan menindak praktik KKN.
Jumlah 233,32
B Jumlah1s/d6 | 1.416,72
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PERHITUNGAN SKOR ASPEE’ KTLENIA ”M
SNQ B _ KELEMAHAN _BOBOT . | RATING | SKOR ©
1 LINGKUNGAN FISIK
Tidak tersedia data yang cukup tentang 12,50 3 37,50
potensi dan persebarannya menjadi kendala :
bagi investor,
Kepemilikan lahan yang bersifat komunal 12,50 3 37,50
sulit menjamin pengalihan kepemilikan lahan
| untuk kepentingan produlktif,
|+ Tidak tersedia data potensi yang cukup dan 12,50 3 37,50
adanya klaim kepemilikan adat terhadap
lokasi tambang menyulitkan invester untuk
melakukan penambangan atau kepentingan
! investasi lainnya.
f Promosi wisata dan sarana penunjang 12,50 2 25,00
kepariwisataan belum menunjang, sehingga
| kurang menarik perninat dan invesior,
" Sumberdaya ekonomi terfragmentasi dalam 12,50 2 25,00
i jumlah kecil pada rentang witayah yang iuas
sehingga membutuhkan biaya pengumpuian -
} yang tinggi.
Rawan bencana, kekeringan dan ancaman 12,50 2 25,00
hama.
| curah huian yang rendah dan tidak merata. 12,50 2 25,00
f Topografi tanah yang rentan erosi, 12,50 2 25,00
Jumiah 237,50

A
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LINGKUNGAN SOSIAL

« Relasi sosial yang sentrifugal sangat rentan
konflik.

« Pola kekerabatan dan kormnunikasi sosial yang
bercorak primer cenderung menutup diri
terhadap lingkungan sekitar yang semakin
terdiferensiasi.

« Struktur sosial yang bercorak paternalistik
mengnambat adopsl inovasi teknologi yang
sulit berkembang, melemahkan kreativitas
dan inisiativ serta melenggakan
ketergantungan.

« Sistem sostal yang kukuh (rigid) cenderung
membatasi masyarakatr untuk
rmengakomodasi nilai-nilai bary yang
berkembang.

» Keragaman budaya yang tinggi
membutuhkan pola pendekatan
kemasyarakatan yang beragam,

« Keterikatan yang kuat pada kearifan-kearifan
lokal cenderung menciptakan resistensi
terhadap perkembangan leknologi atau cara-
cara baru yang lebij maju dan efisien.

16,67

16,67

16,67

16,67

16,67

16,67

50,01

33,34

50,01

3334

33,34

/33,34

Jinrzitah

233,38

INFRASTRUKTUR PEMUBANGURAN

« Persebaran infiastruktur yang dibangun
kurang merata, sehingga masih banyak lapisan
masydrakal yang belum terlayani dengan baik.

« Banyak infrastruktur fisik yang kurang sesuai
dengan kebutuhan masyaraiat sehingga tidak
dimanfaatkan secara oplimal, bahkan sebagian
telah rusak karena tidak dimanfaatkan. _

» Penempatan infrastruktur yang tidak sesual
sebagai akibat lamahnya perencanaan
mengakibatkan banyak infrastruktur yang
tidak produktif.

s Kurang baiknya pengawasan dalam
permbangunan infrastruktur mengakibatkan
banyak infrastruktur yang dibangun dengan
kualitas yang rendah.

« Model pembangunan infrastruktur yang

sentralistik mengakibatkan kurang
berkembangnya partisipasi dan kesadaran
masyarakat untuk perneliharaan infrastrutkur
yang telah dibangun.

20,00

20,00

20,00

20,00

20,03

2

40,00

60,00

60,00

50,00

40,00

Jumiah

260,00
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KETENAGAKERJAAN

» Kualitas sumberdaya manusia (tenaga kerja)
relatif rendah ditunjukkan dengan rata-rata
pendidikan setingkat sekolah dasar.

« Kemampuan serapan teknologi yang relatif
rendah menjadikan sulitnya menggunakan
input teknologi yang lebih baik dalam proses
procuksi.

« Produktivitas dan daya beli per kapita relatif
rendah.

I« Persebaran tenaga kerja beium terdiferensiasi

pada seltor-sektor non pertanian menjadikan

sektor pertanian menyerap tenaga kerja
sexcara berlebihan sehingga produktivitasnya

rendah. s R

25,00

25,00

25,00

25,00

75,00

50,00

75,00
75,00

Jumiah

275,808

INSTITUSI SOSIAL

« Lembaga-lembaga keagamaan kuarang
dimanfaatkan dalam menunjang pelaksanaan
pembangunan.

i » Fungsi sosial lembaga-lembaga keagamanan

dalam mendorong percepatan pembangunan

{  masyarakat masih sangat terbataas.

I« Jangkauan pelayanan lembaga-lembaga

| pendidikan format dan non formal kurang

b optimal.

« Kurang relevannya cut put pendidikan formal
dan non formal.

« Ketergantungan pendanaan LSM terhadap
pihak lain sangat tinggl.

» Betum adanya pola kemitraan yang dapat
melakukan pelayanan kemasyarakatan secara
terpadu antara LSM dan Pemerintah.

16,67

16,67

16,67

16,67
16,67
16,67

3

50,01
50,01
50,01

50,01
50,01
33,34

Jumizh

283,33
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! ATURAN-ATURAN HUKUM

| « Aturan-aturan hukum yang sudah ada kurang
disosialisasikan dengan baik sehingga
menimbulkan keragaman pemahaman dan
kekeliruan dalam penerapannya.

» Aturan-aturan hukum yang sudah belum
diimplementasi secara optimal sehingga
dampaknya bagi keteraturan, kelancaran dan
kepastian hukum belum optimal.

« Terdapat cukup banyak aturan-aturan hukum
yang kurang konsisten dengan tata urutan
peraturan perundang-undangan sehingga sulit
mengimplementasikannya.

« Penerapan aturan-aturan hukum dalam rangka
pamberantasan KKN belum dijalenkan secara
menyaluruh dan Konsisten.

25,00
25,00
25,00

25,00

50,00

75,00

75,00

Juivdehi L&/ 6

a
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~_ PERHITUNGAN SKOR ASPEK PELUANG

POLITIK & KEAMANAN DALAM NEGERI
Politik dalam negeri yang semakin membaik 25,00 2 59,00
akan memberi jaminan terhadap pelaksanaan
'{ pembangunan.

! e Proses demokrasi yang semakin membaik 25,00 2 50,00
i akan memberi konstribusi bagi meningkatnya
| pantisipasi masyarakat pelaksanaan

|  pembangunan.

Politik dalam negeri semakin membaik akan 25,00 2 50,00
memberi jaminan terhadap masuknya
investasi asing yang berguna bagi ‘
peningkatan aktivitas ekonomi di daerah.
Perhatian pemerintah dan masyarakat yang 25,00 3 75,00
tinggi untuk menciptakan situasi yang aman
memberi peluang bagi masyarakat uniuk
mengembangkan berbagail kegiatan produkdif
secara bebas.

L PELUANG ~7'BOBOT ] RATING | SKOR - .
|

*

Jumiah 225,00

PEREKONOMIAN DALAM NEGERI
Perekonomian dalam negeri yang semakin 20,00 &, 40,00
membaik dapat mendorong peningkatan dan -
pertumbuhan ekonomi di daerah, S
« Semakin meningkatnya trasfer pemerintah 20,00 3t 60,00
pusat akan meningkatkan ketersediaan A
pendanaan pembangunan didaarah,
Minat berinvestasi yang semakin meningkat 20,00 p! 20,00
secara nasional dapat mendorong peningkatan
investasi di daerah.

Perekonomian daerah yang semakin 20,00 2 40,00

terintegrasi dengan perekonomian nasional -

dan internasional dapat mendorong

pembangunan ekonomi di daerah.
» Bkspansi lembaga-lembaga keuangan ke 20,00 1] 20,00

i daerah dapat memberikan dukungan i

pendanaan pemabangunan bagi daerah. . i

.

Jussiah 180,00 .
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KEBLJAKAN PEMBANGUNAN NHASIONAL

« Pemberian kewenagan penggelolaan
pembangunan yang semakin besar kepada
daerah akan mendorong keleluasan untuk
merencanakan dan melaksanakan
pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan
masyarakat.

« Komitmen pemerintah untuk mendorong

perkembangan UKM memberikan peluang bagi

daerah untuk mendorong pembinann UKM
kearah yang febih baik.

Komitmen pemrintah bagi penggembangan

lembaga-lembaga keuangan mikro di

perdesaan akan mendarong masuknya aliran

modal ke perdesaan.

« Komitmen pemerintah untuk mempercepat
pembangunan Kawasan Timur Indonesia
metaui penggembangan kawasan-kawasan
khusus akan mendorong percepatan
pembangunan di daarah.

25,00

25,00

25,00

25,00

75,00

25,00
75,00

50,00

Jumlah

225,00

KEMAJUAN IPTEK

« Kemajuan imu pengetahuaan dan teknologi
dapat mendorong berkembangnya pikiran-
pikiran pengembangan yang makin beragam,

« Xemajuan ilmu pengetahuan dan teknolegi
dapat mendorong percepatan perkembangan
masyarakat.

» Kemajuaan ilmy pengetahuan dan teknologi
memberikan peluang bagi daerah dalam
memanfaatkan potensi-potensi sumber daya
secara effisien dan effektif,

33,33

33,33

33,33

3

100,00

i
100,00

100,00

Jumizh

300,00
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5 INTERNASIONAL
« Integrasi dan keterkaitan perekonomian yang 20,00 i 20,00
semakin meluas akan menciptakan peluang

bagi pengembangan potensi ekonomi daerah

» Semakin meningkatnya perhatian lembaga- 20,00 3 60,00
lembaga internasional terhadap pembangunan
daerah akan mendorong percepatan
pembangunan di daerah

« Perhatian dunia internasional terhadap 20,00 3 60,00
pelestarian lingkungan di negara-negara
berkembang dapat mengurangi beban daerah
terhadap penaganan lingkungan. .

« Peningkatan permintaan terhadap komoditas 20,00 2 60,00
pertanian dari wilayah tropis dapat
mendorong peningkatan produksi komoditas
pertanian di daerah.

« Kehadiran Negara baru Tmor Lorosae yang 20,00 2 40,00
berbatasn langsung dengan Propinsi NTT
dapat menciptakan peluang-peluang ekonomi
melalui kerjasama perdagangan lintas batas.

Jumiah 240,00
Jumlah 1s/d5 1.170,00
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_PERHITUNGAN SKOR ASPEK mrémw«z

T ANCAMAN

“BOBOT.-

" RATING |

. SKOR':

POLITIK & KEAMANAN DALAM rééGERr

| » Masih terbatasnya pemahaman masyarakat

terhadap proses demaokrasi mengakibatkan
berbagal gejolak yang mengganggu
kepentingan umum dan pembangunart,
Komunikasi politik yang kurang terkoordinasi
dan terarah dapat mengakibatkan
kebingungan, saling curiga dan disharmoni di
dalam masyarakat.

Tindakan pengamanan yang tidak propersional
dapat mengakibatkan ketakutan dan ketidak
ketentraman dalam masyarakat.

Kurangnya kepedulian dan parlisipasi
masyarakat dalam menciptakan keamanan,
keter{iban dan ketentraman dapat
menimbuikan berbagai kekacauan yang
merugiken masyarakat dan pemerintah.

-

L3

25,00

25,00

25,00 ¢

25,00

3

75,00

75,00

75,00

50,00

Jwrlah |

275,00

PEREKCHOMIAN DALAM NEGERI
Ketidaksiapan masyarakat dan pelaku ekonomi
untuk meningkatkan daya saing dapat
menghambat pertumbuhan ekonomi di
daerah.

Ketergantungan yang semakin besar terhadap

transfer pemerintah pusat dapat mengurangi

kreativitas dan kesungguhan pemerintah
daerah dalam memperkual basis keuangan
daerahnya.

+ Meningkatnya investasi tanpa kesiapan

masyarakat dan peilaku ekonomi di dagran

mengakibatkan mengalirmya sumber davya
skonomi ke tempat lain.

Gejolak—gejolak perekonomian pada tingkat

nasional dan internasional dapat menghambat

pertumbuhan ekonomi ¢ dacrah.

« Seldor rill yang tidak dikembangkan secara
sungguh-sungguh di daerah mengakibatkan
semakin dominannya pelaku ekonomi yang
berasal dari luar daerah sehingga mendorong
pelarian modal keluar daerah.

2G,00

20,00

20,00

26,00

20,00

3

60,00

40,00

60,00

60,00

60,00

Junidah

280,040
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3 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL
s Keweanangan penggelolaan pembangunan 25,00 2 50,00
yang semakin besar pada kabupaten/kota
tanpa diikuti perubahan cara berpikir
mengakibatkan semakin sulitnya koordinasi
Pemerintah Propinsi dan Pemerintah
Kabupaten/Kota.

Pembinaan UKM yang tidak berkelanjutan 25,00 2 50,00
akan mengakibatkan pembinaan yang telah
dilaksanakan dengan biaya besar menjadi
mubasir.

Meningkatnya aliran modal ke perdesaaan 25,00 2 50,00
melaiaui lembagan kevangan mikro perdesaan

tanpa dikuti dengan pendampingan yang
intensif dapat mengakibatkan masyarakat
rerbebani hutang kepada lembaga-lembaga
keuangan.

Penggembangan kawasan khusus tanpa diikuti 25,00 3 75,00
kemampuan perencanaan dan pengeiolaan
program secara baik akan membebani
Pemeriniah Darah. ‘

-

R Jumiah 225,00
4 | KEMAJUAN IPTEK
| « Rendahnya kemampuan masyarakat dalam 33,33 2 66,66
| menyerap ilmu pengetahuan dan teknologi
i dapat menciptakan kesenjagan pada tingkat _
' okal, nasional dan internasional.
| « Ketidakmampuan masyarakat untuk 33,33 2 66,66
menyeleksi masuknya nilai-nilai baru dapat
menimbulkan ekses-ekses yang negatif datam
masyarakat.
« Pemanfaatan sumber daya alam yang secar 33,33 1 33,33
bertehihan dengan teknologi maju dapat
mengakibathkan degradasi lingkungan,
b Juimnigh 168,65
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INTERNASIONAL

« Gejolak menater internasionat secara langsung
akan mempengaruhi perrekonomian daerah.

= Liberalisasi ekonomi dengan kompetisi yang
sermngkin tinggi, Ketidaksiapan masyarakat dan
petaky ekonomi dalam berkompetisi akan
mengancam pertumbuhan ekonomi di daerah.

» Kekurangsiapan pemerintah daerah untuk
memanfaatkan bantuan intarnasional dapat
menurunkan kiedibilitas pemerintah dan
masyarakat di dasrah di mala iembaga-
tembaga internasional.

« Pengembangan komaoditas agrobisnis didaerah
dalam skala kecii dapal menghambat
dayasaing komoditas pertanian di daerah.

« Metiingkatnya arus transaksi lintas batas tanpa
diikuti kesiapan pelaku ekonomi di daerah
mengakibatkan keuntungan lehih baryak
dinikmati pelaku ckonomi luar daerah.

+ Peningkatan permintaan agregat dari Timor
f.orosae harus diikuti dergan peningkatan
kapasitas produksi di daerah. Ketidak
seimbangan kapasitas produksi dengan
permintaan mengakibatkan hilangnya
keuntungan bagi pelaku ekonorni di daerah.

« Peningkalan transaksi ekonomi lintas batas
tanpa diikuti regulasi secara proposional akan
mengakibatkan tumbuhnya perdaggangan
gelap yang merugikan perekonomian daerah

14,29

14,29

28,58

23,58

28,58

14,29

28,58

14,29 1
14,29 1
14,29 2
14,29 | 2
14,29 2
14,29 1
14,29 T2

Jumizgh

155,25 |

Jumilah L sjd &

116,84
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REKAPITULASI PERHITUNGAN SKOR
KELEMAUAN

KEKUATAN -

NO L TASPER/VARIABEL UKEKUATAN | KELEMATIAN T3
1 1 Lingkungan Fisik 200,04 237,50
2 | Lingkungan Sosial 200,04 233,38
3 | Infrastruktur Pembangunan 250,00 260,00
4 . Ketenagakerjaan 300,00 275,00
5 | Institusi Sosial 233,32 283,38
6 | Aturan-Aturan Hukum 233,32 275,00
! Jumiah 1.416,72 1.564,28
REKAPITULASI PERHITUNGAN SKOR
_ PELUANG - ANCAMAN _ .
“NO | - ASPEK/VARIABEL - |' . .PELUANG =~ | - ANCAMAN -~
1 | Politik dan Keamanan Dalam 225,00 275,00
, | Negeri
| 2 perekonomian Dalam Negeri 180,00 280,00
3 | Kebijakan Pembangunan | .. « 225,00 225,00
.| Masional 1 |
.4 _|Kemajuan IPTEK . | _ 300,00 166,65
|5 Internasional 240,00 155,19
| | Jumlah | 1.170,00 ]  1,101,84
Perhitungan Koordinat Sumbu X dan Y:
X 1 Kekuatan - Kelemahan = 1.416,72 ~ 1.564,28 = - 147,56
Y : Peluang — Ancaman = 1.170,00 - 1.101,84 = 68,16
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DIAGRAM SWOT

Peluang ()

Il : Strategi Pemerataan |: Strategi Pertumbuhan

Pertumbuhan
Stabil

Pemerataan
Terseleksi

Pertumbuhan
Cepat

Pemerataan
Intensif

R T TR NS
bbbt P+
+Httrbt NG+

Kelemahan (-) ““Kekuatan (+)

Partisipasi
Terkonsentrasi

Bertahan
Terkonsentrasi

Bertahan
Menyeluruh

Partisipasi
Menyeluruhi

Ill: Strategi Peningkatan
Stabilitas & Keamanan

. Strategi Peningkatan
Partisipasi Masyarakat

Ancaman (-)
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